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SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera, selamat siang, om
swastiastu. Kita akan lanjutkan persidangan masih dalam rangka
mendengar keterangan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan
Keterangan Bawaslu untuk Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi
Sulawesi Utara. Ada 10 permohonan yang akan kita dengar keterangan
dari pihak-pihak tadi untuk sesi ini.

Pertama dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian ... Nomor 19-
01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kemudian, Nomor 98-19-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Bulan Bintang. Nomor 86-03-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Nomor 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Gerakan
Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), itu untuk Provinsi Sulawesi Tengah.

Kemudian untuk Provinsi Sulawesi Utara Perkara Nomor 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Solidaritas Indonesia. Nomor 133-
09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Perkara 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/VII/2019, Partai Gerakan Indonesia
Raya (Gerindra). Perkara 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Perkara Nomor 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Amanat Nasional (PAN).
Kemudian, Perkara Nomor 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai
Demokrat, itu untuk Sulawesi Utara.

Baiklah. Sebelum kiita mulai karena ini sesi baru ... yang baru
maksudnya, setelah sesi pagi tadi. Kami minta Para Pemohon untuk
memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari perkara nomor ... mulai
dari Sulawesi Tengah, vyaitu Perkara Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 dari  Partai  Kebangkitan  Bangsa. Silakan
memperkenalkan diri terlebih dahulu! Ada hadir? Mohon miknya,
Petugas! Itu ada di belakang Ibu, ya!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRA YUSTIKA LESTARI

Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Ira Yustika Lestari, Kuasa
Hukum dari Nomor Perkara 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.



10.

11.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Satu orang saja, Bu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRA YUSTIKA LESTARI

Betul.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Lanjut ke Nomor 98-19-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Bulan Bintang.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Waalaikumsalam.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Saya dari Kuasa Hukum Partai Bulan Bintang dengan Nomor
Perkara 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Saya selaku juru bicara
Meizaldi Mufti, S.H. Assalamualaikum wr. wb.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Sendiri juga ya, Pak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ya, sendiri, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. IBNU

Assalamualaikum wr. wb. Hadir kami Kuasa Hukum dari PDI
Perjuangan untuk Perkara Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
untuk Kabupaten Donggala dan Sigi. Saya Muhammad Ibnu dan rekan
saya Shella Fanda. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Lanjut ke 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai
Gerindra.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Assalamualaikum wr. wb. hadir saya Kuasa Hukum 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Gerindra, Saleh Hidayat, S.H.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Langsung kita ke Sulawesi Utara 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Solidaritas Indonesia.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. selamat
siang, kami dari Kuasa Hukum Partai Solidaritas Indonesia, hadir di sini
saya sendiri Nasrullah dan rekan saya di belakang Mas Herianto, terima
kasih.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Perkara 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MALVIEN DIRK SOMPOTAN

Assalamualaikum wr. wb. salam sejahtera. Nama saya Malvien
Dirk Sompotan selaku Kuasa Hukum dari Partai Perindo dan Nomor
Perkara 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVIII/2019 (...)



19.

20.

21,

22,

23.

24,

25,

26.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Angka romawinya XVII, Pak.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MALVIEN DIRK SOMPOTAN

XVII, ya. Saya dengan rekan saya, Handri Piter Poae, S.H.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Baik. 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/VII/2019, Partai Gerindra.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-
25/PHPU.DPR-DPRD/VII/2019: DOLFIE ROMPAS

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., salam
sejahtera bagi kita semua, shalom. Saya Dolfie Rompas, Perkara 163-02-
25/PHPU.DPR-DPRD/VII/2019 dari Partai Gerindra. Terima kasih, Yang
Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Perkara 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAX WILLIAM

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., salam
sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, nama budaya, salam
kebajikan. Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Kuasa
Hukum Pemohon yang hadir siang ini adalah Max William. Demikian
Yang Mulia, terima kasih.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Perkara 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Partai Amanat Nasional.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERMAN KADIR

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Partai Amanat Nasional,
Kuasa Hukum penambahan, Yang Mulia. Saya Herman Kadir (...)



27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Kuasa Hukum apa, Pak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERMAN KADIR

Penambahan surat kuasa.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oh, penambahan surat kuasa ya ... ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERMAN KADIR

Saya Herman Kadir dan didampingi oleh Eva Yulianti, rekan saya
untuk hadir sidang pada hari ini. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Terakhir Nomor 67-14-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrat. Tidak mau hidup?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Partai
Demokrat, untuk Perkara 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 hadir
Yandri Sudarso dan di samping saya, Lidya Agatha.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.



35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Walaikumsalam. Silakan Termohon perkenalkan diri
terlebih dahulu! Oh, dari mana? Ha? Mina ... ndak, Bapak partai apa?
PAN, oh, masih ... ndak diperkenalkan tadi sekalian.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Kami dari Kuasa Hukum Minahasa Utara, DPRD Tingkat II.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Nomor perkara berapa, Pak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Oh, ya berarti bagian dari
ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Terima kasih.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cuma dapilnya beda, Pak? Mungkin gitu, ya?



44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1 DPR-RI, 1 DPR.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, baik. Jadi, tadi seperti terpisah begitu. Ya, silakan
Termohon! Memperkenalkan diri terlebih dahulu.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb., kami
dari Termohon hadir Komisioner yang mewakili dari Provinsi Sulawesi
Tengah, Bapak Naharuddin, divisi hukum. Kemudian dari Sulawesi Utara,
ada Bapak Meydi Tinangon, Ibu Yessy Momongan, dan Charles Wortika.
Dan kami sendiri selaku Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Gerindra Sulawesi Tengah. Kemudian,
dari PSI Sulawesi Utara dan Gerindra Sulawesi Utara, Perkara Nomor
163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, saya sendiri Dedy Mulyana
dibantu rekan saya, Ibu Liani di belakang. Selanjutnya kuasa hukum dari
partai lain, silakan!

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, silakan, Pak! Perkenalkan diri.
KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum
wr.wb.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Walaikumsalam.
KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Kuasa Hukum Termohon hadir bersama kami dari KPU RI, Bapak
Muhammad Fadilah. Kemudian untuk register Perkara 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kami dari kantor hukum Ali Nurdin &
Partners, saya Asep Andriyanto, di belakang bersama Ibu Happy
Ferovina. Terima kasih, Yang Mulia.



51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya. Masih ada dari Termohon? Silakan!
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Miftakhul Huda,
Kuasa untuk Perkara Nomor 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019,
Partai Perindo. Kemudian, 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk
Permohonan Partai Demokrat, hadir saya sendiri. Untuk Prinsipal sudah
diperkenalkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Baik, masih ada? Silakan! Termohon.
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim.
Assalamualaikum wr. wb.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Walaikumsalam.
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Imam
Munandar, saya dari Kantor Hukum Hicon. Dalam sidang pada siang hari
ini, kami khusus untuk menangani Perkara dengan Nomor Perkara
Nomor  81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 19-01-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 kemudian 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan
98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dan tak Ilupa, saya juga
memperkenalkan rekan saya yang di belakang, Tito Prayogi. Demikian,
Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam. Termohon sudah semua ya. Pihak Terkait
silakan! Mulai diurut saja siapa yang terlebih dahulu!



58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Walaikumsalam.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami
dari Partai Golkar selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, saya sendiri Ahmad Suherman dan
rekan kami, Daniel Febrian Karunia Herpas. Demikian, Yang Mulia.
Terima kasih.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, baik, lanjut!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya, Ahmar Ihsan
Rangkuti, di ... bersama ini, bersama saya ada Arah Madani. Kemudian,
Dr. H. Muhammad Roza Azhari, dan Aristya Kusuma Dewi untuk Perkara
Nomor 19-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, baik. Silakan diteruskan!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R. DOTULONG

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Badan Advokasi Hukum
Partai Nasdem yang mewakili DPP Partai Nasdem dalam Perkara 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Perkenalkan saya, Michael Dotulong.
Terima kasih, Yang Mulia.



65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72,

73.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, masih ada? Silakan!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-19-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL RAHMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Walaikumsalam.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-19-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL RAHMAN

Kami perkenalkan diri, kami dari sama Badan Advokasi Hukum
Partai Nasdem. Dalam hal ini mewakili Partai Nasdem sebagai Pihak
Terkait dalam Perkara Nomor 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019,
yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang. Saya sendiri, Abdul Rahman
dan didampingi oleh rekan saya, Sandratius Ama Reco. Terima kasih,
Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan diteruskan! Di belakang! Ya, mohon maaf karena tidak
bisa semuanya di depan karena ruangannya. Ya, silakan!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Wa'alaikumussalam.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Selamat siang, salam sejahtera, om swastiastu.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Om swastiastu.
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Perkenalkan nama saya Mahfud Masuara, Kuasa Hukum dari
Partai Persatuan Indonesia atau Perindo sebagai Pihak Terkait. Dalam
Perkara Nomor 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kami bertiga,
Bapak Muhammad Irvan dan Muhammad Weldy Jevis, S.H., M.H. Terima
kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam
sejahtera, om santi santi om.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Om santi santi santi om. Silakan terus! Masih ada?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONI HUTAHAEAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami perkenalkan Perkara 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkait dari Partai Demokrat untuk
Partai Solidaritas Indonesia. Nama saya, Roni Hutahaean, dan yang
samping saya, rekan saya, Handri. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Baik. Terima kasih. Masih ada?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Baik. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Walaikumsalam wr. wb.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Saya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya sendiri,
Ridwan Darmawan, di sebelah kiri saya, senior, Pak I Wayan Sudirta, dan
di belakang ada Pak Jelly Dondokambey, untuk Perkara Nomor 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan  Perkara  Nomor  133-09-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Demikian, Terima kasih.
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Masih ada?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-67-11-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Masih, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Masih? Silakan!
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-67-11-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Terima kasih. Selamat siang.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Selamat siang.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Saya Toto Prasetianto, dalam hal ini mewakili Partai Golkar
sebagai Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 67-14-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Sudah semua?

Baik. Sekarang tinggal Bawaslu. Silakan, Bawaslu! Siapa yang
hadir pada siang hari ini? Apakah ada penggantian? Tampaknya ada. Ya.
silakan!

BAWASLU RI: RATNA DEWI PETTALOLO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
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89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Walaikumsalam wr. wb.
BAWASLU RI: RATNA DEWI PETTALOLO

Bawaslu hadir dari Bawaslu Sulawesi Utara, Mustarin Humagi,
Kenly Poluan, dan Supriadi Pangelu.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.
BAWASLU RI: RATNA DEWI PETTALOLO

Dan dari Bawaslu Sulawesi Tengah, Ruslan Husen, dan staf
bagain hukum, Ridwan Kasim, dan Ryan Aprilianto, dan saya sendiri dari
Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Semuanya sudah memperkenalkan
diri. Kita langsung saja masuk ke Perkara yang pertama. Perkara Nomor
19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Kebangkitan Bangsa.
Mohon berkenan Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk memandu.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak Ketua. Terima kasih. Baik, Termohon, ada renvoi, enggak,
jawaban Anda?

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Tidak, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak? Baik. Kalau eksepsi, dianggap dibacakan. Kewenangan
masalah administrasi kan, maksud Anda?

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Inggih.
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98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, kemudian tidak ada legal
standing karena tidak menyebutkan nomor urut caleg, caleg DPR RI
maupun dapil ... termasuk dapilnya. Kemudian obscuur libel (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Dengan berbagai alasan yang ada di sini.

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pokok Permohonan, ini menyangkut di persoalan Pemohon ini
mengenai DPR dan DPRD Donggala.

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bagaimana tanggapan Anda? Atau ucapan Anda ini, untuk (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana yang Yang Mulia sudah
sampaikan, bahwa kami di dalam jawaban kami ada eksepsi sedemikian
yang sudah saya sampaikan, mohon dianggap dibacakan.

Kemudian, selanjutnya kami akan menyampaikan dalam pokok
permohonan, Yang Mulia. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai
selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah
Pemilihan Sulawesi Tengah dan DPRD Kabupaten Donggala di Daerah
Pemilihan Donggala III menurut Termohon adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan,
argumen, dalil dan ... dalil, claim, dan permohonan Pemohon aquo
kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik
diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
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2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih maupun perolehan
suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sulawesi Tengah
dan DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala III adalah sebagai
berikut.

Term
parta
2.1

ohon menyampaikan persandingan perolehan suara untuk

i politik sebagaimana tabel berikut di bawah ini.

Bahwa partai politik, Partai Kebangkitan Bangsa menurut

Termohon memperoleh 95.900 suara. Kemudian, Pemohon

mendalilkan 95.975 suara. Sedemikian selisihnya adalah 75

suara. Kemudian yang kedua adalah partai kebang ... Partai

Keadilan Sejahtera, Termohon menda ... dalam perolehan yang

telah direkapitulasi oleh Termohon adalah 96.004 suara.

Kemudian, Pemohon mendalilkan 95.729 suara. Sedemikian

selisihnya adalah 275 suara. Bahwa terhadap dalil Pemohon

mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah
sebagai berikut.

1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon
di Dapil Sulawesi Tengah sebanyak 75 suara adalah tidak
benar. Sebagaimana yang terhadapnya kami me-refer
terhadap alat bukti T-1 ... T-001 sampai dengan T-006,
Yang Mulia.

2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai
Kebangkitan ... Partai Keadilan Sejahtera di Dapil Sulawesi
Tengah sebanyak 275 suara adalah tidak benar,
sebagaimana yang terhadapnya kami juga tidak me-refer
kepada alat bukti.

2.2 Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian

keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten Kabupaten Donggala Dapil
Donggala III, persandingan perolehan suara partai politik dan
perolehan suara dan seterusnya untuk Kabupaten ... DPRD
Kabupaten Donggala, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa menurut
Termohon memperoleh suara 7.5 ... 7.052 suara. Kemudian
menurut Pemohon 7.057 suara. Sedemikian selisihnya adalah 5
suara. Kemudian Partai Golongan Karya memperoleh
menurut Termohon 2.358 suara. Kemudian menurut Pemohon
2.336 suara. Sedemikian selisihnya ada 22.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

107. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ba

hwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas,

menurut Termohon adalah sebagai berikut.
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108.

1009.

110.

111,

112,

113.

114.

115.

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil
Donggala III sebanyak 5 suara adalah tidak benar. Sebagaimana tanda

@)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, terlampir.
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Bukti terlampir dan seterusnya.
Kemudian yang kedua (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Angka 2.
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Golkar
di Dapil Donggala III sebanyak 22 suara adalah tidak benar sebagaimana
bukti terlampir.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Kemudian 3. Bahwa terjadinya pelanggaran administratif
sebagaimana dalil Pemohon yang termaktub di dalam posita 9 halaman
79 bagian b, pelanggaran administatif yang dilakukan oleh Termohon
pada surat Termohon adalah tidak benar (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak benar, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Sebagaimana yang kami me-refer pada alat bukti, Yang Mulia.

Kemudian, petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana
tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi

untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.
Dalam eksepsi. Menerima eksepsi Termohon.
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116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987 dan seterusnya. Kemudian,

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian
keangggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota di
beberapa daerah pemilihan yang benar sebagai berikut. Mohon
dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Kuasa Hukum Termohon. Terima
kasih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Yang lainnya enggak ... enggak dibacakan.
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Oh.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Kok, “oh”? Gimana? Ada yang (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Sebentar, Yang Mulia. Ini terdiri dari ... ya, saya lanjutkan, Yang
Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Langsung kepada dapilnya saja ini.
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Inggih.
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124.

125,

126.

127.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

DPRD kan, ini?

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya. Jadi, dalam pokok permohonan selanjutnya untuk yang ...
selanjutnya. bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara
perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota
Daerah Pemilihan IV Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Menurut Termohon dan seterusnya. Kemudian,

1.

Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan
argumen dalil klaim dan permohonan Pemohon a quo, kecual
terhadap hal-hal yang secara tertulis kategoris dan spesifik
diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan
suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten di
Daerah Pemilihan IV pada Kabupaten Donggala Provinsi
Sulawesi Tengah menurut Termohon adalah sebagai berikut.
Dapil Donggala IV. Bahwa persandingan untuk Kecamatan
Sojol, persandingan perolehan suara Partai Politik dan
seterusnya (...)

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, enggak usah dibaca itu.

129. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Atas nama Syarif Hidayatullah.

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Termohon dan Pemohon berapa?
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131.

132.

133.

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Termohon untuk caleg ... nama caleg, Syarif Hidayatullah untuk
Termohon=506 suara. Kemudian Pemohon mendalilkan 508 suara.
Sedemikian selisih (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Selisihnya adalah 2 suara. Kemudian untuk Kecamatan Sojol
Utara, Termohon mendalilkan perolehan suaranya adalah 398 suara.
Kemudian, Pemohon mendalilkan 964 suara. Sedemikian, selisihnya ada
566  suara. Bahwa  terrhadap dalil Pemohon  mengenai
selisih/penambahan suara tersebut di atas menurut Termohon adalah
tidak benar sebagaimana alat bukti terlampir. Maka perolehan suara
DPRD Kota/Kabupaten Daerah Pemilihan Donggala IV berdasarkan
rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Donggala Provinsi
Sulawesi Tengah menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut.
Untuk calon anggota legislatif atas nama Syarif Hidayatullah pada
Kecamatan Dampelas memperoleh 58 suara. Kemudian untuk Kecamatan
Sojol memperoleh 506 suara. Kemudian untuk kecamatan Sojol Utara
memperoleh 398 suara.
Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di
atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan ...
untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.
Dalam eksepsi. Menerima eksepsi Termohon.
Dalam pokok perkara.
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987 dan seterusnya. Kemudian,

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian
keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan
Donggala Iv yang benar adalah sebagai berikut.
Untuk Partai Kebangkitan Bangsa untuk calon anggota
legislatif atas nama Syarif Hidayatullah, Kecamatan Dampelas
58 suara, Kecamatan Sojol=506 suara. Kemudian, Kecamatan
Sojol Utara memperoleh 398 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Termohon/Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih,
Yang Mulia.
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134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, baik. Sekarang Pihak Terkait dari PKS.
KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Ya, siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung kepada persoalan yang (...)
KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Ya. Sebelum (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eksepsi dan lain sebagainya dianggap dibacakan.
KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Saya menyampaikan pokok-pokok permohonan Pihak Terkait.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada renvoi?
KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Kami ada renvoi, Yang Mulia. Untuk (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman berapa?
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143.

144.

145.

146.

147.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Untuk petitum. Halaman 36. Dalam pokok perkara angka 2-nya,
Yang Mulia. Itu menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 987 dan seterusnya sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi
Tengah. Jadi, tertulis di sini Sulawesi Selatan. Jadi, kita koreksi Sulawesi
Tengah, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Yang lain lagi?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Itu saja, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Eksepsi dianggap dibacakan. Kemudian, berkaitan dengan
yang didalilkan Pemohon tentang dapil yang disampaikan Termohon juga
tadi apa menurut Pihak Terkait keterangannya.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Ya. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan meneliti secara
seksama perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ternyata
isinya tidak benar, tidak berdasar yang kami anggap sangat mengada-
ngada tidak sesuai dengan fakta-fakta ril yang terjadi di lapangan.

Oleh karena itu, kami sebagai Pihak Terkait pada prinsipnya
menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara
jelas dan tegas oleh kami selaku Pihak Terkait. Dalam eksepsi
sebagaimana disampaikan Yang Mulia tadi, kami menyampaikan
keberatan terkait dengan identitas Pemohon yang tidak lengkap dan
tidak jelas. Kemudian, permohonan Pemohon cacat formil dan prematur
karena belum ada penetapan Pemohon sebagai calon anggota DPR
terpilih sehingga permohonan yang disampaikan Pemohon ini cacat
formil dan prematur karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, permohonan Pemohon kami nilai tidak cermat dan
kabur karena terjadi inskonsistensi dalil permohonan Pemohon dimana di
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148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

dalam posita disampaikan terjadi pengurangan suara PKB sebanyak=75
suara dan PKS bertambah sebanyak=275 suara.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu sudah subtansi itu. Sudah, dianggap lewat saja! Di ...
langsung pokok-pokoknya saja.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Baik, Yang Mulia. Untuk pokok-pokok permohonannya bahwa
Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon. Bahwa
PKS  seharusnya menurut ~ Pemohon mendapatkan suara
sebanyak=95.729. Sementara PKB mendapatkan=95.975. Sementara
menurut Pihak Terkait suara PKB itu=95.900 dan suara PKS itu=96.004
suara. Nah (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi kelebihan berapa suara? (...)
KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Ya, ada pengurangan=75. Selisih=75. Dan penambahan=275.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.
KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Nah, terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon
sebanyak=75. Dan penambahan suara PKS sebanyak=275. Menurut
Pihak Terkait adalah tidak benar.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak benar.
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155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Kita dalam per ... pokok permohonan ini sebanyak 30 TPS yang
didalilkan oleh Pemohon sudah kita bantah secara jelas dan tegas baik
itu pengurangan suara di Kabupaten Donggala maupun di Kota Palu. Ini
kita (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anggap dibacakan (...)

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Bantah satu persatu dan kami anggap dibacakan Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Selanjutnya. Itu sudah suara akumulasi yang tadi itu ya?
KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Ya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya sudah kalau begitu. Apa lagi yang mau dikatakan?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Jadi, menurut kita bahwa pengurangan dan penambahan sua ...
pengurangan suara PKB itu tidak benar dan sudah kita bantah (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
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163.

164.

165.

166.

167.

168.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Penambahan suara PKS itu juga tidak benar dan sudah kita
bantah dalam tabel-tabel yang kita anggap dibacakan pada kesempatan
kali ini.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Selain itu bahwa Pemohon itu tidak mengajukan protes dan
keberatan Yang Mulia terkait terjadinya ada dugaan pengurangan
penambahan.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Nanti biar KPU anu itu Bawaslu yang memberi keterangan.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Ya. Itu yang apa dan berdasarkan hal-hal di atas, maka Pihak
Terkait memandang Termohon telah melaksanakan pemilu sesuai
dengan prinsip-prinsip dan asas-asas pemilu yang transparan, umum,
bebas, rahasia, proporsional ... profesional, akuntabel, efesiensi, dan
efektif serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi telah
dilakukan secara transparan, terbuka dan disaksikan oleh saksi, Panwas,
pemantau dan masyarakat luas.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
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169.

170.

171.

172.

173.

174.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di
atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam ... dalam eksepsi,
menerima eksepsi Pihak Terkait dalam pokok perkara
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987 dan seterusnya sepanjang daerah pemilihan Sulawesi
Tengah.

3. Menetapkan pemilihan suara Pemohon untuk pengisian
keanggotaan DPR RI yang benar adalah sebagai berikut.
Sebagaimana tabel yang kami buat (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Suara PKB=95.900. Suara PKS=96.004. Atau apabila Mahkamah
Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih.
Demikian, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih. Sudah habis, Pihak Terkait? Sekarang
Bawaslu. Yang berkaitan dengan yang dijawab Termohon dan
ditambahkan Pihak Terkait pendapat Bawaslu seperti apa keterangannya.

BAWASLU RI: RATNA PETTALOLO

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan akan disampaikan langsung
oleh Bawaslu.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Singkat-singkat saja, Ibu.
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175.

176.

177.

178.

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan tertulis atas permohonan
PKB Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terkait dengan dalil
Pemohon di Kabupaten Donggala bahwa berdasarkan hasil pengawasan
rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Donggala tidak ditemukan
adanya perbedaan jumlah perolehan suara sebagaimana dalam dalil
permohonan mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di 7 TPS
yang berada di Kabupaten Donggala.

Kemudian, di Kabupaten Toli-Toli (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Halaman 4, keterangan tertulis Bawaslu. Bahwa terhadap dalil
permohonan mengenai penambahan perolehan suara sah PKS sebanyak
1 suara di TPS 15 Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kecamatan
Toli-Toli berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Toli-Toli
tidak terdapat penambahan suara sah Partai PKS di TPS 15 Kelurahan
Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, serta tidak ada
keberatan saksi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi, maupun laporan dan
temuan pelanggaran pemilu di Bawaslu Kabupaten Toli-Toli. Bahwa
berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara Bawaslu
Kota Palu, di halaman 4 sampai dengan 12 yang Bawaslu rangkum tidak
ditemukan adanya pengurangan perolehan suara sebagaimana dalil
Pemohon mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di 22 TPS
yang berada di Kota Palu sebanyak 32 suara dan penambahan suara PKS
sebanyak 112 suara. Adapun perbedaan angka perolehan suara atas
atau salah penulisan dalam salinan Formulir Model C-1 DPR yang
dilakukan oleh KPPS pada saat Rapat Pleno kecamatan PPK langsung
melakukan pembetulan atas rekomendasi panwaslu kecamatan. Setelah
melakukan pembetulan terhadap Formulir C-1 salinan, PPK menuangkan
pembetulan tersebut ke dalam Formulir DAA-1 yang memuat tentang
perolehan suara di TPS dalam wilayah dan kelurahan desa.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
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179.

180.

181.

182.

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Kemudian, terkait dengan dalil permohonan Pemohon bahwa
terdapat pengurangan suara Partai PKB Dapil III Kabupaten Donggala, di
halaman 12 sampai dengan 14, dirangkum dengan keterangan sebagai
berikut.

Bahwa Bawaslu tidak menemukan adanya pengurangan perolehan
suara sebagaimana dalam dalil permohonan mengenai pengurangan
perolehan suara Pemohon di 10 TPS yang berada di Kabupaten Donggala
sebanyak 5 suara dan penambahan suara Partai Golkar sebanyak 22
suara. Adapun perbedaan angka perolehan suara atau salah penulisan
dalam salinan Formulir Model C-1 DPR yang dilakukan oleh KPPS pada
saat Rapat Pleno kecamatan PPK langsung melakukan pembetulan atas
rekomendasi panwaslu kecamatan, setelah melakukan pembetulan
terhadap Formulir C-1 salinan, PPK menu ... menuangkan pembetulan
tersebut ke dalam Formulir DAA-1 yang memuat perolehan suara di TPS
dalam wilayah kelurahan dan desa.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Terkait dengan dalil permohonan Pemohon, tindakan KPU
Kabupaten Donggala yang menghilangkan 2 suara atas nama, Syarif
Hidayatullah, yang berpindah ke suara partai dan terjadi penambahan 1
suara atas nama Burhanudin, di Desa Ogoamas, Caleg DPRD Partai
Kebangkitan Bangsa Dapil IV, di halaman 15 keterangan tertulis Bawaslu
menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwascam pada
saat Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat
Kecamatan Sojol, panwascam tidak menemukan adanya perbedaan
antara dokumen Model DAA-1 Desa Siboang dengan Model ... dengan
dokumen Model DA-1 Kecamatan Sojol, sedangkan berdasarkan hasil
pengawasan pada TPS 12 di Desa Ogoamas 1, Kecamatan Sojol Utara
terdapat kekeliruan penulisan C-1 DPRD kabupaten yang kemudian telah
dilakukan perbaikan penulisan tersebut dan hasil perbaikan itu tidak ada
keberatan oleh saksi Partai Politik yang hadir (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. PK-28 (...)
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183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Demikian (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Yang Mulia. Terima kasih.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Baik. Terima kasih. Tadi ada Pihak Terkait dari Golkar, ya?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tadi saya tawarkan kok tidak ada Pihak Terkait lagi diam saja (...)

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Tadi langsung ... langsung sampaikan (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Silakan bacakan, Pak!

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Baik.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Singkat-singkat saja!
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193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.
wb.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Walaikumsalam.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Golkar untuk tingkat DPRD Kabupaten Donggala
Daerah Pemilihan Donggala III. Dalam pokok permohonan. Bahwa Pihak
Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok
permohonannya secara keseluruhan (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu sudah, itu prinsip umumnya seperti itu. Tidak usah dibaca
lagi (...)

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Baik, Yang Mulia. Bahwa dalil ... masuk ke ... ke poin 8, Yang
Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Poin 8? Baik 8.1.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Terkait dengan adanya pengurangan suara oleh ... pengurangan
suara dalil Pemohon sebanyak 5 suara adalah tidak benar. Yang terjadi
di TPS 2 sebanyak 1 suara adalah tidak benar. Pada TPS 3 Desa Malei
sebanyak 1 suara adalah tidak benar.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.
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201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Terus, di TPS 3 Simagaya, Kecamatan Balaesang sebanyak 2
suara adalah tidak benar. Mohon izin, Yang Mulia, jika diperkenankan di
8.4 (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Dalil Pemohon yang? Tebal ini (...)

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Di sini, Yang Mulia di ... setelah 8 suara itu, jika diperkenankan di
situ ditambah, Yang Mulia, adalah tidak benar di situ, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oh, ditambah kata tidak benar?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ya, adalah tidak benar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Adalah tidak benar. Boleh. Ini saja?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya terkait dengan adanya penambahan suara Pihak
Terkait sebanyak 22 suara sebagaimana dalil Pemohon yang terjadi di
TPS 1 Desa Dampal, Kecamatan Sirenja adalah tidak benar, Yang Mulia.

Kemudian, di TPS 1 Desa Malino, Kecamatan Balaesang sebanyak
2 suara adalah tidak benar.

Di Kecamatan ... di TPS 4 Desa Lombonga, Kecamatan Balaesang
sebanyak 10 suara adalah tidak benar.

Terus, di TPS 3 Desa Tovia Tambu, Kecamatan Balaesang
sebanyak 9 suara adalah tidak benar.

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas, maka
perolehan suara yang benar sebagaimana juga yang telah ditetapkan
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208.

209.

210.

211.

oleh Termohon berdasarkan perhitungan dan rekapitulasi secara
berjenjang sesuai dengan Form C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Form DAA-1
DPRD Kabupaten/Kota, Form DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Form DB-
1 DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten Donggala, Daerah Pemilihan III
dengan perolehan sebagai berikut.

Pemohon PKB sebanyak=7.052 suara. Partai Golkar=2.358 suara.
Untuk partai politik lainnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Petitum. Berdasarkan alasan di atas, Pihak Terkait memohon
kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia
Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memutus sebagai berikut.

Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat keputusan Termohon
sepanjang mengenai perolehan suara partai politik untuk pengisian
anggota DPRD Kabupaten Donggala, Daerah Pemilihan III ... Donggala
III adalah sah atau apabila Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Baik, terima kasih. Silakan, Pak Ketua!
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Mengenai bukti dari
Pemohon, ada Bukti P-12 dan P-14 yang belum dileges, ya? P-12? Yang
selebihnya, yaitu untuk DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, P-2C sampai
dengan 19 Donggala ... 19 Donggala. Dan P-9A sampai dengan P-49,
lalu DPRD Kabupaten Donggala, P-16A Donggala sampai dengan P-17B.
Lalu DPRD Kabupaten Dapil Donggala IV, P-7 sampai dengan P-14, betul
begitu, ya? Ya, jadi yang dua belum dileges tadi, silakan dileges, ya?
Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Termohon DPR RI Dapil Sulawesi Tengah itu T-
001 sampai dengan 006 Sulteng PKB 19 0126, betul begitu, ya?
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212,

213.

214.

215.

216.

217.

218.

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Betul, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul? Itu ada catatan begini. Untuk T-003, T-004, T-005, itu
begini ... itu tolong diklasifikasi dulu, Anda menggabungkan itu 3
kabupaten digabung menjadi satu dan kemudian ada berbagai form atau
dokumen di dalam itu sehingga pengelompokan menjadi T-003, 004, 005
itu tentu tidak memudahkan untuk verifikasi. Nanti apakah mau
diperbaiki?
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Akan kami perbaiki, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau begitu, ini yang bukti yang ininya bisa disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian yang bukti yang lain itu ada perbedaan antara
bukti fisik dengan ... dengan di daftar bukti. Di daftar ... 002, 003 ...
Donggala III, 002, 003 itu di daftar buktinya tertulis DB-1 KPU, tapi di-
fixing-nya adalah Formulir DB-1 DPRD. Apakah Anda mau renvoi menjadi
DB-1 DPRD?

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

DPRD, Yang Mulia. Direnvoi saja.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
DPRD. Jadi, renvoi langsung, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya.
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219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, demikian juga yang DA-1 KPU menjadi Formulir DA-1 DPRD?
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Itu renvoinya, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mohon dicatat, Panitera, ya? Kemudian, untuk Donggala IV O ...
Bukti T-001 sampai dengan T-004, betul ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Betul, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Untuk Donggala 1V, ya. Ini catatannya mirip dengan yang tadi.
Untuk 002 dan 003, daftar buktinya tertulis Form DB-1 KPU, langsung
direnvoi, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, sesuai dengan (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Menjadi DB-1 DPRD. Baik, kalau begitu ini bisa disahkan.

KETUK PALU 1X

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
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229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Kemudian, Pihak Terkait Partai Golkar, Anda menyerahkan
bukti dari PT.PG1 sampai dengan PT.PG23?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERLAN

Baik, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Betul?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERLAN

Benar, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, ya? Ini tidak ada masalah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait PKS, Anda menyerahkan Bukti PT-a
sampai dengan PT-d dan PT-1 sampai dengan PT-36b?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Betul, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, tidak ada masalah.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, Anda memberikan bukti untuk Kabupaten Donggala, PK-
28.301 sampai dengan 517?
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237.

238.

239.

240.

241.

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Ya, benar, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, ini tidak ada masalah.

KETUK PALU 1X

Kebe ... untuk Kabupaten Toli-Toli, PK-280.401 sampai dengan
03?

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Ya, benar, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Ndak ada masalah. Kemudian untuk kabupaten ... Palu PK-
28.1301 sampai dengan 577

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Ya, benar, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, tidak ada masalah.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Dengan demikian untuk yang Perkara Nomor 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah bisa kita lewati dan kita masuk ke
Perkara 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai Bulan
Bintang, mohon berkenan Yang Mulia Pak Wahid memandu.
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243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, kita lanjutkan untuk mendengar pemeriksaan Perkara 98-18-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohon Partai Bulan Bintang, jawaban
Termohon, kemudian nanti keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan
Pembangunan dan Partai Bulan Bintang, serta keterangan dari Bawaslu.
Kami persilakan untuk jawaban dari Termohon!

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Mohon maaf, Yang Mulia. Nomor berapa, Yang Mulia? Perkara. Oh
98-18-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, oke. Terima kasih, Yang Mulia.
Kami akan me (...)
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, langsung saja seperti tadi, eksepsi dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Dokumen yang saya ... kami pegang dengan Yang Mulia pegang
sama, Yyaitu perbaikan jawaban tanggal 11 Juli.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, tanggal 11 Juli, yang diterima tanggal 12 Juli, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Sama berarti, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, kemudian
kedudukan hukum, tenggang waktu, ya langsung saja pokok
Permohonan, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dalam pokok Permohonan bahwa
terhadap dalil Permohonan ... dalil Pemohon, mengenai selisih suara
perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR ... DPRD provinsi dan

DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan menurut Termohon
adalah sebagai berikut.
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250.

251.

252.

253.

Provinsi Sulawesi Tengah, 2.1.1 persandingan perolehan suara
partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Parigi
Moutong. Untuk Dapil Parigi Moutong I, Partai Bulan Bintang menurut
Termohon memperoleh=1.963 suara. Kemudian, Pemohon
mendalilkan=3.292 suara. Sedemikian selisihnya adalah 1.329 suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas,
tanggapan Termohon adalah sebagai berikut.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya, saya kira dianggap dibacakan saja, 1, 2.
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Mohon dianggap dibacakan sampai dengan halaman 8 juga sama.
Halaman 9 tabel juga mohon dibacakan. Dianggap dibacakan. Kemudian,
halaman 10. Kemudian, halaman 11, Yang Mulia. Halaman 12 juga
mohon dianggap dibacakan. Selanjutnya halaman 13 juga sama. 14
lanjut kemudian halaman 15, 16, 17, mohon dianggap dibacakan.
Kemudian, halaman 18 yang atas tabel juga mohon dianggap dibacakan.
Kemudian, tabel 3 perolehan suara Pemohon menurut Termohon di
tingkat kecamatan pada Kabupaten Parigi Moutong, Dapil Parigi Moutong
I, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Bahwa nomor 4. Bahwa apabila Pemohon mendasarkan dalil-dalil
pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam perolehan
suara untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Parigi
Moutong I. Berdasarkan C-1 sebelum pemungutan suara ulang, maka
akan menjadi tidak benar karena di beberapa TPS berikut ini telah
dilaksanakan pula pemungutan suara ulang sebagaimana C-1 PSU dan
DAA-1 PSU.

a. TPS 1 Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, dan seterusnya,
Yang Mulia, me-refer pada alat bukti yang terlampir.

2.2. Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian
keanggotaan DPRD Kabupaten Morowali Utara, Dapil Morowali Utara I,
perolehan persandingannya, Partai Nasdem menurut Termohon
memperoleh suara 3.911 suara. Kemudian, menurut versi Pemohon
3.706 suara. Sedemikian selisihnya adalah 205 suara. Kemudian Partai
Bulan Bintang menurut Termohon meperoleh suara 1.228 suara.
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255.

Kemudian, dalil Pemohon 1.312 suara. Sedemikian selisihnya adalah 84
suara. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas,
tanggapan Termohon adalah sebagai berikut.

1.

Dalil mengenai selisih suara di atas sebagaimana diuraikan Pemohon
pada halaman 52 sampai dengan halaman 56 permohonan Pemohon
mengenai adanya kesalahan perhitungan perolehan suara dan
rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kabupaten
Morowali Utara untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Morowali
Utara Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Morowali Utara I yang
antara lain meliputi, a sampai dengan e mohon dianggap dibacakan,
Yang Mulia, adalah semuanya tidak benar.
Bahwa fakta hukumnya pada TPS 05 dan seterusnya sedemikian
permasalahan telah selesai dan dapil ... dalil Pemohon tidak ...
tidaklah terbukti sebagaimana alat bukti terlampir.
Bahwa fakta hukumnya pada TPS 003 dan seterusnya, jenis
dokumen 1 ... C-1 salinan yang penulisan angkanya berbeda. Bahwa
selanjutnya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara kepada
KPU Morowali Utara untuk membuka kotak suara guna memastikan
apakah data C-1 yang dimiliki oleh Pemohon tersebut benar atau
tidak. Maka setelah dilakukan pembukaan kotak di KPU sesuai
dengan rekomendasi Bawaslu untuk mencermati Form C-1 Plano
Hologram dan ternyata datanya adalah sama dengan C-1 yang
dimiliki oleh Pemohon.

Sedemikian permasalahan telah selesai dan oleh karenanya dalil

Pemohon tersebut tidaklah terbukti sebagaiman alat bukti terlampir,
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Kemudian yang keempat bahwa fakta hukumnya pada TPS dan

selanjutnya ... dan seterusnya mohon dianggap dibacakan. Sedemikian
permasalahan telah selesai dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut
tidaklah terbukti sebagaimana alat bukti terlampir.

256. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.
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258.

259.

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Kemudian yang kelima, masih pada halaman 21, bahwa fakta
hukumnya pada TPS 002, Desa Kelurahan Ganda, Kecamatan Petasia
atas adanya dugaan pengurangan suara partai bulan bintang
berdasarkan rekomenasi Panwascam Petasia agar melaksanakan ...
melaksanakan pembukaan kotak suara untuk memastikan apakah
dugaan pengurangan suara Partai Bulan Bintang sebanyak 12 suara
benar atau tidak, kemudian setelah dilakukan pembukaan kotak suara di
tingkat PPK dan telah dilakukan pencermatan terhadap C-1 Plano
hologram, ternyata suaranya adalah sama dengan yang tercantum dalam
C-1 Plano Hologram dan C-1 KPU Hologram, dan telah dilakukan
perbaikan pada Formulir DA-1 KPU dan DAA-1 KPU DPRD Kabupaten
untuk Partai Bulan Bintang. Sedemikian permasalahan telah selesai dan
oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak lah terbukti sebagaimana
alat bukti terlampir.

Petitum. Berdasarkan sebagaimana seluruh uraian tersebut di
atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Menerima eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

987 dan seterusnya.

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya,
atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih. Selanjutnya keterangan Pihak Terkait dari Partai
Persatuan Pembangunan. Langsung dan tidak ada eksepsi ke dapil-dapil
yang tadi juga sudah di ... ada dalam jawaban Termohon. Ya, silakan!
Silakan, yang dari Partai Persatuan Pembangunan! Ada, enggak? Tidak
hadir? Gaib? Ya. Selanjutnya, Pihak Terkait Partai Nasdem! Silakan.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 98-18-
26/PHPU.DPR-PDRD/XVII/2019: ABDUL RAHMAN

Ya, Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan pokok-
pokok tanggapan Pihak Terkait terhadap permohonan aquo.

Kami langsung ke pokok permohonan. Tabel ... persandingan
tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian terhadap dalil-dalil
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Pemohon terkait selisih suara di atas, Pihak Terkait memberikan
keterangan sebagai berikut.

Poin 1 dan 2 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian poin 3, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi
penambahan suara Pihak Terkait di TPS 5 Desa Bungintimbe, Kecamatan
Petasia Timur sebanyak 11 suara adalah dalil yang tidak bena ... benar
serta tidak berdasar.

Poin A. Bahwa hasil perolehan suara untuk TPS 5 Desa
Bungintimbe, dan direkap pada tingkat Kecamatan Petasia Timur, dan
kemudian diterap ... ditetapkan oleh Termohon adalah hasil perolehan
yang mengalami koreksi saat rekapitulasi tingkat kecamatan setelah
diputuskan melalui mengecekan data dengan pembukaan kotak suara.
Bahwa awalnya pada saat dilaksanakan pleno rekapitulasi di tingkat
Kecamatan Petasia Timur, saksi dari Pihak Terkait keberatan dengan
hilangnya suara Pihak Terkait untuk suara Calon Legislatif Nomor Urut 5
atas nama Wahyu Hidayat Sudirman, S.IP sebanyak 11 suara. Kemudian,
dari hasil kesepakatan para pihak yang hadir saat pleno di tingkat
kecamatan, yaitu saksi-saksi partai, pengawas Petasia Timur dan panitia
Kecamatan Petasia Timur, maka dilakukan pembukaan kotak suara dan
mencocokkan Dokumen C-1 yang dipegang oleh para saksi. Dan setelah
dilakukan pengecekan Dokumen C ... Model C-1 Plano dan perhitungan
ulang kertas suara, diperoleh data yang sesuai kertas suara dan
Dokumen C-1 Plano, suara Pihak Terkait untuk suara calon Nomor Urut 5
adalah sebanyak 11 suara. Sehingga total suara Pihak Terkait menjadi 50
suara.

Atas dasar hasil pembukaan kotak suara dan pencocokan C-1
Plano itulah dijadikan rujukan untuk pengisian perolehan suara untuk
Dokumen DAA-1 Desa Bungintimbe TPS 5 dengan perolehan suara Pihak
Terkait sebesar 50 suara. Vide Bukti PT-02 dan PT-03.

Poin 4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya
mengatakan di TPS 3 Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia
ditemukan dua buah Dokumen C-1 dengan isi yang tidak sama mengenai
pengisian suara Pihak Terkait sebanyak 36 suara. Bahwa perolehan
suara a. Perolehan suara yang ditetapkan Termohon pada TPS 003
Keluruhan Kolonodale, Kecamatan Petasia adalah perolehan suara yang
benar dan bahkan telah melalui proses pembukaan kotak suara
perhitungan suara ulang berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Bahwa
benar awalnya terdapat keberatan kehubungan tidak ditemukannya satu
buah Dokumen C-1 yang lembar khusus untuk Partai Nasdem in casu
Pihak Terkait dan Partai Garuda. Terhadap temuan tersebut, Pemohon
melaporkan ke Bawaslu. Kemudian, Bawaslu Morowali Utara telah
menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi untuk KPUD
kabupaten Morowai untuk ... in casu Termohon untuk membuka kotak
suara.
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261.

Bahwa KPUD Kabupaten Morowali ... Termohon telah
melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut dengan membuka kotak
suara dan menghitung ulang data perolehan suara partai di Dokumen C-
1 Plano. Hasilnya ditemukan fakta bahwa suara Partai Nasdem di TPS 03
Kolonodale adalah benar 36 suara. Sama dengan yang terdapat pada
Dokumen C-1 yang ada pada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait,
yaitu sebanyak 36 suara. Vide Bukti PT-04.

Poin 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempermasalahkan
perolehan suara Pihak Terkait sebesar 158 suara pada TPS 002 dan TPS
006 di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia yang dilakukan
pemungutan suara ulang (PSU) adalah dalil yang keliru dan tidak
berdasar hukum. Bahwa benar TPS 002 dan TPS 006 Desa Ganda-
Ganda, Kecamatan Petasia dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU).
Bahwa dari hasil perolehan suara Partai Nasdem in casu Pihak Terkait
setelah dilakukan PSU pada TPS 2 dan TPS 5 (vide Bukti P-5 ... PT-5 dan
Bukti PT-6) Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia adalah benar 158
suara. Vide Bukti PT-7.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu
menjelaskan berapa suara Pemohon yang hilang, bagaimana bisa hilang,
dan pada tingkatan rekapitulasi mana ... rekapitulasi mana hilang.
Permohonan Pemohon hanya mempermasalahkan pelaksanaan PSU di
TPS 02 dan TPS 06 yang menurut Pemohon tidak sah menurut ...
memenuhi syarat. Nampak jelas bahwa Pemohon tidak memahami tugas
dan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Poin 6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang adanya
pengurangan atau penghilangan suara di TPS 04 desa atau Kelurahan
Bontula, Kecamatan Petasia sebanyak 12 suara. Karena pada TPS
tersebut telah dilakukan pembukaan kotak suara untuk pemeriksaan C-1
Plano dan ditemukan suara Partai Bulan Bintang in casu Pemohon terisi
12 suara dan suara Partai Bulan Bintang tidak ditemukan=0, seperti apa
yang didalilkan oleh Pemohon. Ini baru sesuai dengan Formulir DAA-1
Desa Bontula. Vide Bukti PT-8.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 98-18-
26/PHPU.DPR-PDRD/XVII/2019: ABDUL RAHMAN

Untuk itu dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak mendasar
dan haruslah ditolak oleh Mahkamah.

I1. petitum. Bahw berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon agar
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenaan memutus
sebagai berikut.
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263.

264.

265.

266.

267.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987
dan seterusnya ... menyatakan benar Komisi Pemilihan Umum
Nomor 987 dan seterusnya.

3. Menetapkan pengisian suara Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Daerah Pemilihan
Morowali Utara 1 yang benar adalah sebagai berikut. Kami
tidak bacakan di tabel, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya. Bacakan saja yang Partai Nasdemnya.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 98-18-
26/PHPU.DPR-PDRD/XVII/2019: ABDUL RAHMAN

Partai Nasdem=3.911 dan Partai Bulan Bintang=1.228.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 98-18-
26/PHPU.DPR-PDRD/XVII/2019: ABDUL RAHMAN

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak
Terkait.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Baik. Lanjutkan keterangan dari Bawaslu.
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Keterangan tertulis dari permohonan PBB Nomor registrasi
Perkara Nomor 98-18-26/PHPU.DPR-PDRD/XVII/2019.

a. Bahwa terhadap dalil permohonan tentang selisih perolehan
suara sebanyak=1.329 suara yang tersebar di 4 kecamatan yang berada
dalam wilayah Dapil I Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan hasil
pengawasan atas perhitungan suara pemilihan legislatif DPRD Kabupaten
Dapil I Parigi Moutong, di 135 TPS tersebar di 4 kecamatan yakni sebagai
berikut. Ya. Rangkuman keterangan tertulis (...)

42



268.

269.

270.

271.

272.

273.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya, dirangkum saja.
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Mulai dari halaman 23 sampai dengan 38.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada persoalan khusus ndak yang perlu ditekankan? Laporan
misalnya temuan, atau bagaimana? Ada, ndak?

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Kami terangkan singkat (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya itu yang dimaksud.

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Ya. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong tidak menemukan
adanya pengurangan perolehan suara sebagaimana dalil permohonan
Pemohon mengenai selisih perolehan suara. Selanjutnya berdasarkan
hasil pengawasan atas perhitungan suara pemilihan legislatif DPRD
Kabupaten Dapil I Parigi Moutong di 135 TPS yang tersebar di 4
kecamatan. Adapun perbedaan angka perolehan suara atau selisih
penulisan dalam salinan Formulir Model C-1 DPRD yang dilakukan oleh
KPPS pada saat rapat pleno kecamatan langsung melakukan pembetulan
atas rekomendasi Panwaslu kecamatan. Setelah melakukan pembetulan
terhadap Formulir C-1 salinan PPK menuangkan pembetulan tersebut ke
dalam Formulir DAA-1 yang memuat perolehan suara di TPS dalam
wilayah kelurahan dan desa.

B. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ada
penambahan suara Partai Nasdem=143 suara dan pengurangan suara
PBB=32 suara. Bawaslu Kabupaten Morowali Utara setelah melakukan
pencermatan terhadap dokumen-dokumen hasil pengawasan sebagai
berikut. Keterangan tertulis Bawaslu di halaman 43. Bahwa Bawaslu
Kabupaten Morowali Utara menerima surat keberatan nomor A4 perihal
Aduan Penghilangan Suara PBB di TPS 04 Kelurahan Bahontula. Yang
selanjutnya keberatan ini disampaikan dalam rapat pleno tingkat
kabupaten disertai keberatan lainnya terkait dengan perolehan suara di
TPS 03, TPS 07, TPS 09 Kelurahan Kolonodale, dan TPS 02, TPS 06 Desa
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275.

276.

277.

278.

279.

280.

Ganda-Ganda Kecamatan Petasia. Bahwa menindaklanjuti surat
keberatan dari Partai PBB dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan
Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat kabupaten. Bawaslu
Kabupaten Morowali Utara merekomendasikan untuk membuka kotak
suara di TPS 03, 07, dan TPS 09 Kelurahan Kolonodale, dan TPS 02, TPS
06 Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia yang kemudian dilaksanakan
oleh KPU Kabupaten Morowali Utara. Bahwa KPU Kabupaten moro ul ...
Morowali Utara telah membuka kotak suara di TPS 3 Kelurahan
Kolonodale dan dibacakan serta diperlihatkan perolehan suara
sebagaimana yang terdapat dalam Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten
Kota sehingga surat keberatan yang diadukan oleh PBB tidak terbukti.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Yang halaman 104 itu bukan, ya? Karena itu daftar saja
karena mulai dari angka 4?

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Baik.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya kembalikan ke Pak Ketua untuk bukti-buktinya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Ya, yang di halaman 104 itu mungkin ngikut
itu, ya? Karena tidak spesifik ke Morowali Utara, begitu ya? Yang di
keterangan Bawaslu ini. Ke bukti, saya ingin memberikan catatan untuk

Pemohon. Anda menyertakan Bukti P-7 sampai dengan P-190, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ya, Yang Mulia.
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281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul. Ah, tapi P-12 nya itu ndak ada bukti fisiknya. Itu catatan
yang pertama.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ya. Benar, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada bukti fisiknya, kemudian ada menulis P-8 ... P-80 itu
sama dengan P-71, apa betul begitu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Benar, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, itu memang ... apa namanya ... satu bukti, tapi ditunjuk
diberi nomor 2 itu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Maksudnya buktinya sama, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Buktinya sama?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Jadi, ya kalau begitu ya, untuk ini tidak ada masalah kecuali
yang P-12 itu bukti fisiknya tidak ada. Dia tidak ikut disahkan, ya?
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290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ya, Yang Mulia. Tapi izin, Yang Mulia. Ini tanda terima kami baca
ada P-200, katanya tidak ada alat bukti fisik. Itu P-200 kayaknya ada,
seingat saya.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar, ini dicat ... itu kapan Anda terima itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Kemarin, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar, ini ... itu yang di mana? Kalau P-200 itu berarti sudah
menyangkut yang di Kabupaten Morowali Utara, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, ini masih Peri ... Parigi Moutong.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Oh, siap, siap.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ini yang masih Parigi Moutong. Itu kami sahkan kecuali yang
P-12 tadi.

KETUK PALU 1X

Kemudian yang PHPU DPRD Kabupaten Pari ... Morowali Utara,
Anda menyerahkan P-191 sampai dengan P-210, gitu kan?
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298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang bermasalah bukan yang P-200 nya. Yang bermasalah di sini
yang tidak ada bukti fisiknya itu P-193, P-194, P-208 itu yang ndak ada
bukti fisiknya. Yang 200 klir, ya? yang P-193 menurut daftarnya disebut
sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan
rakyat daerah dan seterusnya, Formulir C-1 DPRD kabupaten/kota itu
enggak ada. P-194 juga mirip seperti itu, Model C-1 DPRD
kabupaten/kota. C ... 2 ... 208 itu yang Anda sebutkan di daftar itu DAA-
1 DPRD kabupaten/kota, tapi fisiknya tidak ada. Jadi, dari P-191 sampai
P-2 ... P-210 ... P-210 itu 3 itu yang tidak ikut kami sahkan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Izin, Yang Mulia. Jadi, saat waktu verifikasi saya turun serta juga
waktu itu. Jadi, setahu saya memang yang ... yang tidak ada itu P-12.
Mohon di ... mungkin di cross-check ulang kali, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. karena di ... ini sudah di ... di cross-check oleh beberapa
Panitera, bukan ... bukan sendirian.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Itu. Jadi, nanti Anda yang melihat ke belakang nanti itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Oke, siap, nanti kita kordinasi.
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305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya? Jadi, itu belum ikut kami sahkan dari P-191 sampai P-200 ...
P-210 itu untuk Morowali Utara. Yang tadi tidak ikut disahkan. Ini yang
lainnya disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Termohon.

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ini untuk P ... D Parigi Moutong, bukti yang tiba ... yang
sampai pada kami itu T-002 Parigi Moutong sampai dengan T-004, betul?

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Kalau di daftar kelengkapan yang kami terima itu T-001, Yang
Mulia, sampai dengan T-004.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
T-001 kan tidak (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Parigi Moutong.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, Parigi Moutong.

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Yang tidak ... oh (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada T-0017?
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314. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya.
315. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Coba Anda dicek.
316. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Benar ... benar.
317. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Nah itu, gimana Anda yang punya bukti itu ... ya, karena (...)
318. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Mohon maaf, Yang Mulia. Karena tidak ada (...)
319. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Karena ... karena T-001 nya itu ada kekacauan.
320. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya, nanti kami lengkapi, Yang Mulia.
321. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ada kekacauannya itu ada Putusan KPU Nomor 987 itu disebut
di daftar, kan?

322. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya.

323. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Tapi isinya ada ganda itu.

324. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya.
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325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Itu yang nanti ... jadi, ini kami sahkan yang tadi yang 1, T-002
sampai dengan T-004.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Morowali Utara I, tidak ada masalah?
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kami mau konfirmasi jumlahnya saja, dari 1 sampai dengan 004,
betul?

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Betul, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Sudah disahkan.
KETUK PALU 1X

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. terima kasih. Kemudian untuk Pihak Terkait Nasdem, Anda
818e?nyerahkan bukti untuk Morawari Utara I, dari Bukti PT-01 sampai PT-

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-19-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL RAHMAN

Betul, Yang Mulia.
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333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada masalah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Bawaslu. Bawaslu ini ada Anda menyerahkan
bukti itu yang diberi tanda dari PK dan seterusnya 04 sampai dengan 44,
betul?
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

03, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ha? 03 nya ... 03 nya ... 03?
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Sampai dengan 44.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang 03 nya itu ada ... apa namanya ... ada perbedaan antara
yang tertulis dengan fisiknya. Jadi, di ... di yang tertulis Anda menyebut
itu berita cara rekapitulasi hasil penghitungan dan seterusnya, bukti
fisiknya itu Form Model DB-1 DPRD sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara itu yang ... anu ... ya?
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti kalau mau di ... ini kan ... diperbaiki. Ya, Bapak, ya? yang
kemudian, yang 04 ... eh, kok Nomor 45 juga tidak ada bukti fisiknya, ya.
Sori, yang tadi itu yang 03 yang tertulis, begitu. 01 tidak ada bukti
fisiknya, yang 45 tidak ada bukti fisiknya. Begitu? Ya? nanti kalau ndak
percaya dilihat ke belakang, dicek ke belakang ke Panitera, ya?

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Sampai 44 saja, Yang Mulia.
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341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

349.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Sam (...)
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
PK yang diajukan Bawaslu 03 sampai dengan 44 saja.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
044 ini ada ... yang PK-45 sampai PK-140 itu berarti untuk di
mana? Kok disertakan di permohonan ini. Mungkin untuk yang lain
berarti itu Anda sertakan di sini, ya?
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Itu Partai Gerindra.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Untuk Partai Gerindra?
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Ya.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi ikut dia di sini? Oh ya, kalau begitu yang kami sahkan yang
04 sampai ... dari 04 sampai 44, ya?

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, itu.

KETUK PALU 1X

Berarti yang lain ikut ke sini itu, sehingga ikut diverifikasi. Padahal
ndak ada urusannya, ya?
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350.

351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Kemudian, untuk kabupaten ... kabupaten ... untuk
Morowali Utara I dari 01 sampai 15 kemudian 17?

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Benar, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Benar, ya? Cuma di sini ada mas ... persoalan yang di ... yang di
Bukti 16-nya itu ... apa namanya ... ada perbedaan antara di daftar
dengan fisiknya. Daftarnya ... di daftar Anda tertulis sertifikat hasil
penghitungan suara calon DPRD kabupaten TPS 006 itu. Yang fisiknya itu
adalah sertifikat hasil penghitungan suara DPRD kabupaten TPS IV Desa
Bahontula. Itulah ... itu yang di ... yang di ... daftar ditulis 006, Desa
Ganda-Ganda. Jadi, beda antara fisik dan ininya.
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Ya
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu tidak ikut kami sahkan dulu ya.
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti yang lainnya sudah ikut kami sahkan ... yang lainnya sudah
bisa kami sahkan karena tidak ada masalah.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih. Kami lanjutkan Yang Mulia, mohon berkenan
Pak  Suhartoyo untuk Perkara Nomor  86-03-26/PHPU.DPR-
PDRD/XVII/2019 dan 147-02-26/PHPU.DPR-PDRD/XVII/2019.
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358.

359.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Termohon, ada renvoi, tidak?
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Tidak, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Jadi eksepsi tidak usah dibacakan, Anda menjawab dua
kabupaten di sini ... dua dapil.

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dapil II Donggala dan Lima Sigi. Langsung bagaimana jawaban
Anda!

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Terima kasih, Yang Mulia. Kami masuk dalam pokok permohonan.
Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon menge ... mengenai selisih
suara perolehan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan menurut Termohon
adalah sebagai berikut.

2.1 Provinsi Sulawesi Tengah (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung ke Dapil II saja (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya. Perolehan suara tingkat TPS itu ada tabel, mohon dibacakan

(...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dibacakan (...)
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367.

368.

369.

370.

371.

372.

373.

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Kemudian bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara
di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 7 dalam
pokok permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan
perolehan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di
Kabupaten Donggala untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Donggala,
Dapil Dang ... Donggala II yang meliputi, A. TPS 3 dan seterusnya (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Mohon dianggap dibacakan. Maaf, Yang Mulia, tidak ada
halamannya, Yang Mulia. Kemudian yang B (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Saudara bagaimana.

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Pulang kampung, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, langsung!

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

TPS ... B. TPS 1 Desa Labuan Salam ... Salumbone, Kecamatan
Labuan adalah tidak benar. C. TPS 2 Desa Labuan Salumbone,
Kecamatan Labuan adalah tidak benar dan seterusnya.

Kemudian, D. TPS 5 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan
adalah tidak benar dan seterusnya.

Kemudian, E. TPS 3 Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue
Tombusabora adalah tidak benar dan seterusnya mohon dianggap
dibacakan.

Dua, dalil Pemohon pada halaman 6 pada pokok permohonan
Pemohon mengenai penabahan suara yang dilakukan oleh Termohon
terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tinkat kecamatan
(DA-1 dan DAA-1) yang kemudian menjadi (...)
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374.

375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.

382.

383.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tidak benar juga itu?
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya, tidak benar (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Selanjutnya mohon dianggap dibacakan (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Dalil berikutnya tidak usah dibacakan (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
B juga (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Langsung Dapil V (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Dapil V. Satu ... tabel 1.2 persandingan perolehan suara partai
politik, tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas
menurut Termohon adalah sebagai berikut.

1. Bahwa dalil Pemohon pada tabel pada halaman 8 tentang

selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Partai

Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Kebangkitan

Bangsa adalah tidak benar karena perbedaan perolehan suara
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384.

385.

386.

387.

antara Pemohon dan dua partai tersebut merupakan hasil
rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, dan
bukan masalah terkait selisih perolehan suara, serta selama
proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara
tingkat kabupaten, saksi mandat Pemohon tidak mengajukan
keberatan terhadap hasil maupun selisih perolehan suara
Pemohon.

2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8, poin 1, 2, dan 3 dalam
permohonan Pemohon menjelaskan bahwa tidak terdapat
Form Model C7-KPU dalam kotak suara di TPS 1 Desa Bolobia,
Kecamatan Kinovaro pada saat proses rekapitulasi
penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.
Termohon menjelaskan bahwa Form Model C7-KPU yang
didalilkan oleh Pemohon tidak benar sebagaimana alat bukti
terlampir (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, selanjutnya dibacakan dibacakan (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Selanjutnya dianggap dibacakan dan empat juga sama dianggap
dibacakan.

5. Dalil Pemohon pada halaman 8, poin 6 dalam permohonan
Pemohon adalah bahwa tidak benar terdapat selisih suara Pemohon
dengan PKPI sebanyak 41 suara dan selisih suara Pemohon dengan PKPI
sebanyak 62 suara karena berdasarkan dokumen Form Model C1-KPU
TPS 1 Desa Bolobia, Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 33
suara. PKP memperoleh suara sah sebanyak 9 suara, dan PKPI
memperoleh suara sah sebanyak 15 suara sebagaimana alat bukti
terlampir (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Petitum. Berdasarkan seluruh ... seluruh uraian sebagaimana
tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi
untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam

eksepsi, menerima eksepsi Termohon dalam pokok perkara;
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
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388.

389.

390.

391.

392.

393.

2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987 dan selanjutnya dianggap dibacakan.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian
keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten di beberapa daerah
pemilihan yang benar adalah sebagai berikut. 31.1 selanjutnya
dianggap dibacakan mengenai Kabupaten Donggala Dapil II.
Kemudian 31.2 mengenai Kabupaten Dapil V, selanjutnya
dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.
Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih. Lanjut Pihak Terkait, PKS!
KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: ARISTYA K. DEWI

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya kami mau merenvoi dalil
nomor 12, 13, 15, dan 16 dihapus.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana dulu, halaman berapa? Jangan buru-buru begitu.
KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: ARISTYA K. DEWI

Halaman 9 nomor 12.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman 9.
KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: ARISTYA K. DEWI

Nomor 12.
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394.

395.

396.

397.

398.

399.

400.

401.

402.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

12?
KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: ARISTYA K. DEWI

Halaman 10 nomor 13 dan 15.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

13, 14?
KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: ARISTYA K. DEWI

15, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

14, 15?
KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: ARISTYA K. DEWI

13 dan 15.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

14 tetap?
KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: ARISTYA K. DEWI

Tetap, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.
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403.

404.

405.

406.

407.

408.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: ARISTYA K. DEWI

Dan halaman 11 nomor 16.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
16?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: ARISTYA K. DEWI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah ketik capek-capek dibuang begini. Ayo, bacakan! Yang
berkaitan dengan 2 dapil itu saja langsung di ... direspons bagaimana?
Pihak Terkait.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: ARISTYA K. DEWI

Baik. Untuk perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Donggala
II, dalam dalil Pemohon, PKS terjadi penambahan sebanyak 19 suara
yang tersebar di 2 kecamatan dan 2 desa, yaitu di Sindue Tombusabora
di Desa Batusuya, TPS 03 itu tidak benar. Yang benar sesuai dengan C-
1=9 suara dan di Labuan, TPS 01=49 suara, TPS 02=58 suara, dan di
TPS 05=36 suara.

Yang kedua, tidak benar terjadi pengurangan suara untuk
Pemohon atau PDI Perjuangan seba ... sebesar 12 suara karena pada
faktanya di Kecamatan Sindue Tombusabora, Desa Kaliburu, TPS 03
Pemohon hanya mendapatkan 6 suara. Sehingga sesuai perolehan suara
PDI Perjuangan sebesar=2.641 suara. Dan PKS tetap=2.649 suara.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus akumulasi yang benar seperti apa, Ibu?

60



4009.

410.

411.

412,

413.

414.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: ARISTYA K. DEWI

Yang benar sesuai  dengan putusan KPU. PDIP
mendapatkan=2.640 suara dan PKS mendapatkan=2.649 suara.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Berbeda 8 suara, ya?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: ARISTYA K. DEWI

Ya, Majelis. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana
tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi
untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

987 dan seterusnya sepanjang di Daerah Pemilihan Di
Donggala II, Kabupaten Donggala.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait
untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten di Daerah
Pemilihan Donggala II yang benar adalah sebagai berikut.
Untuk PDIP sebesar=2.641 suara dan PKS=2.649 suara.

4. Menetapkan perolehan kursi Daerah Pemilihan Donggala II
sebagai berikut. Urutan kursi ke-6, Partai Keadilan Sejahtera.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan seadil-adilnya. Hormat kami.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Ibu.
KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: ARISTYA K. DEWI

Terima kasih.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pihak Terkait habis untuk ini? Baik, Bawaslu apa yang terjadi
dengan 2 dapil itu? Silakan langsung dijawab saja!
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415.

416.

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Di Dapil II Donggala, Bawaslu
Kabupaten Donggala tidak menemukan adanya penambahan ataupun
pengurangan perolehan suara sebagaimana dalil Pemohon mengenai
penambahan suara PKS=19 suara di 4 TPS. Dan penguruangan ...
pengurangan suara PDIP per ... PDI Perjuangan=12 suara di 1 TPS. Ini
tercatat di halaman 19 sampai dengan 20, keterangan Bawaslu.

Terus, terkait dengan dalil Pemohon mengenai selisih 40 ... 41
suara PKPI dan selisih 62 suara PKB, Bawaslu Kabupaten Sigi setelah
melakukan pencermatan terhadap dokumen hasil pengawasan
menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada saat pemungutan
suara tanggal 17 April di TPS 01 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro,
tidak terdapat Formulir Model C-7 KPU di dalam kotak maupun di luar
kotak. Sehingga akib ... sehingga akibat terkendalanya jaringan
komunikasi dan guang ... gangguan transportasi serta jarak tempuh yang
jauh, menyebabkan catatan daftar hadir dicatat dalam buku.

Halaman 20. Terus di halaman 21, bahwa berdasarkan hasil
pengawasan Panwascam Kinovaro dalam proses rekapitulasi perhitungan
suara di tingkat kecamatan. Untuk Desa Bolobia dilakukan pembukaan
kotak suara, hal tersebut dilakukan tidak sinkronnya antara Data C-1
salinan yang dimiliki oleh PPK, panwascam, dan partai politik. Dari
pembukaan kotak suara tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat
Formulir C-7 KPU untuk TPS Desa Bolobia. Akan tetapi, proses
rekapitulasi tetap dilanjutkan dengan tujuan penyesuai ... menyesuaikan
perolehan suara berdasarkan C-1 Plano yang terdapat dalam kotak
suara. Keterangan Bawaslu di halaman 21, 22 bahwa PDI Perjuangan
menyurat ke Bawaslu Kabupaten Sigi tertanggal 4 Mei 2019 terkait
permintaan tindak lanjut keberatan atas penyelenggaraan pemilu di
Kecamatan Kinovaro terkait permintaan pelaksanaan pemungutan suara
ulang di TPS 1 Desa Bolobia. Bawaslu Kabupaten Sigi tidak dapat
menindaklanjuti keberatan untuk dilaksanakan PSU di TPS 1 mengingat
batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang berakhir tanggal 27
April 2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Terakhir, di halaman 22, bahwa berdasarkan Formulir DB-1 DPRD
Kabupaten/kota, tidak ditemukan perubahan perolehan suara partai.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Terima kasih. Catatan khususnya? Oh, tidak ada. Ini untuk
Pak Ketua, ini.
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417.

418.

419.

420.

421,

422,

423.

424,

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Hartoyo. Catatan khusus hanya
berkait dengan bukti yang untuk Termohon mirip-mirip dengan
persoalannya yang seperti tadi. Itu untuk Donggala, Anda mengirimkan
buktinya adalah T-001 sampai 004. Betul?
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Betu, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, ya? tapi untuk ini ada catatan untuk T-001 itu lagi-lagi
seperti tadi, ya? perbedaan seperti bukti dengan bukti fisiknya. Ya, itu
tertulis di daftar itu Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 259 dan
seterusnya. Tapi fisiknya itu ternyata Keputusan KPU Donggala Nomor
83 dan seterusnya, itu. Lalu, kode alat buktinya yang sekarang yang
tertulis di T-002 Donggala II, PDIP 86-03-26, tetapi di bukti tertulis T-
002 Donggala II, PDIP 86-03-31. Jadi, beda itu kode anunya.
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Direnvoi saja, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti. Yang mana yang benar? Yang mau dipakai?

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Yang 26, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang benar yang 26, ya? Mohon dicatat ini. Jadi yang dipakai 26.
Demikian juga yang T-003 2 PDIP 86-03-26, terus di bawahnya ada lagi,
T-003 Donggala II PDIP 86-03-31. Yang tadi 002, yang sekarang 003.
Yang benar yang mana yang mau dipakai ini?
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Yang 003, Yang Mulia.
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425. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
003 yang 267
426. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya.
427. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Itu?
428. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya.
429. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Baik. itu renvoinya. Sama juga yang ... kemudian, sama juga yang
T-004, begitu juga kasusnya itu tertulis T-004 Donggala II PDIP 86-03-
26, kemudian fisiknya T-004 Donggala II PDIP 86-03-31. Yang benar
yang 26?
430. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
26, Yang Mulia.

431. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, itu yang renvoinya. Kalau begitu seluruh bukti yang ini yang
ada di sini karena sudah direnvoi, bisa kami sahkan.

KETUK PALU 1X

432. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Terima kasih, Yang Mulia.
433. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kemudian untuk Kabupaten Sigi, buktinya itu dari 02 ... dari
bukti 001 sampai dengan 006, ya?
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434.

435.

436.

437.

438.

439.

440.

441.

442,

443.

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Betul, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Betul.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Tapi, ada perbedaan ... ada persoalan seperti tadi yang bukti 001
itu, ya? Di daftar bukti ada 001 Sigi V PDIP 86-26. Tapi tertulisnya 001
Sigi PDIP 86-31. Yang tetap ... yang dipakai 26, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
26, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Betul kalau begitu. Sama juga yang 002 kasusnya seperti
itu. Kembali ke 26 itu?

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Karena sama di bawahnya 31 juga?

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya. Sama, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. kalau begitu dari bukti 001 sampai 006 itu sudah tidak ada
persoalan karena sudah direnvoi, dan itu kami sahkan.

KETUK PALU 1X
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444.

445.

446.

447.

448.

449.

450.

451.

KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Terima kasih. Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. kemudian untuk PKS tidak ada persoalan. Cuma, kami hanya
mau konfirmasi jumlah buktinya saja. Anda menyerahkan 2 macamlah ...
anu ... bukti. Jadi, PT-1 sampai dengan PT-4B, betul?
KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: ARISTYA K. DEWI

Betul, Majelis.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu kami sahkan. Kemudian, bukti 1 lagi PT-A sampai dengan
PT-D?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 86-03-26/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: ARISTYA K. DEWI

Betul, Majelis.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Tidak ada persoalan. Bawaslu mirip persoalannya seperti tadi.
Anda menyerahkan bukti dari 5 ... kodenya yang terakhir itu 52 sampai
140, ya? Betul, ndak? P ... PK 28.3-52 sampai dengan PK ... PK 28 (...)
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

62 (...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

.140. berarti yang ... sampai 62 saja?
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452,

453.

454.

455.

456.

457.

458.

459.

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
62 untuk PDIP Perjuangan.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Yang Donggala II loh, ini. Yang Donggala II sampai berapa?
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Sampai 62.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sampai 62 saja? Berarti sampai ... di atas 62 sampai 140 itu
ngikut juga kaya tadi, ya?

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi ya, sudah. Kalau begitu yang 0 ... 01 nya berarti tidak ...
tidak ada ... tidak perlu dicatat di sini karena dari ... dari 52 sampai 62,
kan? Kalau 52 sampai 62 yang tinggal jadi persoalan adalah bukti 6
...yang bukti yang nomor 60 itu karena di situ tertulis laporan hasil
pengawasan rapat Pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di Kecamatan
Sindue Tombusabora, tapi fisiknya itu justru hasil pengawasan di TPS 3
Desa Kalibiru. Yang mana yang benar ini? Atau nanti Anda selesaikan di
belakang itu?

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, nanti, ya? Jadi, itu belum bisa ikut kami sahkan. Selebihnya

sampai dengan 62 itu sudah ikut, ya? Karena yang lainnya tidak ada
relevansinya.

KETUK PALU 1X

Kemudian yang untuk Sigi V.
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460.

461.

462.

463.

464.

465.

466.

467.

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Daerah Pemilihan Sigi V. Itu dari 01 sampai 04 dan 06 sampai 13,
betul?

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Ya, benar.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi yang Anda persoalkan di 05-nya. Itu sama klasik seperti tadi
perbedaan yang tertulis di alat bukti dan bukti fisiknya. Yang bukti 05,
ya? Itu tertulisnya hasil pengawasan atas proses rekapitulasi Kecamatan
Kinovaro dan seterusnya. Yang bukti fisiknya itu hasil pengawasan
rekapitulasi Kecamatan Dolo Barat itu nanti diselesaikan. Selain itu tidak
ada masalah, jadi bisa kami sahkan. Yang itu nanti dicocokkan.
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Terima kasih.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

KETUK PALU 1X

Baik. Mohon dilanjutkan, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Terima kasih.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan, Termohon ada renvoi, tidak? Untuk 147/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019?

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor
147/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tidak ada renvoi.
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468.

469.

470.

471.

472.

473.

474.

475.

476.

477.

478.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Baik.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Paling pada saat dibacakan barangkali ada sedikit ... sedikit yang
(...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Perbaiki.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ini eksepsi tidak perlu. Ini eksepsi tidak, kewenangan.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Copy-paste juga ini. Ini cuma 1 dapil ini? Ya kan?
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
1 dapil 11 (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tapi banyak kecamatan?
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ham ... hampir 12 kecamatan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ayo bacakan!

69



479.

480.

481.

482.

483.

484.

485.

486.

487.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ya, baik. Eksepsi hanya menyangkut kewenangan saja, Yang
Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ini tidak perlu dibacakan. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan Dapil II.
Dalam tabel, oh, sori. Provinsi Sulawesi Tengah, ya, Dapil II. Untuk
perolehan suara Partai dalam tabel 1 ini disebutkan Nomor 2 Partai
Gerindra dapat suara 40.754. menurut atau versi Termohon dan menurut
versi ... Pemohon 18.000.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

48.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

48.890.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

48.890.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ada selisih 8.136. kemudian, sebagai persandingannya dengan
Nomor 9 Partai Perindo menurut Termohon 15.692 suara. Dan menurut
Pemohon 7.556.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Selisih 8.136.

70



488.

489.

490.

491.

492,

493.

494.

495,

496.

497.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Loh?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Izin, Yang Mulia.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Terhadap adanya selisih suara tersebut Pemohon menyanding

(...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, Pak. Nanti direspons, Pak. Nanti saya beri kesempatan.
Ayo, terus baca.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya. Terhadap adanya selisih suara tersebut, Pemohon
menyandingkan atau menyajikan perolehan suara di beberapa
kecamatan, 11 kecamatan.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ampibabo, apa?
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya. Pertama, di desa ... Kabupaten Moutong, sori.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Kecamatan (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ampibabo.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Desa ada 4.
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498.

499.

500.

501.

502.

503.

504.

505.

506.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Kecamatan Ampibabo itu kami sajikan bantahan dalam bentuk
hasil suara berdasarkan DAA-1 sebagaimana disajikan di dalam tabel
sesuai dengan (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Apa namanya ... sajian Pemohon menyangkut Lemo Utara, Sidole
Barat, Desa Lemo, dan Desa Buranga. Kami sajikan juga dalam bentuk
tabel, dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Desa Kecamatan Balinggi, juga di Desa Malakosa kami sajikan
dalam bentuk perolehan suara sesuai versi Termohon (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Dianggap dibacakan. Kecamatan Moutong, di beberapa desa
banyak sekali (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Banyak desa ini?
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya. Kemudian kami juga sajikan dengan tabel yang sama dengan

desa yang sama dengan perolehan suara sesuai yang kami sajikan sesuai
pada Salinan foto C-1 Plano, DA-1, dan seterusnya.
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507.

508.

509.

510.

511.

512.

513.

514.

515.

516.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ini juga dianggap ... tidak dibacakan. Kecamatan Palasa ini ada
Desa Dongkalan, Bobalo, Palasa Tangki, dan seterusnya banyak sekali
dianggap dibacakan. Dan kami tanggapi juga untuk tabel desa-desa dan
TPS tersebut sesuai dengan sajian Pemohon dan khususnya perolehan
yang benar menurut Termohon sebagaimana disajikan dalam tabel.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Kemudian kelima, Desa Parigi, ini ada Desa Masigi, satu Desa
Masigi kami tanggapi bahwa berdasarkan Salinan Form ... Foto C-1
Plano, DA-1, DAA-1, dan seterusnya Desa Masigi ini (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kecamatan?
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

9 TPS. Maaf.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kecamatan Parigi?
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Kecamatan Parigi, di Desa Masigi.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ya.
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517.

518.

519.

520.

521.

522.

523.

524.

525.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tidak benar juga dari Pemohon?
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Tidak benar juga. Kemudian, enam. Kecamatan Parigi Selatan, 1
desa di Boyantongo, TPS 5. Ini kami bantah juga (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Dengan TPS 5 Boyantongo dengan perolehan suara, ya, dalam
tabel juga.

7. Kecamatan Sausu, ada 3 Desa, Maleali, Sausu Tambu, dan
Sausu Trans. Kami sajikan sebagai bantahan dalam bentuk tabel dengan
isi surat (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Perolehan suara juga.

Kedelapan. Kecamatan Taopa ada banyak desa, beberapa desa
dan kami bantah juga dengan tabel perolehan suara tiap-tiap TPS di
desa yang dimaksud.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya, sebagaimana disajikan dalam jawaban kami.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
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526.

527.

528.

529.

530.

531.

532.

533.

534.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Dan kami nyatakan dianggap dibacakan.
Kemudian kesembilan, Desa Toribulu.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Toribulu?
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ya. Desa Simora ... Singura, Desa Pinotu, dan Desa Toribulu. Hal
ini demikian juga kami sajikan dalam tabel yang sama sebagai jawaban
untuk perolehan suara yang benar menurut Termohon.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

10. Kecamatan Tinombo. Dengan banyak sekali desa dan TPS
yang dipersoalkan, kami sajikan juga sebagai bantahan di dalam tabel
yang sama dengan ada 1 catatan, Yang Mulia. Khususnya di Desa
Lombok. Ya, di Desa Lombok itu hanya ada TPS sampai TPS 5, tidak ada
TPS 6. Ya. Pemohon menyajikan dalam permohonan itu ada suara di TPS
6 tapi menurut data yang kami atau yang Termohon miliki itu tidak ada
TPS 6. Selanjutnya di (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

TPS 01, 02, 03, 04, dan 05, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ya. TPS 6-nya tidak ada.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Selanjutnya. 11. Kecamatan Tinombo Selatan. Ini (ucapan tidak
terdengar jelas). Sekali desanya tidak disebutkan, dianggap dibacakan.
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535.

536.

537.

538.

539.

540.

541.

542.

543.

544,

Dengan 1 catatan di tanggapan kami. Di Tinombo Selatan, Kecamatan ini
tidak ada yang disebut dengan Desa Bainaa Barat, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Bainaa Barat?

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tidak ada?

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Tidak ada Bainaa Barat. TPS 3, 4, 6 sebagaimana dalil Pemohon.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Kalau yang Singenti Barat?

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Singenti? Sigenti Barat?

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Sigenti. Ada?

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ada.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini kan, Anda 1 kalimat ini. “Tidak adanya Desa bernama Bainaa
Barat dan Desa Sigenti,” ini.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Sigenti Barat hanya TPS, Yang Mulia.
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545.

546.

547.

548.

549.

550.

551.

552.

553.

554.

555.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oh. Soalnya Anda kan ... dan itu kan, kumulatif?
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Kalau Sigenti Barat hanya TPS 5 yang (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
TPS-nya yang salah?
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Salah, ya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya. Siduan. Kecamatan Siduan.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Terakhir di Kecamatan Siduan, itu kami sajikan perolehan suara di
tiap-tiap desa. Sori, tiap-tiap TPS.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Yang Mulia, selanjutnya kami menyampaikan dalil-dalil di bawah
ini. Sebetulnya itu adalah gambaran dari (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Penegasan kembali?
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Penegasan kembali. Dari tiap-tiap tabel yang disajikan di atas.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau gitu, petitum saja.
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556.

557.

558.

559.

560.

561.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Baik. Untuk itu kami sajikan, kami sampaikan bagian petitum.
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Menerima eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya.

2. Menyatakan mendesak, menyatakan benar, dan tetap berlaku
keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
978/PL.01.8 dan seterusnya.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian
keanggotaan DPR, DPRD, dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam
table, Yang Mulia. Untuk Dapil Sulawesi Tengah, pemera ... perolehan
suara parpol Partai Gerindra adalah=40.754 suara. Apabila Mahkamah
Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Ditandatangani oleh kuasa Termohon. Demikian, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Tadi siapa yang mau bicara, Pak? Dari
Pemohon? Ya, gimana, Pak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Tadi, kalau tidak salah dengar Termohon mengatakan bahwa
suara versi Termohon untuk Pihak Terkait, ya? Itu masih di
angka=7.556. Betul, Pak, ya? Padahal kami kita sudah mengkoreksi itu.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, menurut versinya Bapak masih di-refer oleh Termohon
seperti seolah-olah belum ada perubahan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gimana itu, Pak?
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562.

563.

564.

565.

566.

567.

568.

569.

570.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ya, yang kami sajikan ini berdasarkan pada permohonan
perbaikan (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Yang disampaikan waktu itu di mana? Di lisan perbaikan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Pada saat sidang pendahuluan.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, artinya secara lisan atau termasuk yang tertulis? Kemarin itu
loh (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Dalam sidang pendahuluan, saya kan, mencabut bahwa suara
Pemohon itu berpindah kepada suara partai lain. Dalam hal ini Perindo.
Lalu konsekuensinya kan, berubah pada tabel persandingan.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, gitu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya. Bahwa versi Pemohon dan Termohon tetap sama.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, Termohon yang berkaitan anu itu berkaitan dengan yang
sudah pernah diralat oleh Pemohon, tapi Anda tetap (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ya, ya. Bagi kami adalah apa yang disajikan dalam persidangan
itu kami menyerahkan pada pertimbangan Majelis (...)
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571.

572.

573.

574.

575.

576.

577.

578.

579.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya sudah, nanti kami pertimbangkan, Pak, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, baik. Karena semuanya sebenarnya kita bicara apa saja sudah
tertranskrip, Pak, di sini, Pak. Nanti kalau ada ralat dari Bapak. Dari Pihak

Terkait, silakan! Ada ralat? Perindo, ya?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Ya, dari Partai Perindo ada.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ada renvoi, tidak?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Ada renvoi, Yang Mulia. Khususnya pada halaman 24, berkaitan
dengan daftar bukti. Halaman 24 itu tertulis, “...khusus untuk (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tanda bukti mana ini? 22?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

PT-23 sampai dengan PT-27 (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

27. Apa (...)
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580.

581.

582.

583.

584.

585.

586.

587.

588.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Seharusnya PT-26. 27-nya direnvoi menjadi 26.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
23 sampai 267?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

23 sampai 26.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Baik.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Kemudian halaman 37.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Untuk Bukti PT-28.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

147-02-

147-02-

147-02-

147-02-

147-02-

Direnvoi menjadi PT-27. Kemudian, untuk daftar alat bukti
berjumlah 29 karena pada Nomor Urut 26 dan 27 terjadi ganda, maka
Nomor 27 dihapuskan sehingga mengalami perubahan penomoran daftar

bukti (...)
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589.

590.

591.

592.

593.

594.

595.

596.

597.

598.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
287

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Jadi, 29 ini tetap? Apa didorong menjadi 28?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

147-02-

147-02-

Didorong menjadi 28, 27 dihapus. Kemudian, 28 menjadi 27 (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Yang halaman 37 ini, kan?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

29 menjadi 28.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
[tu saja?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Ya. Itu saja, Majelis, yang direnvoi.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Baik. Jadi, Bapak (...)

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Terima kasih.

147-02-

147-02-

147-02-
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599.

600.

601.

602.

603.

604.

605.

606.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tanggapi apa yang sudah dijawab oleh KPU tadi hanya 1 dapil,
kan? Kalau perlu direspons apa yang menjadi ralatnya juga Pemohon
tadi, Pak!

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Ya. Terima kasih, Majelis, apa yang di keberatan oleh Pihak
Pemohon berkaitan dengan renvoi pada sidang yang Pendahuluan,
mohon maaf, Yang Mulia, kami tidak hadir pada Sidang Pendahuluan (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Karena keliru dalam jadwal. Kami memahami pukul 19.00 WIB
sebagaimana jadwal awal, ternyata ada perubahan di website MK yang
kami tidak sempat monitor (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Baik. Kalau begitu, langsung yang (...)

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Oke, Yang Mulia, izinkan saya membaca pada pokok permohonan.
Bahwa Pihak Pemohon mendalilkan ada suara yang prinsipnya dialihkan
kepada Partai Perindo sebagaimana permohonannya partai (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Perindo sebagai ... dianggap dibacakan, Yang Mulia, tabelnya.
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607.

608.

609.

610.

611.

612.

613.

614.

615.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
8.1367

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Ya, selisih.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ah. Anda merasa, enggak, kemasukan suara itu?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Ya. Pertama, itu tidak benar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tidak benar?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Jadi, dalilnya mengada-ada.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Alasannya Anda apa menyatakan dalil tidak benar?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

147-02-

147-02-

147-02-

147-02-

Yang ... kami bacakan, Yang Mulia. Bahwa permohonan Pemohon
dalam mendalilkan permohonannya tidak konsisten dan cenderung asal-

asalan. Ini dapat dilihat dalam keterangan tabel.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah. Jawab substansinya saja!
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616.

617.

618.

619.

620.

621.

622.

623.

624.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Oke.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Bahwa didalilkan ada 8.136 selisih. Ketika kita menggunakan
perhitungan yang tertuang itu=8.174. Ada selisih 38 suara. Dapat dilihat
pada halaman 6 permohonan Pemohon. Selanjutnya, dari rangkaian
banyak TPS, kami hanya fokus di beberapa kecamatan. Pertama,
Kecamatan Sausu.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kecamatan apa?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Sausu.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Halaman berapa?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Halaman 23.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke. Kecamatan Sausu ada apa ini?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Pertama, di Desa Maleali bahwa Pemohon mendalilkan ada
perpindahan suara 3 ... 28 di TPS 2 dan 31 suara di TPS 5. Menurut
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625.

626.

627.

628.

629.

630.

631.

632.

Pihak Terkait seharusnya suara sah permohonan Pemohon=59,
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-1 DPRD provinsi dan
Model DAA DPRD provinsi yang dikeluarkan, diterbitkan oleh Termohon.
Untuk TPS 2 dan 5 Desa Maleali adalah 111 suara, bukan 170 suara
sebagaimana dalil Pemohon (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Berdasarkan tabel di atas khusus untuk TPS 5, Bukti PT-21.
Kemudian, untuk Desa Sausu Trans juga hal yang sama, Yang Mulia, ada

(...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Sausu apa?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Sausu Trans.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Trans, ya?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Ya. Kemudian, pada Kecamatan Taopa.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Taopa?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Halaman 24, Desa Karya Agung.
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633.

634.

635.

636.

637.

638.

639.

640.

641.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Agung?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Ya. Kemudian, halaman 37, Yang Mulia, mendalilkan ada 81 suara
sah. Tidak benar. Menurut Pihak Terkait, seharusnya suara sah Pemohon
sebagaimana tercantum dalam Form Model C-1 DPRD provinsi dan Model
DAA DPRD provinsi dikeluarkan oleh Termohon untuk TPS 1, 5, 7, 8, dan
9 Desa Lombok Barat adalah 75 suara, bukan 156 suara sebagaimana
dalil Pemohon tersebut (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Ini bisa dilihat pada Bukti PT-27 (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Sebagaimana sudah direnvoi.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Selanjutnya?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Selanjutnya kami langsung kepada petitum, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Petitumnya enggak ada, Saudara. Ada, ya? Ini (...)
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642.

643.

644.

645.

646.

647.

648.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Lepas-lepas ini. Bacakan, Pak! Mana petitumnya? Silakan!

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di
atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan putusan sebagaimana berikut.

Dalam pro ... dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 987 dan seterusnya dianggap dibacakan.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian
anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan
Sulawesi Tengah II yang benar adalah sebagai berikut
sebagaimana dalam Tabel. Partai Gerindara=40.754, Partai
Persatuan Indonesia=15.692. Apabila Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Ditandatangani oleh kuasa hukum Pihak

Terkait. Terima kasih.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Masih ada Pihak Terkait untuk ... kalau tidak, Bawaslu. Satu
dapil banyak kecamatan, ada temuan pelanggaran, Pak, Ibu?

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Ya (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Langsung dijelaskan saja.

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Ya singkat saja, Yang Mulia.
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649.

650.

651.

652.

653.

654.

655.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Keterangan Bawaslu dari halaman 44 sampai dengan 81. Kaitan
dengan Nomor Perkara 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Bahwa
terkait dengan dalil Pemohon terdapat pengurangan suara Partai
Gerindra oleh Termohon sebanyak=8.136 suara pada 290 TPS yang
tersebar di 11 kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon di Kabupaten
Parigi Moutong. Hasil pengawasan bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi
Moutong tidak menemukan adanya pengurangan perolehan suara
sebagaimana dalil Pemohon. Adapun perbedaan angka perolehan suara
atau salah penulisan dalam Formulir Model C-1 DPRD yang dilakukan
oleh KPPS pada saat rapat pleno kecamatan, PPK langsung melakukan
pembetulan atas rekomendasi panwaslu kecamatan. Setelah melakukan
pembetulan terhadap Formulir C-1 salinan, PPK menuangkan pembetulan
tersebut ke dalam Formulir DAA-1 yang memuat tentang perolehan
suara di TPS dalam wilayah kelurahan dan desa.

Yang berikutnya di halaman 70 sampai dengan 71. Bahwa tidak
terdapat TPS 6 di Desa Lombok, Kecamatan Tinombo. Kemudian di
halaman 74, keterangan Bawaslu tidak terdapat Desa Bainaa Barat,
sehingga otomatis juga tidak terdapat TPS 3, 4, dan 6. Demikian, terima
kasih.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Jadi, tidak ditemukan adanya pelanggaran di sana?
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Tidak ada.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Yang berkaitan dengan dalil Pemohon itu?
BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN
Ya, tidak ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, silakan, Pak Ketua!
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657.

658.

659.

660.

661.

662.

663.

664.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin mulai dulu dari buktinya
Pihak Terkait. Untuk Pihak Terkait Perindo, bukti yang diserahkan bukti
PT-1 sampai dengan 29 ya, betul? Benar, ya? Tolong dikasih mik, dong?
Biar terekam, Petugas! PT-1 sampai dengan 29? Benar, ya?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Benar, setelah renvoi jadi 28, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Setelah renvoi jadi 28 yang tadi itu?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi kalau begitu persoalannya sekarang ada di Bukti PT-27 itu.
Itu nomor TPS-nya berbeda dengan alat bukti dan daftar bukti ... antara

alat bukti dan daftar buktinya. Jadi T ... 27 itu jadi 2 ... 26 tadi, kan?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

27 hilang.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oh, 27 hilang?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya sudah kalau begitu. Itu tidak terpakai, hilang ke mana dia
ini? Gaib itu namanya. Jadi, kemudian yang 28 jadi 27, begitu?
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666.

667.

668.

669.

670.

671.

672.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Benar.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, persoalannya yang 28 ... isinya yang 28 itu jadi apa jadinya
itu? Karena itu waktu di 28 awal berbeda antara buk ... antara alat bukti

fisiknya. Apa itu isi 27 itu?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Kalau yang 27 itu pengulangan terhadap daftar bukti Nomor 26,
yaitu TPS 007 (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Sebentar, maksudnya 27 yang dicoret itu pengulangan dari 26?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

26, benar, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, sekarang yang 28 itu yang sekarang bermasalah. Itu 28 jadi
27 kan?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

28 jadi 27.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti 27 yang baru ... yang ... yang ini juga bermasalah. Tadi
masalahnya pengurangan yang sekarang yang 28 ... 27 yang berasal

dari 28 itu ternyata ada perbedaan antara bukti fisik dengan daftar
buktinya, itu nama desanya. Nanti diselesaikan, ya?
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674.

675.

676.

677.

678.

679.

680.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Siap, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Nanti Anda nyasar ke desa orang lain, bagaimana nanti itu?
Itu jadi nomor bukti 1 sampai 29 yang menjadi 1 Bukti PT-1 sampai 28
dengan catatan tadi nomor 28 yang kemudian menjadi 27 yang baru itu,
tetap ada persoalan dengan ... antara nama ... alat ... nama di daftar
bukti dengan bukti fisiknya. It ... satu itu yang menjadi persoalan karena
yang 27 sudah Anda cabut, begitu ya?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Siap.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bisa kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu tidak ada persoalan, kami cuma mau menginformasi
buktinya saja, dari bukti ... Anda bukti berapa ini karena gelondong-
gelondongan bisa ikut juga ini. Dari 01 sampai berapa ini? Di sini catatan
kami dari PK-2801, lalu PK-2845 sampai dengan 140?

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Ya benar.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Benar, ya?

BAWASLU PROVINSI SULTENG: RUSLAN HUSEN

Ya, benar.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Benar? Kalau begitu tidak ada persoalan. Baik.
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681.

682.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Termohon itu buktinya T-001 Sulteng II dan
seterusnya sampai dengan T-015, Termohon?

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya, betul.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tidak ada persoalan.

KETUK PALU 1X

Nah, Pemohon ... oh, ini banyak ini, saya harus masih
kelompokkan satu-satu. Mudah-mudah Pemohon masih ingat juga ini.
Nanti, kan. Pertama, dari Pemohon ini mulainya P-5 sampai dengan P-
8a. Pemohon? P-5 sampai dengan 8a habis itu kosong, tiba-tiba mulai P-
11 sampai P-13. Lalu kosong lagi ... kosong lagi jadi 14-nya ndak ada,
terus Anda mulai P-15a ... P-140a, lalu 15-nya tidak ada. Lalu, Anda
mulai lagi 15a sampai dengan 23. Kemudian, P-24 sampai dengan 44.
Lalu 45-nya kosong. Muncul lagi P-46 sampai dengan 60. 61-nya kosong.
Muncul 62 sampai dengan 108. 109 tidak ada, muncul P-110 sampai
111. Lalu 112, 113 tidak ada, muncul 114 sampai dengan 119. 120 tidak
ada. 121 sampai dengan 135, lalu 136 tidak ada. 13 ... muncul 137
sampai dengan 149. Kemudian, 150 tidak ada, tapi muncul 150a sampai
dengan 163a. Kemudian, 164 tidak ada. Muncul 165 sampai dengan 186.
Lalu 187 tidak ada, muncul 188 sampai dengan 189. Kemudian, 190
tidak ada, muncul 191 sampai dengan 229. Sudah itu berurut, 30 sampai
dengan 252a. 253 tidak ada, muncul 254 sampai dengan 257. Lalu 256
... 258 tidak ada, muncul 258a sampai dengan 275a. Lalu 276 tidak ada,
mulai lagi dari 277 sampai dengan 288a. Kemudian, 289 dan 290 sampai
291 tidak ada, muncul 292 sampai dengan 318. Kemudian, 319 tidak
ada, muncul 319a sampai dengan 336. 337 tidak ada, muncul 37 ... 337a
sampai dengan 350. Lalu 351 tidak ada, muncul 352 sampai dengan
358a.

Begitu, Saudara Pemohon? Memang benar begitu, ya? Kalau ini
yang sudah kami verifikasi tidak ada masalah, tetapi penomorannya
adalah seperti itu memang loncat-loncat, ya? Isinya tidak ada yang ...
yang tidak ada masalah.
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684.

685.

686.

687.

688.

689.

690.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ada fisiknya tapi belum ini, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, artinya yang ada pada kami itu yang ... yang nomor ... yang
maksudnya yang fisiknya yang diloncat itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh ya, tapi itu kan, belum bisa kami ini, kan? Yang ada pada
kami itu, ya? Itu kami sahkan. Baik, terima kasih.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Dengan demikian, untuk ... sudah selesai.
Kemudian, sekarang kita ... oh ya, silakan, Yang Mulia!

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mohon yang Gerindra tadi. Tolong Pak, aparal tadi supaya nanti
kalau perkara Anda ini sampai ke pembuktian enggak jadi panjang.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Dalam sidang pendahuluan.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, Anda meralat apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Meralat bahwa pernyataan suara Pemohon itu pindah ke partai
lain, dalam hal ini Partai Perindo.
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692.

693.

694.

695.

696.

697.

698.

699.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, itu kan, tadi yang dijawab Termohon juga. 8.136 itu ... ha?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Di dalam jawabannya masih versi Pemohon tetap masih=7.556.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
7.000?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Tadi saya dengar itu. Harusnya sama versi Pemohon dengan
Termohon, maka dalam ... dalam petitum pun harus sama. Kita tidak
mengganggu gerindo ... Perindo gitu.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi tetap angkanya tetap sama dengan yang dijawab tadi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Angkanya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, apa yang Anda persoalkan kalau begitu?
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703.

704,

705.

706.

707.

708.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya, harusnya berdasarkan apa yang kita nyatakan dalam sidang
pendahuluan, gitu. Bahwa kita hanya berkurang saja, tetapi tidak
berpindah ke partai lain.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oh, tidak berpindah? Hanya berkurang? Ke partai lain?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Enggak. Hanya berkurang saja, hilang.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oh, hilang?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Kemarin kan, saya sampaikan itu. Bahwa tabel Pemohon dan
Termohon sama, itu.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Yang ... ini 3 apa 5 ini? 15.692 itu, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya. Itu versi Pemohon dan versi Termohon juga sama.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oh.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Kemarin saya sampaikan.
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712,

713.

714,

715.

716.

717.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Jadi, 15.692 ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya. Jadi, Perindo tidak ... tidak ... tidak berkurang.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya tetap. Tapi, hilang ke mana Saudara juga (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya, itu kan, dibuktikan dalam ... dalam persandingan data itu.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ya sudah, nanti kalau ini kan ... apa ... tercatat juga di kami.
Nanti kalau ada perkembangan perkara Anda ini bisa menjadi ... apa ...

sama-sama dibuktikan dan dibantah oleh pihak-pihak yang
berkepentingan. Terima kasih, Ketua.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Izin, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Dari Perkara Nomor 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak
Terkait.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?
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720.

721,

722,

723,

724,

725,

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Kami ada mau tambahan berkas yang ... bila berkenan kami
serahkan dalam (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Tambahan berkas maksudnya apa? Berupa apa?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Bukan tambahan bukti, tapi surat permohonan yang di awal
kemarin tidak sempat dimasukkan dalam berkas dan hari ini kami ingin
masukkan.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Saudara sudah baca Pasal 23? PMK? Boleh saja diserahkan.
Tapi itu mohon dibaca, ya. Saya tidak perlu mengulang-ulang lagi, ya?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Siap, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Sudah tahu kan, hukum acaranya?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Siap.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya. Silakan kalau mau diserahkan itu. Tetapi ada hukum acara

yang bunyinya seperti itu. Tidak bisa ditafsirkan lain lagi. Terima kasih,
ya?
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727.

728.

729,

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 147-02-
26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAHFUD MASUARA

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Nanti kalau mau diserahkan boleh saja. Kita berlanjut ke
Perkara Nomor ... kita pindah provinsi sekarang, ke Sulawesi Utara. Kita
ke daerah Kawanua kita ini. Ke Perkara Nomor 204-11-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, Partai Solidaritas Indonesia. Mohon berkenan Yang
Mulia Pak Wahiduddin Adams untuk memandu.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua. Kita lanjutkan ya, untuk Perkara Nomor
204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Solidaritas Indonesia.
Jawaban Termohon kemudian nanti terkaitnya dari Demokrat, dan
kemudian keterangan tertulis dari Bawaslu. Silakan, kepada Termohon!

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Permohonan Nomor 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kami se ... kami sajikan eksepsi terkait
dengan kewenangan mengadili sebagaimana dicantumkan dalam
permohonan, khususnya pada angka 7, Yang Mulia. Itu terkait pada dalil
Pemohon yang menyatakan bila penamba ... penambahan suara bagi
Partai Demokrat berdasarkan perbedaan C-1 DPRD Kabupaten/Kota
dengan C-1 Hologram Kabupaten/Kota, kemudian saksi Pemohon
merupakan masalah terkait tata cara, prosedur, atau mekanisme
pelaksanaan pemilu, dan seterusnya. Hal itu merupakan permasalah ...
persoalan terkait pelanggaran administratif yang notabenenya
merupakan bukan kewenangan Mahkamah, melainkan kewenangan
Bawaslu. Itu saja, Yang Mulia.

Dalam pokok permohonan, pertama, kami sajikan dalam bentuk
tabel. Tabel 1, sebagaimana juga disajikan oleh Pemohon untuk Dapil
Minahasa Utara IV. Ini tentang perolehan suara di Kecamatan Kauditan
dan Kecamatan Kema. Perolehan suara masing-masing partol ... parpol
sebagaimana tercantum di dalam tabel. Tetapi ada 1 ralat yang ingin
kami sampaikan, yaitu terkait su ... perolehan suara Pemohon untuk
Partai Demokrat dari ... di Kecamatan Kauditan. Itu ada selisih 3 suara.
Yang pasti, kami ralat suara Pemohon Partai Demokrat itu=1.062.
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731.
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734.

735.

736.

737.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bukan 1.063, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Bukan 1.063. Ya, itu kami ralat, Yang Mulia. Kemudian
selanjutnya hanya kesalahan redaksional. Ada kesalahan penulisan saja
dalam angka 1 terkait penulisan pada C-1 Plano, seharusnya adalah ...
Maaf, C-1 DPRD seharusnya selalu didahului oleh Formulir Model C-1
Plano.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Itu redaksional. Sehingga angka 1, 2, A, B, C, tidak perlu kami
bacakan dan mohon dianggap dibacakan.

Ya. Kemudian tentang tanggapan kami terhadap ... Termohon
terhadap dalil kualitatif Pemohon halaman 7 angka 34 tidak dibacakan.
Pada halaman 8 huruf A ada revisi. Huruf A baris ke 4 ... maaf, baris ke 3
itu Formulir Model AS, itu salah ketik, mohon dikoreksi menjadi Formulir
AS.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Kemudian juga ralat terkait adanya putusan Bawaslu, ini tertulis
Nomor 004 (...)

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
ADM?
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Belakangnya itu, Yang Mulia. ADM/BWSL.KAB/25/12/, nah, ini,
harusnya V.
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739.

740.

741,

742,

743.

744,

745,

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

5 romawi, 2019.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ya, itu ralat kami, dan mohon dianggap dibacakan (...)
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Telah dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Sehingga pada poin 6 kami sampaikan bahwa merupakan fakta
hukum dalam Pokok Permohonan a quo angka 8 halaman 6 Pemohon
mendalilkan bila terjadi ke ... penambahan ketiga suara bagi Partai
Demokrat TPS 1 Kauditan II dengan kronologi yang sama in casu
kronologi penambahan 3 suara di TPS 7.

Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut telah menimbulkan
ketidakjelasan atau obscuur libel pada Permohonannya, yaitu terkait
apakah selisih ... selisih hasil perhitungan perolehan suara Pemohon
dengan Termohon sebanyak 3 suara sebagaimana tabel persandingan
ataukah sebanyak 6 suara.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon
sebagaimana terurai di atas, kiranya memadai untuk menunjukkan

bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan
hal yang dapat dilakukan untuk menjaga agar pemilihan umum calon
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747.

748.

749.

750.

751.

anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara
serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.
Itu Pokok Permohonan, Yang Mulia. Kami langsung ke (...)

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Petitum.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Petitum. Berdasarkan seluruh tanggapan yang telah diuraikan di
atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara. Maaf, dalam Pokok Permohonan. Renvoi,
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

1. Pokok ... menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU RI
Nomor 987/PL dan seterusnya.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian
keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Minahasa Utara
IV (Kauditan dan Kema) yang benar adalah Dapil Minahasa IV
ini lagi-lagi ralat, Yang Mulia. Tertulis Minahasa Utara V,
seharusnya IV.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Kecamatan Kauditan Partai Solidaritas Indonesia, perolehan
suara=1.372.
2. Partai Demokrat perolehan suara=1.065.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia. Tertanda Kuasa
Hukum Termohon.
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754,

755.

756.

757.

758.

759.

760.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya, terima kasih. Selanjutnya, Pihak Terkait.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia?
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Tadi disebutkan caleg Demokrat, Yang Mulia. Mungkin salah,
salah ngomong atau bagaimana, mungkin, Yang Mulia. Gerindra
sebetulnya. Pemohon, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Pemohon, bagaimana?
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Dikoreksi atau ... apa ... jelaskan!
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ada koreksi, enggak?
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Yang Mulia, mohon ulang?
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Tadi Bapak ini, Pak Yandri, Pak Yandri, betul, ya? Mengatakan ...

apa ... Termohon menyebut Caleg Demokrat. Apakah betul? Caleg
Demokrat atau Caleg Gerindra?
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762.

763.

764.

765.

766.

767.

768.

769.

770.

771.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Oh, tidak. Partai, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Partai Demokrat?

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya. Perolehan suara Partai Demokrat.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Perolehan suara Partai Demokrat?

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Di petitum, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Yang di petitum.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang di petitum, maksud Pak Yandri? Bukan caleg itu (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Bukan.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Partai itu, perolehan partai.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Partai.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Partai Demokrat.
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775.

776.

777.

778.

779.

780.

781.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya, perolehan suara Partai Demokrat ini tercantum 1.065 suara.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ini tertulis parta. Kirain nama orang, ya. Partai (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Partai kurang -/
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Kurang -/lagi, lagi.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya, ya. Baik, lanjutkan Pihak Terkait dari Partai Demokrat. Ya.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Terima kasih, Yang Mulia. Yang kami Muliakan Hakim Ketua ...
Hakim Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, kami lanjutkan
dalam proses pembacaan untuk keterangan dari Partai Demokrat.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, yang pokok-pokok saja.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Yang pokok-pokoknya saja. Ada 1 terkait dengan eksepsi, Yang
Mulia.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.
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783.

784.

785.

786.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Di halaman 5, mohon ... bahwa terhadap Permohonan ini sudah
disengketan dalam sidang adjudikasi pada laporan dugaan pelanggaran
administrasi pemilu Nomor 004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019 tanggal
13 Mei 2019 yang kemudian melahirkan putusan Badan Pengawas
Pemilu pemilihan umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 004/ADM
gading ... /BWSL.KAB/25.12/V/2019 yang diucapkan pada tanggal 29 Mei
2019 bahwa persoalan ini telah diputus oleh Pihak Bawaslu.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya, cukup?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Pokok Permohonan.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Bahwa dalil-dalil Pemohon terjadinya penambahan suara sudah
diselesaikan dalam tingkat Bawaslu. Bahwa selisih antara Partai PSI dan
Partai Demokrat 3 suara tidak benar. Dan ini telah dikoreksi oleh Pihak
Termohon.

Bahwa dalil Pemohon yang tercantum dalam poin 8 dalam Pokok
Permohonan di TPS Kauditan II dimana Pihak Terkait mengalamai ...
mengalami penambahan 3 suara di kolom Partai Demokrat adalah tidak
benar dan mengada-ada karena faktanya Partai Demokrat di TPS 1
Kauditan II untuk kolom Partai mendapatkan 3 suara dan suara caleg
berjumlah 100 suara hingga suara sah partai politik dan calon berjumlah
103 suara. Sudah jelas terhadap perolehan suara Partai Demokrat di TPS
1 Desa Kauditan II. Bersesuaian dengan Formulir C-1 Sertifikat Hasil
Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019.

Petitum. Dalam eksepsi. Menerima eksepsi Pihak Terkait dan/atau
sekurang-kurangnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat
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787.

788.

789.

790.

791,

792.

793.

diterima. Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 987 dan selanjutnya sepanjang Dapil Minahasa Utara IV
untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kota.

Tiga. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan
Suara Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota
dari setiap desa kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan
pemilihan umum tahun 2019 khususnya di Kecamatan Kauditan yang
benar adalah sebagai berikut.

Partai Solidaritas Indonesia=1.372. Partai Demokrat=1.065. Atau
apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Terima kasih, Yang Mulia. D isamping itu, kami akan mengajukan
bukti tambahan 1 bukti tambahan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya, nanti. Kuasa hukumnya ini yang baru tanda tangan (...)

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Ya.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
1, ya?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Ya. Ronny E. Hutahaean, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.
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797.

798.

799.

800.

801.

802.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Mohon maaf, Yang Mulia, terlewatkan. Tadi ada renvoi halaman 3,
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Silakan!

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Yang semula itu Nomor Perkara 141-11 dicoret, Yang Mulia,
menjadi Nomor 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.
Halaman 3.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Poin 1.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di atas tulisan eksepsi itu, ya?
KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Ya, Yang Mulia. Dan kami mengajukan bukti tambahan 1, Yang
Mulia, mohon (...)

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya. Nanti, silakan, nanti.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Terima kasih, Yang Mulia.

108



803.

804.

805.
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807.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Diteruskan ke keterangan tertulis dari Bawaslu Provinsi
Sulawesi Utara.

BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU

Assalamuallaikum wr. wb., om swastiastu, namo buddhaya, salam
kebajikan, shallom. Sekjen pimpinan kami, saya dari Bawaslu Sulawesi
Utara akan memberikan keterangan tertulis terkait dengan pokok
perkara Nomor 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dimana mengenai
penambahan suara di Kecamatan Kauditan bahwa Bawaslu Kabupaten
Sulawesi Utara melalui Panwascam Kauditan telah melakukan
pengawasan pada proses tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan bahwa
Panwascam Kecamatan Kauditan telah memberikan rekomendasi
perbaikan secara lisan terkait kesalahan penulisan angka garis III yang
tidak disalin atau diubah ke angka 3 yang merupakan perolehan suara
dari Partai Demokrat.

Selanjutnya yang terkait dengan rekomendasi dimaksud telah
dilakukan koreksi atau perbaikan oleh PPK Kauditan dan disaksikan oleh
saksi-saksi. Keterangan tertulis Bawaslu ini termuat pada halaman 200
sampai 206 mengenai ja ... keterangan tertulis Bawaslu terkait dengan
permohonan PSI. Kemudian tambahan dari Bawaslu, terkait dengan
permohonan Pemohon sudah dilaporkan juga di Bawaslu dalam proses
pelanggaran administrasi teregister dalam nomor perkara 004
LP/Adm/Bwsl.Kabupaten/25.12/V/2019 yang hasil keputusan Bawaslu
bahwa Termohon tidak terbukti secara sama yakin melakukan
pelanggaran administrasi. Demikian keterangan tertulis Bawaslu Provinsi
Sulawesi Utara.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Kita kembalikan ke Pak Ketua. Untuk bukti dan
alat buktinya.
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809.

810.

811.

812.

813.

814.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams. Ya, kembali
kepada pertama, saya kepada Termohon terlebih dahulu, mau
mengkonfirmasi buktinya. Dari 001 sampai 005, betul? Termohon?

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya. Betul, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Benar, ya? Hanya bukti 004-nya itu legesnya salah tempat
kayaknya. Itu mestinya kan, di depan, itu ada di belakang. Di halaman
kosong ditaruhnya itu. Nanti kalau halaman kosong itu ada penghuni lain
nanti di situ, Pak. Itu. Biasanya itu ada pohonnya itu. Kemudian untuk
Pihak Terkait Partai Demokrat, catatan sudah kami sampaikan tadi
tentang kapan permohonan dari Pihak Terkait dan kapan permoho ... itu
diajukan Pasal 23 PMK.2.

Saya ingin memberikan catatan yang lain. Bapak Ronny E.
Hutahaean itu di surat kuasa tidak tercantum sebagai kuasa? Bagaimana
penjelasan ini? Apakah ada kuasa baru atau bagaimana?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Ada, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Di mana, coba?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Di suara surat kuasa sebagai Pihak Terkait ada di Jawa Timur,
Yang Mulia, aslinya. Dan saya sudah tanda tangani, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Gimana? Bagaimana maksudnya? Kok ada?
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816.
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818.

819.

820.

821.

822,

823.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Aslinya ada surat kuasa sebagai Pihak Terkait (...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Jawa timur?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Dalam ... dalam perkara Sulut itu dituangkan atau dilampirkan
dalam berkas Jawa Timur, Yang Mulia. Jadi 1 surat sua ... kuasa untuk
seluruh Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Pak SBY sebagai Ketum
dan Sekjen.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu dicantumkan untuk ke file Jawa Timur begitu maksudnya? (...)

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Ya, ya. Aslinya yang .. dan itu dipastikan bahwa saya
menandatangani Yang Mulia. Cuma (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Bapak siapa ini?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Ronny E. Hutahaean, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ronny E. Hutahaean. Ini ... Ini ... ini yang belum maksud saya ini
loh yang belum ditandatangani yang Bapak sebut itu.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Ya, jadi (...)
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830.

831.

832.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Jadi gimana?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Begini, Yang Mulia. Pada saat menandatangani surat kuasa yang
asli itu sudah di ... sebelum ditanda ... saya tanda tangani, itu sudah
difotokopi duluan, Yang Mulia, jadi sudah (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Duluan berada ... disampaikan di kepada pihak administrasi di
bawah, jadi saya telah menandatangani dengan pasti. Surat kuasa asli
saya ada pada Jawa Timur, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Oh, begitu?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Aslinya di Jawa Timur?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti, ini sebelum sidang salah mengopi ini berarti?
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835.

836.
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838.

839.

840.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Ya. Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak ngopi di kafe mana sih, sebenarnya ini? Kopi Toraja nanti
yang masuk ini. Pak Ronny, nanti dilengkapi saja, ya?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Siap, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Keterangannya supaya tidak ada keraguan sebab kalau tadi saya
. apa namanya ... kalau kami agak kejam, Bapak enggak boleh

ngomong, duduk saja tidak boleh di situ kalau belum tanda tangan, kan?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Tapi, karena ada excuse surat gelondongan itu ... ya ... apa
namanya ... Kuasa Gelondongan itu bolehlah. Saya mau konfirmasi bukti

sekarang. Dari Pihak Terkait, Anda menyampaikan bukti P-1 ... PT-1
sampai dengan PT-9, ya?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Dan tambahan 1 bukti PT-10, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Dan-nya itu belum bisa, karena harus kami verifikasi dahulu.

113



841.

842.

843.

844.

845.

846.

847.

848.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jangan tambahkan dan apalagi serta nanti lagi, dan, serta,
kemudian, lalu selanjutnya gitu, kan? banyak sekali ekornya itu.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Siap, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya. Ini yang ada dahulu, ya?

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONNY E. HUTAHAEAN

Siap, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

PT-1 sampai dengan PT-9, baik ini sudah disahkan.

KETUK PALU 1X

Catatan ... kemudian untuk keterangan Bawaslu Sulawesi Utara.
Surat Tugasnya sudah dibawa ya, Pak? Yang untuk Surat Tugas Bawaslu
Sulut? Bu Ratna? Sudah? Atau bagaimana? Nanti dilengkapi, ya?

BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU

Ya. Siap, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Supaya ndak ini ... supaya ndak menjadi persoalan. Ini persoalan
selisih suara ini sudah menjadi soal. Jangan Bapak tambah lagi nanti. Ya.

Kemudian, untuk buk ... bukti ... bukti-bukti, saya mau konfirmasi, ya,
untuk Bawaslu Sulut ini.
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853.
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856.

857.

858.

BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Buktinya benar dari PK ... saya ujung belakangnya saja saya sebut
karena panjang. 51 sampai dengan 73, ya? Atau (...)

BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
71, 72, 73 untuk PSI, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oh. 71, 72,737
BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Jadi ... oh, yang 51 enggak include, ya?
BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Enggak include, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
71 sampai 737?
BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ah, kalau begitu saya mau kasih catatan yang untuk PK-7 ... buku
... PK-72 nya. PK-72 nya itu ada catatan dari kami itu hanya ada DA-1
Kauditan? Yang kecamatan lain tidak ada, seperti yang disebutkan dalam

daftar bukti, ya? Itu cuma 1 kecamatan saja yang ada di situ. Hanya ada
DA-1 dari Kauditan saja, ya? Nanti dicocokkan, ya?
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865.

866.

BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Ya, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, Bapak, ya?

BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Ya. Siap.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Dengan demikian, berarti bukti itu sudah kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pemohon menyampaikan tambahan bukti, ya? P-11
sampai P-12, betul?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Betul, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan perbaikan untuk Bukti P-4 yang diminta itu. Ya, melakukan
perbaikan Bukti P-4?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Betul, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Bukan P-4 (ucapan tidak terdengar jelas). Baik, yang

mananya? Oh ya, yang P-5 nya diminta untuk yang ... yang kabur itu
gimana itu, Pak? Ditarik atau gimana?
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867.

868.

869.

870.

871.

872.

873.

874.

875.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Nanti kami ajukan perbaikan lagi, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Eh, Pemohon sudah habis waktunya. Gimana? Sudah mau kabur
lagi? Sudah habis waktunya, kapan mau memperbaiki lagi? Nanti kalau
ini menjadi perburukan lagi nanti itu, bukan perbaikan itu. Yang kami

sahkan itu ya, P-11 sampai P-12 dengan Bukti P-4 itu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Baik, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

KETUK PALU 1X

Ya. Itu nanti kalau yang ndak terbaca ya, apa boleh buat? Jadi,
tidak terbacalah dia. Untuk selanjutnya, Yang Mulia, mohon berkenan
karena ini sudah selesai, kita lanjut ke Perkara Nomor 133-09-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Mohon berkenan Pak Suhartoyo.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Termohon, ada renvoi, tidak, ini?

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia. Ada, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di mana?
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876.

877.

878.

879.

880.

881.

882.

883.

884.

885.

886.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Untuk halaman 3.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Halaman 3, enggak ada halamannya.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Oh, untuk Tabel 2, halaman 3, Yang Mulia. Untuk perbaikan ...
perbaikan jawaban.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Perbaikan jawaban.
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Di situ ada Tabel 1 dan Tabel 2.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Untuk judul Tabel 2, di situ tertulis, Partai Perindo, itu yang (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Benar?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Yang benar, Partai Perindo dan PDIP, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
2,ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

2 partai. Kemudian, halaman 7.
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887.

888.

889.

890.

891.

892.

893.

894.

895.

896.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Halaman 77
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Halaman 7. Pada Tabel jumlah perolehan suara Partai PDIP dan
Partai Perindo di Kecamatan Lirung, Dapil Kepulauan Talaud III.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Berapa?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Di situ 0 ... 0, yang benar 840 yang kolom pertama, kemudian
yang kolom kedua, 218.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang kolom ketiga?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Yang kolom yang ketiga 800 ... sudah benar, Pak. 840.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

He em. Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jadi, antara suara versi Pemohon dengan versi Termohon sama.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Apa lagi?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Kemudian, halaman 11.
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897.

898.

899.

900.

901.

902.

903.

904.

905.

906.

907.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mengenai apa? 11, ya? Apa? 11 mengenai apa? Anda itu mau
renvoi malah masih macet.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Mohon maaf, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Nanti kalau lebaran minta maaf, biasa itu. Halaman berapa? 11?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Halaman 8.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
11 tadi. Tadi Bapak minta halaman 117?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Kembali ke 8.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

8 tadi kan, sudah diralat. Belum? Oke. 8 apa, Pak? Yang kosong
ini diisi? Talaud III?

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Ya, yang terisi 214 (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya. Talaud III, kan?

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Ya, betul, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

214.221?
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908.

909.

910.

911.

912.

913.

914.

915.

916.

917.

918.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Sama, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Apa lagi? Masih?

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Kemudian halaman 11, untuk angka 2 dengan tertulis surat
mandat dan daftar hadir, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Surat mandat yang A ini?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara di tingkat kecamatan dilakukan secara terbuka (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Dibuktikan ini?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Nah, dibuktikan surat mandat dan daftar hadir (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Daftar hadir. Tapi kode buktinya sama? Tidak ada bedanya (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Kode buktinya sama, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oh, ini satu ... satu kode bukti?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Satu kode bukti, Yang Mulia.
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919.

920.

921.

922,

923.

924,

925.

926.

927.

928.

929.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, apa lagi?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Kemudian untuk halaman 13 pada tabel ... pada poin 6 ... poin 6,
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Baris kedua dari atas. Hanya ... hanya 8 suara itu, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya. Apa yang benar?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Ya, itu yang benar, 35 suara ... 35 sesuai tabel di atas.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Hanya-nya tetap?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Hanya-nya benar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, soalnya kalau 35 sudah enggak Aanya lagi mestinya. Sudah
banyak ini (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Kalau dibandingkan dengan apa, Yang Mulia?
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya sudah. Halaman berapa lagi? Cukup?

122



930.

931.

932.

933.

934.

935.

936.

937.

938.

939.

940.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Terkait tabel, Yang Mulia. Jadi, halaman (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tabel yang mana?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
23 ini hanya redaksional saja. Jadi untuk (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
2...13?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
23, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Halaman 237?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Ya, betul.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Sabar.
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Tabel 14.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Halaman 23 tabel 14?

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Ya, betul. Di ... di angka 1 Partai Kebangkitan Bangsa (...)
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941.

942.

943.

944,

945.

946.

947.

948.

949.

950.

951.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Itu PKPB ... itu yang benar PKB, Yang Mulia. Untuk tabel-tabel

berikutnya (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
P ... bagaimana? PK (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
PKPB ... tertulis PKPB, yang benar PKB, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
PKB, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Ya. Itu ada di tabel-tabel yang lain (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
PKPB, ya. Sudah?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Sudah, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah. Langsung pokok kewengan ... eksepsinya dianggap

dibacakan (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Eksepsi mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dapilnya cuma satu ini?
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952.

953.

954.

955.

956.

957.

958.

959.

960.

961.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Ya.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Dapil Talaud III?

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Betul, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Bagaimana break down-nya ini?

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jadi ini masalah ... apa ... adanya penambahan suara PDIP yang
menurut Pemohon itu suara PDIP bertambah 31 suara, Yang Mulia.

Kemudian untuk Perindo ada pengurangan 12 suara.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Kemudian, mengenai sebaran terjadinya di mana, ada di sekitar 6

kecamatan, Yang Mulia, dan itu hampir di ... di sebagian ...

sebagian

besar permohonan itu isinya tabel ... tabel Pemohon dan itu kami jawab

di tabel kami untuk halaman 3 sampai (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya. Anda membenarkan, tidak, itu?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Ini tabel menurut Termohon, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan. Ya, jawaban Anda membenarkan, tidak?
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962.

963.

964.

965.

966.

967.

968.

969.

970.

971.

972.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Tidak benar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tidak benar?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Ada yang benar, ada yang tidak benar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tapi berko ... berkaitan dengan suara?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Ini hanya berkaitan dengan suara (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Penghitungan perolehan suara (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, berkaitan dengan akumulasi akhir suara yang diberikan

Pemohon (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Akumulasi akhir tidak benar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tidak benar?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jadi, kami (...)
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973.

974.

975.

976.

977.

978.

979.

980.

981.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Penetapan ... penetapan yang sudah Anda keluarkan, tidak ada
perubahan?

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Tidak ada perubahan.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau begitu, mana yang katanya sebagian benar tadi?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jadi ,di beberapa ... ini kan, mempersoalkan bebe ... banyak TPS,
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Banyak TPS dan apa (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang ditanyakan hakim adalah ada hasil akumulasi yang berubah,
tidak? Sesuai dengan ... kan, itu. Kalau tidak, tidak usah dijelaskan.
Langsung Petitum saja. Anda tadi kan, mengatakan bahwa ada yang
benar, ada yang tidak. Kalau Anda punya rangkumannya, coba baca
rangkumannya. Kalau punya. Kalau tidak, langsung Petitum.
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Langsung Petitum, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
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982. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

983.

984.

985.

986.

987.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,
Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara.

1.
2.

3.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987 dan seterusnya, mohon ... mohon dianggap dibacakan.
Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian
keanggotaan DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota di
beb ... di beberapa daerah di daerah pemilihan yang benar
adalah sebagai berikut.

31 perolehan suara Pemohon (Partai Perindo) untuk pengisian
keanggotaan DPRD kabupaten/kota, Termohon
menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Termohon adalah sebagai berikut.

Kabupaten Kepulauan Talaud, Dapil Kepulauan Talaud III,
untuk PDIP=3.652. Kemudian, Perindo=1.203.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih. Ada Ketua KPU Sulawesi Utara? Ketua KPU ada.
Komisionernya? Ada? Siapa? Ibu, ya? Ibu komisioner?

KPU SULAWESI UTARA: YESSY MOMONGAN

Ya, komisioner, ada divisi hukum dan divisi teknis.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi komisioner juga?

KPU SULAWESI UTARA: YESSY MOMONGAN

Komisioner.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, berapa kursi Perindo dapat di sana untuk provinsi? Untuk
penetapan sementara sebelum ada (...)
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988.

989.

990.

991.

992.

993.

994.

995.

KPU SULAWESI UTARA: YESSY MOMONGAN

Kami belum masuk pada tahapan penetapan perolehan kursi.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kursi belum bisa di (...)
KPU SULAWESI UTARA: YESSY MOMONGAN

Dan penetapan calon terpilih. Kami belum bisa prediksikan.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Pihak Terkait, silakan!
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelum saya masuk ke
keterangan Pihak Terkait, kami ingin menambahkan juga bukti
tambahan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukti tambahan nanti dengan Pak Ketua, Pak. Saya enggak
punya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Oh, baik.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
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996. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Ya, berarti langsung ke keterangan dalam pokok perkara di
halaman 2 itu langsung persandingan suara menurut Pihak Terkait dan
Pemohon. Lalu berikutnya. Bahwa (...)

997. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dibaca Pak, angkanya, Pak.

998. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Angkanya.

999. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3.652?

1000.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

3.652 menurut Pihak Terkait, untuk PDI Perjuangan, dan menurut
Pemohon=3.619. Ada selisih 33 suara.

1001.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
1002.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Perindo=1.203, menurut Pihak Terkait, dan menurut
Termohon=1.215. Ada selisih 12 suara.

1003.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terus gimana lagi, Pak?
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1004.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terjadi penambahan suara
untuk Pihak Terkait sebanyak 300 ... 33 suara adalah dalil yang tidak
benar. Dan dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa terjadi pengurangan
suara sebanyak 12 suara adalah juga tidak benar.

1005.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tidak benar juga.
1006.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN
Terhadap dalil tersebut di atas karena memang terkait soal tabel-
tabel, kami juga membalas dengan tabel-tabel, Yang Mulia. Ada terkait
... banyak sekali tabel ini dari poin ... tabel 2 sampai.
1007.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, tabel dianggap dibacakan, Pak.
1008.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN
Ya.
1009.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tidak akan berubah Pak. Di sini Pak.
1010.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Baik. Sampai tabel 12 ... 13 yang semuanya me-refer ke bukti
yang kami ajukan, terkait tentu ini dari C-1 dan DAA dan lain sebagainya.
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1011.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Jadi, perolehan yang didapat PDI=3.652, menurut Saudara
benar, ya? Bapak, ya?

1012.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Benar, Yang Mulia.
1013.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Enggak, enggak benar dalil Pemohon kalau begitu?

1014.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Ya, betul.
1015.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Apa petitumnya kalau begitu?

1016.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Petitum yang pertama, menolak Permohonan Pemohon untuk
seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan benar keputusan KPU Nomor 987 dan
seterusnya sepanjang atau daerah pemilihan kabupaten/kota secara
nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

1017.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak ada sepanjangnya loh, Pak. Mau ditambahkan atau
bagaimana?

1018.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Tidak, Yang Mulia.
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1019.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ha?
1020.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN
Tidak, tidak.
1021.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tidak ditambah?
1022.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN
Tidak. Itu lisan saja. Tiga (...)
1023.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jangan manipulasi ini. Kalau amar itu harus letterlijk, Pak.
Poinnya.

1024.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Tiga (...)
1025.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke, 3 apa?
1026.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN
Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk
pengisian kenggotaan DPRD Kabupaten Talaud, Daerah Pemilihan III
yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor urut partai politik, Nomor Urut 3, PDI Perjuangan
perolehan suara=3.652. Nomor Urut 9, Perindo=1.203.
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Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

1027.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Baik.
1028.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN
Demikian.
1029.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Masih ada Pak Wayan, enggak?
1030.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN
Pak Wayan di ... panel lain, Yang Mulia.
1031.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Kalau ada, saya suruh baca beliau, sebenarnya.
1032.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN
Pindah panel, Yang Mulia.
1033.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke. Masih ada, Pihak Terkait? Cukup?
1034.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Cukup, Yang Mulia.
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1035.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Bawaslu berkait dengan itu saja, Pak. Enggak usah kemana-
mana.

1036.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan Perkara 133-09-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bahwa dari hasil pengawasan jajaran
pengawas pemilu secara berjenjang. Pertama, terkait rekapitulasi yang
sudah dituangkan dalam keterangan tertulis kami di halaman 179 sampai
182. Bahwa tidak ada penambahan dan pengurangan suara, baik
Pemohon maupun Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon.
Kemudian, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada
saat rekapitulasi tingkat kabupaten, Bawaslu dan KPU tidak
menindaklanjuti untuk melakukan pembukaan kotak dan menyandingkan
C-1.

Bahwa keterangan Bawaslu menyatakan dem ... poin tersebut di
atas tidak jelas dan tidak spesifik karena keberatan yang dimohonkan
oleh Pemohon, dimaksudkan untuk menyebutkan C-1 Plano TPS mana
tidak jelas, dan di desa mana yang harus dicocokan. Pemohon hanya
menguraikan C-1 Plano secara keseluruhan di Dapil III, sehingga yang
disampaikan oleh dalil Pemohon adalah tidak benar.

1037.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
1038.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Terkait dengan Pemohon mempersoalkan Bawaslu mengeluarkan
rekomendasi untuk pembukaan kotak di Dapil II di TPS 1 Desa Lalue,
Kecamatan Essang, ini terkait dengan penanganan pelanggaran yang
dilaporkan oleh peserta pemilu yang keberatan, kemudian ditindaklanjuti
dengan rekomendasi di rekapitulasi tingkat Kabupaten.
1039.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Apa itu, Pak? Rekomendasi apa itu?

1040.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU

Pembukaan kotak untuk menyandingkan C-1 Plano di TPS 1 itu.
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1041.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Sudah dilaksanakan?
1042.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Sudah. Berdasarkan penanganan pelanggaran.
1043.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Nggak ada perubahan, ya?
1044.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Tidak ada perubahan.
1045.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Kejadian lain yang sifatnya khusus ada di sana?
1046.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Tidak ada, Yang Mulia.
1047.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Yang berkait dengan dapil tadi? Tidak ada?
1048.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Tidak ada, Yang Mulia. Ya.
1049.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ada lagi yang mau dijelaskan?
1050.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Cukup, Yang Mulia.

1051.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup ya? Terima kasih. Pak Ketua, disahkan dulu buktinya.
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1052.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Terima kasih. Itu Pak Ridwan, mau menyampaikan bukti apa
itu?

1053.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Bukti tambahan, Yang Mulia.
1054.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Tambo ciek atau banyak?

1055.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Ciek.
1056.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya. Nanti di belakang, ya?

1057.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Baik, Terima kasih.

1058.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kayak mau ke warung Padang saja, mau tambah lagi. Baik, nanti
ininya karena itu harus kami verifikasi dulu.

1059.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Baik.
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1060.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Saya mau verifikasi bukti ... alat bukti Termohon dulu. Termohon,
ini tidak ada catatan. Cuma kami hanya mau mengonfirmasi jumlahnya.
001 sampai dengan 014, ya? betul? Pak Miftakhul? Awas, jangan
berubah loh. 001 sampai 014, benar?
1061.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Di data kami sampai 11, Yang Mulia.
1062.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Sampai 11? Kok bisa ngikut 2 lagi? Gimana ini ceritanya ini?
Sampai 117 Atau kalau begitu yang 13, 14 mau di ... tidak ... mau di tarik
atau bagaimana? Atau ada penjelasan lain? Pak Dedy mungkin ada
penjelasan? Atau siapa?

1063.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Soalnya ini ... perkara ini bukti bukan kami yang menangani, Yang
Mulia.

1064.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oh, begitu? Tapi, begini, saya mau tanya saja, kalau begitu bukti
yang 14 nya mau tetap diikutkan atau bagaimana? Karena tidak ada
persoalan, sih.
1065.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Tetap, Yang Mulia.
1066.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, tetap? Ya sudah kalau begitu. Ya, berarti sudah kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Pihak Terkait, buktinya juga tidak ada persoalan. Kami mau
konfirmasi, di luar tambahan yang nanti belum kami periksa itu, Anda
menyerahkan PT-1 sampai PT-8, ya, Pak Ridwan?
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1067.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Betul, Yang Mulia.
1068.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu, saya ingatkan lagi ini belum ada surat
tugasnya sama dengan yang tadi untuk Bawaslu Sulawesi Utara. Saya
mau konfirmasi buktinya, dari PK-30.04.63 sampai dengan 65. Betul ya,
Pak?

1069.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Ya, Yang Mulia.
1070.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

63 sampai 65, ya? Ya. Kali ini enggak ada lagi bukti yang ngikut-
ngikut.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Pemohon, ada tambahan alat bukti P-37, benar?

1071.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MALVIEN DIRK SOMPOTAN

Ya. Benar, Yang Mulia.
1072.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Cuma, saya ada catatan begini, nih. Ada catatan menarik sih,
sebenarnya dari ... apa namanya ... dari Pemohon, Anda menyerahkan
renvoi, ya?
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1073.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MALVIEN DIRK SOMPOTAN

Ya. Renvoi.
1074.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, ini supaya terbuka, biar Pihak Terkait dan anu juga
mendengar. Renvoi yang salah satunya itu yang di halaman ... dalil ke-7
itu, halaman 24 permohonan yang direnvoi. Jadi, sebelum renvoi itu
terdapat ... terdapat kalimat begini, “Terdapat penggelembungan 105
jumlah suara alias suara siluman.”

Nah, itu direnvoinya di halaman 26, jumlah 105 suara dan istilah
siluman itu sudah hilang. Jadi, kita tidak berhadapan dengan siluman
lagi, gitu maksudnya.

1075.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MALVIEN DIRK SOMPOTAN

Kita sudah tarik.
1076.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Saya mau menyampaikan itu saja. Ya, jadi kita berhadapan
dengan dunia nyata sekarang, enggak berhadapan dengan siluman. Itu
saja yang mau saya sampaikan. Mohon dilanjutkan oleh Yang Mulia Pak
Suhartoyo untuk Perkara Nomor ... Nomor 163-02-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/20109.
1077.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Siapa yang mau izin?
1078.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Perkara Nomor 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
1079.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1080.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bawaslu bagaimana? Ibu Dewi?
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1081.BAWASLU RI: RATNA DEWI PETTALOLO

Menyampaikan, kami sudah mengecek ke bagian hukum Bawaslu,
surat tugas untuk Bawaslu untuk Sulawesi Utara sudah kami masukkan
bersamaan dengan surat tugas untuk Bawaslu Sulsel dan Sulteng. Kami
satukan dalam Panel yang sama untuk Panel 3. Terima kasih, Yang
Mulia.

1082.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Nanti, sama-sama ngecek ya, Bu, ya? Nanti di belakang mungkin
saja terselip sih, anunya. Orang pulau saja bisa hilang, apalagi surat.
Bagaimana itu coba. Ya. Ya, Terima kasih, Bu. Silakan, Yang Mulia!
1083.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

1084.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MALVIEN DIRK SOMPOTAN

Majelis, Yang Mulia.
1085.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Apa lagi?

1086.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MALVIEN DIRK SOMPOTAN

Dari Pemohon Perkara Nomor 133-09-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. Saya cuma mau klarifikasi lagi bahwa sejak Jumat kita
dapat catatan dari Pak ... dari Yang Mulia. Kita yang renvoi bukan hanya
yang 26 tadi, tapi (...)

1087.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Iya banyak. Ada. Ini kan, renvoi Anda? Ini, kan?

1088.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MALVIEN DIRK SOMPOTAN

Ya. Ya. Jumlahnya yang sesuai yang disebutkan juga tadi oleh
Termohon, itu selisihnya 31. Kan awalnya di Pihak Terkait disebutkan
tadi masih 33. Ini Termohon sudah sebutkan tadi 31. Itu saja.
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1089.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Jadi, Pihak Terkait itu masih salah?

1090.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MALVIEN DIRK SOMPOTAN

Ya artinya perubahan ini ada di tabel di halaman 5 tabel 1. Intinya
yang berhubungan dengan 36 (...)

1091.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, ya.

1092.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MALVIEN DIRK SOMPOTAN

Yang 36 itu dikurangi.
1093.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Jadi? Ya (...)

1094.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MALVIEN DIRK SOMPOTAN

Jadi 31 selisihnya.
1095.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Artinya yang di Pihak Terkait masih salah sebut, gitu, ya? Apa?

1096.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MALVIEN DIRK SOMPOTAN

Ya. Mungkin belum ter-update, Yang Mulia.

1097.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu maksudnya. Ya, cuma klarifikasi itu saja, kan?
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1098.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR

133-09-

25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MALVIEN DIRK SOMPOTAN

Ya.

1099.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Nanti itu biar Pihak Terkaitnya juga anu tahu kalau ada

renvoi tentang itu. Silakan, Yang Mulia.
1100.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Baik, ya. Dilanjutkan. Dari Termohon ada renvoi, tidak

1101.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS

Izin, Yang Mulia.
1102.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ada renvoi, tidak?
1103.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Tidak ada, Yang Mulia.
1104.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tidak? Baik.

1105.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS

Izin, Yang Mulia. Sebelum dilanjutkan untuk

... dulu?

163-02-

163-02-

pembacaan

keterangan Pihak Termohon dan dari Bawaslu. Saat ini kami belum

memegang keterangan daripada Termohon maupun

Bawaslu

dikarenakan kami tidak bisa membuka file dan sehingga tidak bisa nge-
print. Sehingga kami mohon apakah bisa kami dapatkan pada

persidangan ini?
1106.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau dari Termohon (...)
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1107.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS

Terima kasih.
1108.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada sisa, enggak, satu? Kasih dulu.
1109.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Kebetulan kami bawa, siap untuk 1 saja, Yang Mulia.
1110.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Satu saja. Nanti Pak, ya, menyusul, ya? Ini supaya jalan.

1111.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS

Oke. Siap, ya, baik, Yang Mulia. Terima kasih.
1112.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada renvoi. Kemudian, Kewenangan Mahkamah ini karena
proses bukan kewenangan MK katanya, okelah.

1113.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Betul, Yang Mulia. Itu di poin 7.
1114.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudahlah. Kemudian, legal standing tidak ada rekomendasi
dan ini persoalan internal, itu kan?

1115.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya. Betul, Yang Mulia.
1116.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian kalau dalil-dalil pokoknya hanya mengenai Dapil
Kepulauan Sangihe II?
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1117.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Betul.
1118.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ada apa ini anu jawabannya apa? Terhadap dalil Pemohon?
1119.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya, pada ... maaf, Yang Mulia. Jadi, pada intinya kami tidak
membacakan keseluruhan ini. Pada pokoknya bahwa yang dipersoalkan
oleh Pemohon itu terkait adanya proses pemungutan suara ulang pada
tanggal 27 April 2019, yaitu yang terjadi pada TPS 3 Kampung Bahu,
Kecamatan Tabukan Utara. Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten
Kepulauan Sangihe Nomor 4/L/VII ... III, maaf, VII/3K.02 KPTS dan
seterusnya yang menetapkan ... yang ditetapkan pada tanggal 23 April
2019 dengan memutuskan pelaksanaan PSU pada hari Sabtu, tanggal 27
April 2019 merupakan rangkaian proses dan tahapan yang telah sesuai
dengan prosedur hukum dan (...)
1120.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
1121.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019.
1122, HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Jadi, kalau kata Pemohon inprosedural, tidak benar, ya?
1123.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya.
1124 .HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Apa lagi yang Anda bantah?
1125.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Yang kedua. Bahwa ini bukan persoalan PHPU karena Pemohon
sendiri menyajikan sandingan perselisihan suara itu tidak ada. Nihil.
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1126.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

1127.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya. Jadi, ini internal partai.

1128.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Kalau berkaitan dengan angka bagaimana?

1129.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Sama, Yang Mulia.

1130.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Sama?

1131.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya.

1132.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Enggak ada persoalan?

1133.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Tidak ada persoalan.

1134.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tetap dengan penetapannya? Tetap yang Anda tetapkan, Anda itu

kan (...)
1135.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya.
1136.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Atas KPU toh?
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1137.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Betul.
1138.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke. Apa petitumnya?
1139.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Petitumnya.
Berdasarkan seluruh tanggapan di atas.
Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Permohonan.
Menolak ... 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Republik
Indonesia Nomor 987 dan seterusnya.
Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk kepengisian
keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kepulauan Sangihe II yang
benar pada Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dapil Kepulauan Sangihe II
sebagaimana tabel nomor 1 untuk nama calon Fri John, kami ralat, Yang
Mulia, tulisan.
1140.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Fritz? Fritz?
1141.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Nama parpol, itu nama calon.
1142.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Fritz? Yang benar apa?
1143.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Fri John Sampakang.
1144.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Fri John Sampakang?
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1145.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya.
1146.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ralatnya apa?
1147.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Fri John Sampakang, perolehan suaranya=1.431.
1148.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
1149.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Kemudian yang kedua, Ahmad Nur A. Bintaher perolehan
suaranya=1.428.

1150.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke. Ttu saja?
1151.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

itu saja. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya. Ya, mohon putusan yang seadil-adilnya.

1152.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
1153.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Mohon ulang. Tadi nama calon di tabel itu.
1154.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Yalah, bukan nama partai.
1155.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ya.
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1156.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, calon anggota DPRD Kabupaten/kota, kan? Untuk pengisian
keanggotaan DPR RI di provinsi? Betul?

1157.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya, betul. DPRD Sangihe.
1158.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
DPRD atau DPR? Ini Anda di sini DPR?
1159.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
DPRD kabupaten, Yang Mulia.
1160.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Sebentar. DPRD?
1161.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Harusnya diralat di petitum, Yang Mulia. DPRD Kabupaten
Sangihe.

1162.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

DPRD, kan? Ini fatal, ya? Baik. Sekarang dari Bawaslu. Pihak
Terkait, tidak ada kan? Silakan, Bawaslu. Singkat, padat ini.

1163.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan Perkara (...)
1164.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Berkaitan dengan PSU itu?
1165.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
163/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah dijelaskan pada dalam

keterangan tertulis yang termuat dalam halaman 181 dan sampai
dengan 196.
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Pelaksanaan PSU ini berdasarkan hasil temuan jajaran pengawas
pemilu Kecamatan Tabukan Utara dan kecamatan Manganitu Selatan di
TPS 2, di TPS 3 Desa Bahu, Kecamatan Tabukan Utara dimana
ditemukannya adanya pemilih tidak memiliki hak pilih menggunakan KTP
luar yang kemudian di ... menggunakan hak pilihnya dan setelah
ditemukan bahwa ini tidak memerlukan hak pilihnya dan
direkomendasikan untuk dilakukan PSU.
1166.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya. Terus (...)
1167.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU

Dan itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Terima kasih, Yang Mulia (...)

1168.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi ketika itu Pemohon ada komplain? Pada saat proses, tapi
yang berkaitan dengan PSU itu (...)

1169.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU

Kewenangan jajaran pengawas pemilu hanya merekomendasikan
itu dan melakukan pengawasan PSU, Yang Mulia.

1170.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan (...)
1171.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU

Tidak malah ... tidak ada laporan kepada jajaran Bawaslu (...)
1172.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada laporan, yang katanya sekarang tidak prosedural itu
tidak pernah dipersoalkan (...)

1173.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU

Berkait dengan soal PSU. Ya, tidak pernah.
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1174.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti perkara kalau sampai pembuktian kita adu otot itu di
situ nanti. Silakan, Pak ketua!

1175.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Pak Dedy, mohon dimatiin dulu miknya. Nanti Bapak bisik-bisik
rahasia nanti kami dengar ini. Begini, ada mengenai ... apa namanya ...
bukti dari Termohon, tidak ada persoalan, cuma kami mau konfirmasi.
Jadi, Termohon mengajukan bukti T-001 Kepulauan Sangihe dan
seterusnya sampai dengan 007, betul?
1176.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Ya, betul, Yang Mulia.
1177.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Tidak ada persoalan.

KETUK PALU 1X

Kemudian dari pem ... Bawaslu PK-300366 sampai dengan 68,
betul?

1178.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Betul, Yang Mulia.
1179.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian yang buktinya Pemohon yang belum disahkan itu P-2
DPRD Kab. 11. sampai dengan P-2 DPRD Kab. 13?

1180.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MALVIEN DIRK SOMPOTAN

Ya, betul, Yang Mulia.
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1181.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

KETUK PALU 1X

Itu tidak ada catatan lain dan bisa kita lanjutkan ke permohonan
berikutnya, yaitu dari yang dari permo ... permohonan Perkara Nomor
81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan, mohon berkenan Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu.

1182.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua. Untuk perkara 81 (...)

1183.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Yang Mulia.
1184.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini jawaban Termohon kemudian Pihak Terkaitnya Golkar dan
kemudian keterangan dari Bawaslu dan untuk jawaban Termohon terkait
kewenangan Mahkamah itu disebutkan, diserahkan sepenuhnya kepada
MK, ya.

1185.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

1186.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ditujukan hukum diserahkan sepenuhnya kepada MK.

1187.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya, Yang Mulia.
1188.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tenggang waktu juga begitu. Kemudian permohonan tidak jelas
atau obscuur libel. Jadi, selanjutnya kepada pokok permohonan yang
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terkait dengan perolehan suara parpol untuk pengisian keanggotaan
DPRD di Kota Manado Dapil 1V, ya?

1189.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya, Yang Mulia.
1190.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya itu saja, Pak.
1191.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Mohon maaf, Yang Mulia. Apabila diperkenankan agar
mempermudah Yang Mulia nanti memeriksa lembar perlembar dokumen
jawaban dari Termohon (...)
1192.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.
1193.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Mohon na ... itu di bawah renvoi untuk penambahan halaman,
Yang Mulia.

1194.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya, ya.
1195.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya. Itu ada 17 lembar, Yang Mulia.
1196.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya, ya.
1197.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Dan sebelum saya membacakan membaca ini, apakah dokumen

yang ... Yang Mulia pegang dengan dokumen yang kami pegang itu
benar yang tertanggal 8 Juli?
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1198.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya, sama tanggal 8 Juli.
1199.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Oke. Jadi identik, Yang Mulia.
1200.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Apa ... register juga 8 Juli, ya? Yang pukul 18.07 WIB?
1201.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
1202.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.
1203.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya. Kemudian saya lanjutkan (...)
1204.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Langsung ke pokok permohonan terkait dengan perolehan suara
pengisian anggota DPRD Kota Manado Dapil IV.

1205.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya, oke. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam pokok permohonan.
Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selu ... selisih suara perolehan
suara untuk pengisian keanggotaan DPRD DPR, ini mohon renvoi, Yang
Mulia. DPRD, bukan DRPD, Yang Mulia.
1206.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.
1207.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Kota Manado menurut Termohon (...)
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1208.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebelumnya, Pak, ini siapa namanya? Lupa lagi saya. Pak Imam,
ya?

1209.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya.
1210.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Pak Imam. Sebelumnya Anda mengatakan ini ya, selain yang
perbaikan yang tanggal 8 itu, Anda juga menyampaikan kronologi
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara itu, ya? Ya?
1211.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya.
1212.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebanyak 9 halaman. Yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota
Manado?

1213.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Sebagai alat bukti, Yang Mulia.
1214.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Itu sebagai alat bukti? Apa di ... disertakan sebagai ini?
1215.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Sebenarnya ulasan itu kan, juga sudah dimaktubkan ke dalam
jawaban ini.

1216.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya.
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1217.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Dan apabila diperkenankan karena itu masuk ke dalam barang
bukti kan, tidak mungkin berkas atau dokumen yang kami buat sendiri
sebagai alat bukti kami sendiri kan, juga ndak (...)
1218.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oh, ohya ... ya.
1219.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Atau apa mungkin kami boleh tarik, Yang Mulia? Kalau misalkan
nanti renvoi (...)

1220.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ah, nanti mau diini ... mau kalau mau diperlukan sebagai bukti,
boleh. Tapi kan, nanti ditambahkan nanti di belakang (...)

1221.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Oke.
1222.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi kalau mau itu sudah termuat dalam uraian itu buat apa lagi
kan gitu.

1223.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya.
1224.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Itu sese ... terserah Saudara saja.
1225.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, kalau karena pertimbangan itu mungkin kami tarik, Yang
Mulia. Karena itu alat bukti kronologis (...)

1226.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, begitu (...)
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1227.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Yang sudah relevan.

1228.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, terima kasih.

1229.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

1230.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

1231.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Bahwa untuk persandingan perolehan
suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD untuk Kota
Manado Dapil IV sebagaimana tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, kami komentari bahwa terhadap mengenai selisih
suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

1. Bahwa dalil Pemohon angka 4 halaman 6 dan angka 5
halaman 7 a quo merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum bahwa Pemohon menguraikan terjadi
perubahan data hasil pemilih ... pemilu DPRD Kota Manado di Kelurahan
Maasing TPS 4 untuk Partai Golkar dimana data Formulir Model DAA-1
KPU berbeda dengan Formulir Model C-1 KPU yang dimiliki partai politik,
maka Termohon dapat memberikan penjelasan sebagai berikut.

Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1232.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.
1233.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Sampai dengan tabel Kecamatan Tuminting. Selanjutnya mohon
dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1234.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.
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1235.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Lembar berikutnya juga dianggap dibacakan.
1236.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Tabel 1, ya?
1237.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya. Mohon dianggap dibacakan. Uraian selanjutnya juga mohon
dibacakan.

Pindah ke Nomor 2, Yang Mulia, bahwa Pemohon mendalilkan
terjadi perubahan data hasil pemilu DPRD di Kelurahan Maasing TPS 6,
untuk Partai Golkar dimana data Formulir Model DAA-1 berbeda dengan
Formulir Model C-1 yang dimiliki partai politik, maka Termohon dapat
memberikan penjelasan sebagai berikut.

Strip pertama dan strip kedua selanjutnya dianggap dibacakan,
Yang Mulia. Kemudian, masuk ke tabel (...)

1238.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.
1239.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian, ura ... uraian
juga mohon dianggap dibacakan. Selanjutnya yang ketiga, halaman
berikutnya. Bahwa dalil Pemohon dalam angka 12 halaman 9
permohonan a quo merupakan dalil yang tidak berdasar hukum,
merupakan fakta hukum bahwa Pemohon juga menyebutkan sebelum
penyampaian hasil perolehan suara untuk Kelurahan Maasing, salah satu
anggota PPK Tuminting atas nama Eko Yakar ... Yakaryas, telah
membawa keluar Ruang Pleno PPK kotak suara yang dalam keadaan
terbuka dan mengeluarkan plano DAA-1 dari dalam kotak suara dimana
kejadian itu dijelaskan oleh Pemohon dilihat oleh saksi parpol atas hama
Maksirawung, saksi dari Partai Demokrat. Dalam hal ini, Pemohon sekali
lagi memberikan keterangan terkait PPK kecamatan bukan oleh
Termohon. Bahwa sesuai pernyataan PPK Tumintang yaitu atas nama
Eko Yakaryas, berinisiatif untuk melihat Plano dengan tidak ada niatan
untuk mengubah atau melakukan kecurangan terhada Plano tersebut,
hanya untuk sekadar menyandingkan atau melihat sekilas data yang ada
sehingga kotak tersebut dibawa ke luar ke teras Kantor Kecamatan
Tuminting, karena di dalam Kantor Kecamatan ruang ... ruangan-

158



ruangan yang ada telah digunakan untuk Pleno paralel. Selanjutnya,
mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1240.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.
1241.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Kemudian, lembar berikutnya terhadap dalil yang disampaikan
oleh Termohon kami me-refer ke beberapa alat bukti yang kami sudah
lampirkan, selanjutnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Kemudian, lembar berikutnya juga sama, mohon dianggap dibacakan.
Kemudian, yang ke-4 lembar berikutnya sebelum masuk ke petitum.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang pemilihan umum khususnya Pasal 407 ayat (1) berbunyi Bawaslu
wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran,
penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil
penghitugan perolehan suara peserta pemilu.

5. Bahwa berdasarkan Poin C angka 2 halaman 53, Putusan
Bawaslu Republik Indonesia Nomor sekian-sekian-sekian selanjutnya
dianggap dibacakan.

Dengan demikian, semua dalil Pemohon untuk adanya perubahan
perolehan suara di TPS 4 dan 6 Kelurahan Maasing, Kecamatan
Tuminting tidak benar dan terbantahkan.

1242.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.
1243.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Dan selanjutnya (...)
1244.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Petitum?
1245.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di
atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Menerima eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Perkara:
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Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987 dan seterusnya, selanjutnya dianggap dibacakan.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian
keanggotaan DPRD Kota Manado sebagai berikut, selanjutnya
dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

1246.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya. Terima kasih. Selanjutnya keterangan Pihak Terkait sama
seperti tadi, ya? Dari eksepsinya bahwa MK di sini tidak berwenang,
kalau tadi diserahkan kepada MK, kemudian terkait dengan pokok
permohonan Daerah Pemilihan Manado 1V, ya?
1247.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-

25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Baik, Yang Mulia.
1248.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Itu saja, saya kira ditanggapi.
1249.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO
Ya.
1250.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Diberikan keterangan.
1251.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia.
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1252.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.
1253.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO
Pertama, kami mohon ada renvoi, Yang Mulia.
1254.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya?
1255.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO
Renvoi untuk halaman 10, di bagian petitum.
1256.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Halaman terakhir, ya? 10? Ya.
1257.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO
Bagian petitum angka 2.
1258.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.
1259.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO
Di situ tertulis Nomor Keputusan KPU 978.
1260.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.
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1261.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Kami ubah menjadi 987, Yang Mulia.
1262.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

1263.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Terima kasih. Selanjutnya, kami akan membacakan pokok (...)
1264.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

1265.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Pokok-pokok dari ... apa ... keterangan Pihak Terkait dalam
eksepsi bahwa Mahkamah sudah tidak berwenang lagi untuk memeriksa
perkara a quo. Perihal persoalan di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing,
Kecamatan Tuminting ini, dalil-dalil yang sama sudah diajukan di ...
sudah diajukan dan diperiksa oleh Bawaslu RI. Dan hal ini sudah diputus
sebagaimana  putusan Bawaslu  Republik  Indonesia  Nomor
16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 14 Juni 2019 vyang pada
pokoknya berkesimpulan dan berkesimpulan bahwa tindakan terlapor
dalam hal ini KPU yang memimpin pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil
perhitungan perolehan suara di tingkat (suara tidak terdengar jelas) ini
merupakan pelanggaran administrasi pemilu.

1266.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.
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1267.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Dan dinyatakan juga bahwa ... disimpulkan juga bahwa Formulir
DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Tuminting telah sah berlaku.

1268.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

1269.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Dan kami beranggapan bahwa hal ini sudah diperiksa dan diputus
oleh Bawaslu RI, sehingga Mahkamah sudah tidak berwenang lagi untuk
memeriksa perkara a quo.

1270.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

1271.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Selanjutnya dalam pokok permohonan terkait sandingan hasil
perolehan suara di ... di TPS 4 dan TPS 6, mohon dianggap dibacakan,
Yang Mulia.

1272.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Sebentar, Pihak Terkait, sebelum dilanjutkan. Saudara ... yang
Saudara baca itu perbaikan ... keterangan yang Saudara ajukan tanggal
berapa?
1273.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Tanggal 8 Juli, Yang Mulia.
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1274.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tanggal 8, ya? Karena ada 2 Anda menyerahkan yang tanggal 11
itu tidak ... tanggal 15 itu tidak bisa kami terima lagi itu sudah veriaring
itu, ya? Ya, yang tanggal 15 itu, ya? Karena menurut Pasal 39 itu tidak
boleh, ya? Baik, silakan diteruskan!

1275.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Selanjutnya ... sebenarnya terkait dengan perbedaan pencatatan
form di Model C-1 DPRD dan Form DAA-1 adalah pencatatan di ini ... di
mana ... di internal perolehan masing-masing caleg dalam internal Partai
Golkar, Yang Mulia. Sehingga dalil yang menyatakan bahwa ada
penguranga dan penambahan suara itu mohon dikesampingkan.

1276.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

1277.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Selanjutnya sepengetahuan Pihak Terkait dal ... pada saat rapat
pleno tingkat kecamatan, bukti yang diajukan oleh Pemohon ini berbeda
dengan bukti-bukti yang ada ... yang dipegang oleh saksi-saksi dari par
... dari partai lain dan dari panwaslu kecamatan.

Selanjutnya terkait dengan sandingan perolehan suara untuk ...
dalam DB ... Form DB yang ditetapkan oleh Termohon mohon dianggap
dibacakan.

1278.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Kota Manado Dapil 1V ya?
1279.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Ya.
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1280.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

1281.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Selanjutnya Petitum, Yang Mulia. Dalam eksepsi, menerima
eksepsi Pihak Terkait. Dua, menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak
berwenang memeriksa dan mengadili, dan memutus perkara PHPU Kota
Manado sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado
Dapil IV. Ketiga, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat
diterima, dalam pokok permohanan, mohon dianggap dibacakan, Yang
Mulia. Terima kasih.

1282.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Baik. Termasuk apabila Yang Mulia berpendapat lain, ya?

1283.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Baik.
1284.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Baik, ke Bawaslu tadi juga sudah disebut oleh Termohon juga
oleh Pihak Terkait apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu terkait ada
beberapa hal yang dilaporkan ke Bawaslu Kota Manado (...)

1285.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan pokok Perkara 81-
03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 keterangan Bawaslu sudah termuat
dalam halaman 175 sampai dengan 179. Pada pokoknya bahwa terkait
dengan dalil Pemohon soal penambahan dan pengurangan suara ini tidak
benar hasil pengawasan Bawaslu. Kemudian terkait dengan pemindahan
pengambilalihan reakapitulasi oleh KPU Kota Manado sudah diselesaikan
dalam pelanggaran administrasi yang sudah diputus oleh Bawaslu
Republik Indonesia.
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1286.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Sudah?
1287.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Cukup, Yang Mulia.
1288.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Demikian, Pak Ketua, untuk bukti dan alat buktinya.
1289.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Baik, enak juga kalau singkat-singkat begini kan, bisa kita cepat.
Kami mau konfirmasi bukti Termohon, Termohon dari ... untuk ini
melampirkan bukti T-001 Kota Manado dan seterusnya sampai dengan T-
007 betul? Termohon? Hidupkan dulu, Pak Imam! Benar, ya?
1290.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Benar, Yang Mulia.

1291.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Benar, begitu dong. Nanti saya tanya juga apakah kita memegang
bukti yang sama dengan Termohon? Ya, benar, ya?

1292.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR
Benar, Yang Mulia.
1293.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Bukti Pihak Terkait dari Partai Golkar itu PTPG-1 sampai dengan
PTPG-3?
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1294.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Betul, Yang Mulia.
1295.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul ya? Betul.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, Bukti PK-30.1260 sampai dengan 62?
1296.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Betul, Yang Mulia.
1297.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, tidak ada persoalan.

KETUK PALU 1X

Baik, dengan demikian, untuk perkara ini sudah bisa kita lampaui.
Dan selanjutnya kami mohon yang berkenan Yang Mulia Pak Suhartoyo.

1298.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERMAN KADIR

Yang Mulia, saya interupsi sedikit, Yang Mulia.
1299.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Mana interupsinya ini? Oh ya, bagaimana, Pak?

1300.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERMAN KADIR

Saya mau menyerahkan surat kuasa untuk Perkara 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.
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1301.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oh, surat kuasa baru ini?

1302.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERMAN KADIR

Penambahan, ya.
1303.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Penambahan?

1304.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERMAN KADIR

He eh.

1305.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

121-12-

121-12-

Mohon, Petugas, diambil surat kuasanya. Dari Pemohon yang

mana Pak? Yang ini? Yang sekarang?

1306.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERMAN KADIR

Ya, ya.
1307.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Partai Amanat Nasional, ya?

1308.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERMAN KADIR

Ya, Yang Mulia.

1309.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

121-12-

121-12-

Baik, terima kasih. Nanti itu biar diambil. Ya, kami lihat dulu.

Silakan, Yang Mulia!
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1310.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Dari Termohon Perkara Nomor 121-
12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

1311.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
Ya, betul, Yang Mulia.

1312.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ada renvoi dulu, tidak?

1313.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
Tidak ada, Yang Mulia.

1314.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Enggak ada?

1315.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
Ya.

1316.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eksepsi Permohonan memoho ... Pemohon melewati tenggang
waktu?

1317.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
Ya.
1318.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tidak memenuhi syarat Permohonan, dianggap dibacakan.
Perbaikan Permohonan dianggap dibacakan. Ada banyak kali ini
jawabannya, 60 halaman, ya?

1319.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Betul, Yang Mulia.
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1320.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Pemohonan,
dianggap dibacakan eksepsinya.

1321.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Baik.
1322.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung pokok perkara singkat-singkat saja, Pak. Silakan!
1323.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Baik, Yang Mulia. Dalam pokok perkara, Permohonan Pemohon
Nomor AP379 atas nama Partai Amanat Nasional yang diterima
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.40 WIB.

1324.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
1325.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Bahwa tidak benar oleh Pemohon, dalam Permohonannya yang
pada pokoknya menyatakan terdapat pengurangan suara Pemohon dan
penambahan perolehan suara Partai Nasdem di Dapil Sulawesi Utara.
Angka 4, angka 5, angka 6 dianggap dibacakan. Angka 8, bahwa
terhadap dalil Pemohon mengenai telah terjadi penggelembungan suara
Partai Nasdem dan pengurangan suara Pemohon adalah tidak benar.
Perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut
seperti dalam tabel. Kemudian, Permohonan Pemohon akta pengajuan
Permohonan Pemohon AP3 Nomor 95, untuk keanggotaan DPRD
Kabupaten Minahasa Utara, Dapil Minahasa Utara III, halaman 11, Yang
Mulia.

1326.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
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1327.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalam
Permohonan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan akurat diakui
Termohon dalam jawaban Termohon ini.
1328.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, langsung di halaman tabel dibacakan. 15.
1329.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
Ya, untuk perolehannya tabel dianggap dibacakan.
1330.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, dianggap dibacakan. Langsung ke?
1331.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
Ke halaman 17, Yang Mulia. Mohon maaf, halaman 13 angka 18.
Bahwa perolehan suara Partai PDIP yang benar menurut Termohon dan
persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon adalah
sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan. Angka 19, bahwa sesuai
sertifikat hasil perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara
yang dilakukan di tingkat PPK sesuai Form DAA-1, DA-1 dan DB-1 adalah
sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.
1332.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
1333.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
Kemudian, angka 20, bahwa perolehan suara keseluruhan untuk
Dapil Minahasa Utara III menurut Termohon sesuai hasil rekapitula ...
sesuai hasil rekapitulasi berjenjang adalah sebagai berikut, tabel juga
dianggap dibacakan, Yang Mulia.
1334.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.
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1335.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Kemudian, dugaan pelanggaran PKPU Nomor 24 Tahun 2018
tentang Dana Kampanye oleh Partai Hanura, langsung ke halaman 16,
Yang Mulia.

1336.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Silakan!
1337.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Nomor 26. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan kesimpulan
halaman 6, Permohonan a quo menggunakan dalil yang tidak benar
karena pada faktanya Partai Hanura telah menyerahkan laporan
penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPPDK Model BA
Penerimaan LPPDK Parpol dan tanda terima laporan dana kampanye
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Model CT
penerimaan LDK Kap parpol pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 17.09 WITA,
di Hotel Sutan Raja Kalawat. Bahwa laporan penerimaan dan
pengeluaran dana kampanye LPPDK Partai Hanura telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik, Heru Satria Lukmana.

1338.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke.
1339.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Angka 27. Bahwa Pemohon telah mengajukan laporan duga ...
bahwa Pemohon telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran
administrasi pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, dimana
Termohon sebagai terlapor. Laporan ke registrasi di Bawaslu Kabupaten
Minahasa Utara pada tanggal 13 Mei 2019 dan telah diputus oleh Majelis
Sidang pada putusan Nomor 003 dan seterusnya. Dengan kesimpulan
sebagai berikut, bahwa tidak ditemukannya adanya pelanggaran
administrasi pemilu yang dilakukan oleh kaum ... Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Utara terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme
sebagaimana menjadi laporan pelapor.

1340.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.
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1341.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
Kemudian, halaman 17, Yang Mulia. Tanggapan terhadap
perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei
2019 pukul 15.40 WIB.
1342.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Angka berapa langsung jawabannya.
1343.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
Angka 34, Yang Mulia, halaman 18.
1344.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
1345.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
Terkait dalil penggelembungan suara Partai Nasdem, tabel 1
adalah perolehan suara Partai Nasdem yang benar menurut Termohon di
90 kecamatan, 15 kabupaten/kota adalah sebagai berikut. Dari mulai
halaman 18 sampai halaman 81, mohon dianggap dibacakan tabel
tersebut.
1346.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tabel 18 sampai?
1347.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
Halaman 21.
1348.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke, tabel dianggap dibacakan?
1349.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
Ya, Yang Mulia.
1350.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Angka 35.
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1351.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Kemudian, angka 35 terkait dalil pengurangan suara Partai
Amanat Nasional pada 9 kabupaten. Tabel 2, adalah perolehan suara
Partai Amanat Nasional menurut Termohon di 5 desa, 23 kecamatan dan
9 kabupaten/kota sebagai berikut.

Halaman 22 sampai dengan 23. Mohon dianggap dibacakan juga,
Yang Mulia.

1352.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, dianggap dibacakan.
1353.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Kemudian, angka 36, perolehan suara di tingkat provinsi yang
benar menurut Termohon dibandingkan Pemohon adalah di tabel 3
merupakan perolehan suara di Partai Nasdem di tingkat provinsi yang
benar menurut Termohon sebagai berikut.

Dianggap dibacakan (...)

1354.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
1355.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
Di halaman 24.
1356.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
25 tabel juga.
1357.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
25 tabel juga. Perolehan Partai Amanat Nasional di tingkat
provinsi tabel 4, mohon dianggap dibacakan. Kemudian, halaman 26.
Selanjutnya untuk bagian bantahan penggelembungan perolehan suara
partai Nasdem dan pengu ... di 15 Kabupaten/Kota dan pengurangan
suara Pemohon di 9 Kabupaten/Kota, karena merupakan rincian
penjelasan dari tabel yang dibacakan sebelumnya, sehingga oleh

karenanya dari mulai halaman 26 sampai dengan halaman 48 mohon
dianggap dibacakan.
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1358.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Habis, dong?

1359.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
Ya. Rinciannya, Yang Mulia.

1360.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oh, baik. Langsung ke 49.

1361.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Langsung ke 49, sesuai persidangan tertanggal 10 Juli dalam
persidangan pendahuluan, Yang Mulia, untuk Provinsi Sulawesi Utara
Dapil Sulawesi Utara IV dan untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Dapil
Bolaang Mongondow III, telah dicabut oleh Pemohon. Oleh karenanya
dari halaman ... oleh karenanya dari mulai halaman sampai dengan

halaman 60 tidak Termohon bacakan.
1362.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tapi dianggap satu kesatuan ini?
1363.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
Betul, Yang Mulia.
1364.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Loh tapi sudah dicabut katanya?
1365.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
Ya. Itu dalam rangka (...)
1366.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tetap ... tetap di ... direspons, ya?
1367.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Direspons, Yang Mulia.
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1368.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

1369.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Betul.

1370.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sampai 607?

1371.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Sampai 60.

1372.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baca Petitum!

1373.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Kemudian, Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus,
dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya,
menyatakan pernyataan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok

perkara

1.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara
nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 tanggal 21 Mei
2019, atau apabila Mahkamah berpendapat Ilain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

1374.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih.
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1375.KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO
Terima kasih, Yang Mulia.

1376.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Pihak Terkait PDIP, Silakan!

1377.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Yang Mulia, mungkin klarifikasi, Pihak Terkait dari Partai Nasdem
untuk Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

1378.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
PDIP juga ada?

1379.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Oh, ini yang DPR RI atau?
1380.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pokoknya 1 perkara nomor ... ya. Perkara Nomor 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini ada 2 Pihak Terkait.

1381.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Yang mana terlebih dahulu, Yang Mulia?
1382.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
PDIP yang dipanggil tadi.

1383.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Oke. Minta maaf, Yang Mulia.
1384.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
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1385.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, sebelum kami membacakan
pokok perkara, kami akan memasukkan ... mohon memasukkan bukti.

1386.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Bukti nanti, Pak. Sekarang dalil-dalil keterangannya dulu.

1387.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Ya. Terima kasih.
1388.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

1389.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Bahwa dalam tabel dalam pokok perkara (...)
1390.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

1391.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Perbandingan dalam persandingan perolehan suara antara partai

(..)
1392.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PDIP.

1393.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

PDIP dan PAN menurut Pihak Terkait (...)
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1394.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
10.710?

1395.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Dari kami 10.710, sedangkan Pemohon (...)
1396.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
10.6677?

1397.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

10.667 dengan selisih 43. Sedangkan untuk suara PAN=2.142 dari
Pihak Terkait sedangkan Pemohon sendiri=2.142. Ya. Kemudian, bahwa
Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara di 43 suara di 7
desa.
1398.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

1399.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Menurut Terkait, Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas apa-
apa TPS mana saja yang terjadi penambahan suara yang dimaksud.

1400.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

1401.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Kemudian 1.2, tabel berdasarkan 7 desa dimaksud, dianggap
dibacakan. Kemudian 1.3 juga dianggap dibacakan.

1402.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung halaman 4?
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1403.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Sehingga menurut data-data ataupun berdasarkan hal-hal di atas,
dalam Petitum, dalam pokok perkara
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 987 dan
seterusnya.
Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon
untuk pengisian keanggotan DPRD Kabupaten Minahasa Utara
IIT yang benar adalah sebagai berikut, menurut (...)
1404.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Pihak Terkait 10.710.

1405.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Pihak Terkait 10.710.
1406.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
PAN?

1407.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

PAN=2.142.
1408.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Untuk (...)

1409.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Atau apabila (...)
1410.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lah, ini yang Talaud tidak?
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1411.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Ini Minahasa Utara, Yang Mulia.
1412.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Oh, ini nanti ada lagi? Tapi 1 petitum ini, Pak. Di amar Anda,
di Petitum Anda kan, ada 2. Yang Talaud?

1413.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Talaud sudah tadi, Yang Mulia.
1414.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Di Petitumnya sudah? Kan di Petitum, Pak.

1415.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Tidak ada di sini.
1416.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya sudah.

1417.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Ya. Kami teruskan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

1418.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya. baik.

1419.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Terima kasih.
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1420.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke, terima kasih. Sekarang dari Nasdem. Silakan!

1421.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, sebelum kami
meringkas keterangan Pihak Terkait, mohon kami diberikan kesempatan
untuk melakukan renvoi.

1422.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di halaman berapa?

1423.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Di halaman 4, Yang Mulia. Pada kalimat keempat, tepat di atas
angka 4.

1424 _.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Kalimat angka 4, kalimat keempat?

1425.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Kalimat keempat dari atas.
1426.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Dokumen mana ini?

1427.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Mungkin ... keterangan Pihak Terkait, Yang Mulia.
1428.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, keterangan Pihak Terkait.

182



1429.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Ya, saya bacakan permohonannya. Pemohon hanya
mencantumkan selisih suara dalil di perbedaan perolehan suara tanpa
dasar-dasar yang jelas. Kami ingin menambahkan (vide Bukti PT-2
sampai dengan PT-16).

1430.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Vide bukti?

1431.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

PT-2.
1432.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
PT-2?

1433.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Sampai dengan Bukti PT-16.
1434.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Buktinya sudah diserahkan ini, Pak?

1435.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Sudah, Yang Mulia. Hanya kurang ter-print waktu dalam
keterangan Pihak Terkait ini.

1436.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, kalau enggak ditulis, ya, enggak ter-print lah.

1437.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Benar, Yang Mulia.

183



1438.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Gimana nanti enggak normal mesin Bapak kalau ... apa lagi?

1439.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Kemudian, Yang Mulia. Pada halaman kelima, angka 1 itu ada
tulisan anggota DPR RI dapil, Dapil Sulawesi Utara. Ada 2 dapil Yang
Mulia.

1440.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Coret 17

1441.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Ya, Yang Mulia. Cukup 1 dapil saja.
1442.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Yang di bawah dapil (...)

1443.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia. Itu halaman 6 angka 3.
1444.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke.

1445.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Ditulis bahwa persandaingan huruf a-nya mohon dihapus, Yang
Mulia. Jadi persandingan.

1446.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Persandaingan. Persandaingan hanya dicoret, ya?
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1447.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Ya. Dicoret saja, Yang Mulia.
1448.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Apalagi, Pak?

1449.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Selanjutnya di halaman 8, Yang Mulia. Angka 18.
1450.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya. Enggak ada angka 18 ini?

1451.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Ada, Yang Mulia.
1452.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Halaman?

1453.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

8.
1454.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oh, ya.

1455.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Itu ada di kal ... di baris ketiga ada 5.068 suara. Ada huruf s,
Yang Mulia.

1456.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
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1457.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Nah, ‘s’ nya itu (...)
1458.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Dibuang?

1459.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Ya, terketik. Dihapus, Yang Mulia.
1460.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ini kok enggak bisa hilang sendiri, ya? Tadi yang enggak ada
Anda harapkan enggak ke print, ini diketik kok enggak hilang sendiri gitu
Iho.

1461.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Nah, itulah, Yang Mulia.
1462.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke. Sekarang, cukup?

1463.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Belum, Yang Mulia. Masih ada lagi, Yang Mulia. Di nhomor 19-nya,
Yang Mulia.

1464.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Halaman berapa itu?

1465.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Halaman yang sama, Yang Mulia. Halaman 8 juga.
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1466.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

1467.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Di angka 19, 1 poin di bawahnya baris kalimat kedua, Permohoan’
Permohonan maksudnya, Yang Mulia. Bukan permohoan.

1468.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Permohoan?

1469.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Ditambah huruf -7 saja, Yang Mulia.
1470.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

1471.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

M (mama), Yang Mulia.
1472.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Permohomanmn?

1473.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Eh, -n, sori, Yang Mulia. Huruf -n, betul. Ya, permohonan, Yang
Mulia.

1474.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya kira bahasa Manado baru. Permohoman, kan?

187



1475.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Nah, yang terakhir, Yang Mulia.
1476.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Terus?

1477.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Di angka 20.
1478.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Angka 20, apa?

1479.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Di kalimat baris kedua ada tulisan berbagi, harusnya berbagai,
Yang Mulia.

1480.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Berbagar?

1481.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Ada huruf -a.
1482.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya. Berbagaitingkat? Sudah?

1483.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Sudah, Yang Mulia.
1484.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau begitu tinggal petitum.
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1485.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Untuk renvoinya, Yang Mulia.
1486.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oh, sudah. Oke, dibacakan. Singkat, singkat saja.

1487.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Singkatnya, Yang Mulia.
Dalam eksepsi.
a. Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) karena
Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai tempat, jumlah, dan
jenjang terjadinya penambahan, dan pengurangan suara yang didalilkan.
1488.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

1489.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Narasinya beserta tabelnya kami mohon dianggap dibacakan,
Yang Mulia.

1490.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

1491.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Kemudian yang huruf b, eksepsi.
b. Permohonan tidak jelas dan tidak cermat (obscuur libel)
karena Pemohon salah menghitung jumlah selisih dalam permohonan.

1492.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, salahnya enggak usah kuat-kuat, gitu.
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1493.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Itu soalnya Prinsipal nonton di bawah, Yang Mulia. Berpengaruh
kepada pendapatan, Yang Mulia.

1494.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Kasihan, ya. Oke. Terus?

1495.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Kemudian yang huruf ¢, Yang Mulia.
1496.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Petitum.

1497.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Tadi ... yang tadi juga narasinya dianggap dibacakan, Yang Mulia,
ya?

1498.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

1499.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

C. Petitum. Permohonan Pemohon keliru akibat Pemohon
salah menghitung jumlah selisih dalam Permohonan. Narasinya juga
dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1500.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya. Sekarang pokoknya.

1501.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Pokok Permohonan. Perolehan suara partai politik untuk pengisian
kenggotaan DPR RI Dapil Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara
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halaman 6 poin 3 angka 3. Nama parpol: Partai Nasdem, perolehan
suara=248.666 suara.

1502.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Wah.

1503.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Kemudian Partai Amanat Nasional=80.732.

Kemudian, Yang Mulia, kita lanjut narasi dari angka selanjutnya
sampai dengan tabelnya mohon dibacakan. Langsung ke kesimpulan,
Yang Mulia. Supaya cepat.

1504.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Halaman berapa?

1505.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Halaman 7 angka 15 ... angka 16, Yang Mulia.
1506.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, oke.

1507.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan cek dan re-cek pada Form
Model C-1 DAA-1, DAA-1, DC-1 dan DD-1. Maka ... maka diperoleh hasil
seperti di tabel di bawah ini. Tabel mohon dianggap dibacakan, Yang
Mulia. Langsung petitum.
1508.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PD banget ini kuasa hukum ini. Karena sudah 248 ini suaranya,
ya?

1509.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Ya, Yang Mulia.
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1510.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke. Apa petitumnya?

1511.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok
perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum
987/PL.01/8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Hasil ... maaf Yang Mulia. Ini
tentangnya ada 2 kali juga. Jadi kecoret 1 Yang Mulia. Tambah renvoi
lagi ini tentangnya ada 2 lagi. Lanjut Yang Mulia.

1512.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

1513.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional
dalam pemilihan umum tahun 2019, tertanggal 29 Mei 2019 sepanjang
terkait pengisian kursi anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi
Utara. 3. (...)

1514.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Menetapkan (...)

1515.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Menetapkan suara partai peserta pemilu 2019 yang benar untuk
pengisian keanggotaan DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Utara
yang benar adalah sebagai berikut. Parpol mohon dianggap dibacakan
Yang Mulia. Oh Nasdemnya saja. Partai Nasdem=248.666 suara.

1516.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
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1517.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Partai Amanat Nasional=80.732 suara. Apabila Mahkamah
Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et
bono. Terima kasih, Yang Mulia.

1518.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Baik. Silakan Bawaslu singkat-singkat.
1519.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan Perkara Nomor 121-
12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah termuat dalam keterangan
Bawaslu dan di halaman 1 sampai 163 khusus Minahasa Utara sudah
diselesaikan oleh pelanggaran administrasi yang sudah dilakukan oleh
Pemohon dan dilakukan adjudikasi putusannya menolak permohonan
Pemohon.

Kemudian, terkait dengan DPR RI dari 15 Kabupaten Kota
didalilkan, hanya Kabupaten Siau, Tangula ... Tagulanang Biaro dalam
keterangan kami di halaman 11 ... 111 sampai 114 mohon izin untuk
dibacakan.

1520.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
1521.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU

Ada perbedaan suara yang kemudian mempengaruhi suara
Pemohon=16 suara seperti didalilkan. Di Kampung Lamanggau,
Kecamatan Biaro yang terdiri dari 4 TPS Partai Amanat Nasional
mendapat perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI
dengan rincian di TPS 1 sebanyak=9 suara. TPS 2 sebanyak=2 suara.
TPS 3 sebanyak=3 suara, dan TPS 4 sebanyak=16 suara. Pada dokumen
DAA-1 Kampung Lamanggau didapat di pencatatan perolehan suara
partai politik dan calon anggota DPRD RI dari Partai Amanat Nasional
dengan rincian sebagai berikut.

TPS 01 sebanyak=8 suara. TPS 2 sebanyak=2 suara. TPS 3
sebanyak=3 suara, dan TPS 4 sebanyak=0 suara.

Perbedaan pencatatan hasil perolehan suara Partai Amanat
Nasional di TPS 4 Kampung Lamanggau sebagaimana dijelaskan pada
angka 1 dan 2 di atas menyebabkan kesalahan pencatatan hasil
perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kampung Lamanggau yang
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seharusnya berjumlah=27 suara, tetapi pada dokumen DAA-1 dicatat
berjumlah=11 suara terdapat selisih sejumlah 16 suara. Setelah
dilakukan pencermatan perolehan suara calon anggota DPRD RI Partai
Amanat Nasional pada dokumen C-1 dari 4 TPS di Kampung Lamanggau
dan DAA-1 Kampung Lamanggau didapati perbedaan rincian perolehan
suara dari calon anggota DPR RI Nomor Urut 6 atas nama Amalia
Ramadhan Landjar pada dokumen C-1 dengan rincian=8 suara di TPS 1.
2 suara di TPS 2, 1 suara di TPS 3 dan 16 suara di TPS 4.

Pada penginputan rincian perolehan suara di Dokumen DAA-1
Kampung Lamanggau calon anggota DPRD RI Nomor Urut 6 atas nama
Amalia Ramadhan Landjar memperoleh suara sebanyak=8 suara di TPS
1. 2 suara di TPS 2. 1 suara di TPS 3 dan TPS 4 tidak ada suara.

Dari hasil pencermatan tersebut di atas selisih hasil perolehan
suara Partai Amanat Nasional antara yang tertera pada Dokumen C-1
dari 4 TPS di Kampung Lamanggau dan yang tertera pada Dokumen
DAA-1 Kampung Lamanggau yakni sebanyak=16 suara merupakan
akibat dari kesalahan penginputan pada Dokumen DAA-1 Kampung
Lamanggau yang khususnya perolehan suara calon anggota DPR RI
Nomor Urut 6 atas nama Amalia Ramadhan Landjar yang seharusnya
total perolehan suara di TPS 4 sebanyak=16 suara, tetapi pada Dokumen
DA-1 dituliskan=0 suara atau tidak memperoleh suara.

Pada tabel di ... terdapat perbedaan hasil perolehan suara pada
calon anggota DPR RI Partai Solidaritas Indonesia atas nama Anisa
Prasojo dalam Dokumen C-1 dari 4 TPS tidak ada perolehan suara.
Tetapi dalam penginputan data perolehan suara dalam Formulir DAA-1
DPR RI Kampung Lamanggau calon anggota DPR RI Partai Solidaritas
Indonesia atas nama Anisa Prasojo pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03
tidak ada perolehan suara. Sedangkan pada TPS 04 tertera perolehan
suara sebanyak=16 suara.

1522.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Bisa langsung kesimpulannya.
1523.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU

Bahwa berdasarkan pencermatan atas dokumen hasil perolehan
suara dari Partai Amanat Nasional dengan menyandingkan Dokumen C-1
dari 4 TPS di Kampung Lamanggau didapati total perolehan suara partai
politik dan calon anggota legislatif berkurang 16 suara dari yang
seharusnya sebanyak 30 suara menjadi hanya 16 suara. Berkurangnya
total perolehan suara tersebut sebagai akibat dari hilangnya perolehan
suara dari calon anggota DPRD Republik Indonesia Nomor 6 atas nama
Amalia Ramadhan Landjar di TPS 04 Kampung Lamanggau dari yang
seharusnya 16 suara menjadi 0 suara.
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1524.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Terima kasih. Catatan? Ada, Pak Ketua? Silakan sekalian!
1525.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya. Terima kasih. Untuk Pihak Terkait Nasdem, Pak Regginaldo
Sultan sama Pak Rahmat ... Rahmat Taufik, ya? Itu masih jadi kuasa,

ndak?

1526.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Masih, Yang Mulia. Namun, belum sempat tanda tangan, Yang
Mulia.

1527.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Belum sempat teken di situ, ya? Oh, baik.

1528.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Tapi, kalau dianggap menyulitkan saya diberikan kekuasaan untuk
renvoi coret, Yang Mulia.

1529.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ndak, nanti kalau masih mau ini tanda tangani saja.

1530.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Oh, ya. Nanti saya sampaikan, Yang Mulia.
1531.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Kalau Bapak potong bagaimana nanti itu?

1532.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Ya.
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1533.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya bilang kemarin kalau Bapak itu kan, berisiko pada honor dan
jadi horor nanti itu.

1534.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R DOTULONG

Siap, Yang Mulia.
1535.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Itu yang saya ... ah, terima kasih. Saya ke bukti sekarang, tidak
ada persoalan, cuma yang mau saya sampaikan ini kepada Pihak Terkait,
mau konfirmasi saja. Pihak Terkait ada 2 kelompok bukti, Bukti PT-1
sampai dengan PT-26, betul?

1536.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Betul, Yang Mulia.
1537.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang satu lagi Bukti PT-1 ... PT-1 untuk yang DPR Republik
Indonesia itu, ya?

1538.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Itu sudah termasuk, Yang Mulia, jadi PT-1 sampai PT-26.
1539.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Jadi ... yang ... ndak, ini PDIP ini?

1540.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Oh, sori, Yang Mulia.
1541.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Yang PDIP, PT-1, ya?
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1542.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Maaf, Yang Mulia. Dari PDIP belum memasukkan bukti.
1543.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Loh?

1544.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Ini baru akan memasukkan.
1545.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ini baru akan ... kok ada PT-1 yang ... ada ... ada catatannya ini,
PT-1 itu di permohonannya. Bapak coba lihat! Kalau ndak ada saya coret

saja. Ada ndak? Kalau menyatakan ndak ada, kami coret.

1546.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Dimasukkan bukti baru ini.
1547.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ha? Nanti mau di ... di ... di ... apa namanya ... di renumeri lagi?

1548.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Ya.
1549.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Diulang lagi katanya.

1550.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLY DONDOKAMBEY

Ya.
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1551.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau begitu yang dari Nasdem sudah benar, bisa disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu ini banyak sekali rasanya yang Anda beri tanda
bahwa ini Bukti PK-30.1 sampai dengan PK-30.150, betul? Benar, ya?
Baik. Terima kasih. Itu sudah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, dari Pemohon yang untuk DPR Republik Indonesia
Sulawesi Utara, mohon diperhatikan, Pak Herman, ya? Ya. P-1 sampai
dengan P-15, P-17 sampai dengan P-20, betul, ya? Baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian, yang untuk Minahasa Utara 3, DPRD kabupaten. P-34
sampai dengan P-36. Benar, ya? Betul? Kemudian, P-38 sampai P-85. Ya,
baik, itu.

KETUK PALU 1X

Ada catatan di sini, P-37 nya di waktu pada saat verifikasi ini
menurut staf kami ini diberi ... apa namanya ... ditarik oleh Pemohon
atau dicoret karena ternyata di dalam daftar ... di dalam bukti ... di dalam
daftar bukti ada, tapi alat buktinya tidak ada, ya? Ada di itu ... baik, baik.
Terima kasih. Dengan demikian, sudah selesai.

1552.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERMAN KADIR

Yang Mulia.
1553.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ha?

1554.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERMAN KADIR

Apa kami bisa kami mengajukan bukti tambahan, Yang Mulia?
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1555.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oh, ndak bisa kalau untuk Pemohon sudah lewat, Pak Herman,
jadi biar sama. Nah, kemudian untuk ... untuk Termohon ... maaf, saya
Termohonnya belum.
1556.KUASA HUKUM TERMOHON:
Baik, Yang Mulia.
1557.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Termohonnya sekarang yang untuk ... ada beberapa kelompok ini.
1558.KUASA HUKUM TERMOHON:
Betul, Yang Mulia.
1559.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Bukti 0 ... pertama, 001 yang diberi T-001 Sulawesi Utara PAN
121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan seterusnya sampai dengan
T-007, betul?
1560.KUASA HUKUM TERMOHON:
Betul, Yang Mulia.
1561.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, yang kedua T-008 Bolaang Mongondow dan
seterusnya sampai dengan T-015?

1562.KUASA HUKUM TERMOHON:
Betul, Yang Mulia.
1563.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X
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Kemudian, T-016 Minahasa Utara sampai dengan T-019 Minahasa
Utara.

1564.KUASA HUKUM TERMOHON:
Betul, Yang Mulia.
1565.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X
Kemudian, T-020 Sulawesi Utara PAN 121, 125 itu, ya?

1566.KUASA HUKUM TERMOHON:
Betul, Yang Mulia. Tambahan.
1567.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tambahan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bukti T-021 Minahasa Utara sampai dengan T-023
Minahasa Utara dan seterusnya?

1568.KUASA HUKUM TERMOHON:
Betul, Yang Mulia.
1569.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik.

KETUK PALU 1X

Nah, ini semuanya sudah disahkan. Baiklah, apakah ... ya, dari
mana?

1570.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Dari Minahasa Utara (...)
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1571.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak usah ... ya, ndak usah digini-giniin, Pak! Nanti bunyinya
keras itu, ya? Tidak boleh dengan kekerasan kalau itu, Pak, harus ada ini
... Ya, silakan! Silakan, apa yang mau disampaikan!

1572.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Terima kasih, Yang Mulia.
1573.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
He eh.

1574.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Perlu saya sampaikan ... apa namanya ... sampaikan bahwa
permohonan DPRD tingkat 2 Minahasa Utara dengan DPR Republik
Indonesia itu sangat berbeda, jadi tidak ... tidak sama dengan tidak ...
tidak, karena buktinya juga berbeda, permohonannya berbeda sehingga
tidak bisa disatukan DPR Republik Indonesia ya DPR Republik Indonesia,
DPRD Minahasa Utara ya Minahasa Utara, saya kira (...)

1575.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Bapak bagaimana? Bapak mau menyampaikan apa ini?

1576.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Keberatan yang tadi, Yang Mulia, kalau ini (...)

1577.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Keb ... keberatan terhadap apa? Saya sudah ringankan tadi itu.
Kan sudah dikelompokkan, Pak? Buktinya itu? Makanya saya bilang tadi
waktu mengesahkan ... maksudnya Bapak mau protes buktinya
Termohon, ya? Apa karena jawaban yang digabung?
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1578.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ya, itu. Jawabannya digabung itu, Yang Mulia.
1579.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ah, itu Bapak harusnya merasa tertolong ketika saya mengatakan

jawabannya digabung. Oh, saya kira mau anu soal alat bukti? Ndak, tadi
kan sudah (...)

1580.KUASA° HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
Kalau alat bukti sih, tidak keberatan.
1581.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oh, tidak keberatan, ya?

1582.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ya ... ya.
1583.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terus nanti kalau soal keberatan itu ... ya itu na ... na ... nanti
kan tunggu di ini, Pak, sekarang bukan waktunya untuk melibas ini,
bukan. Ada waktunya untuk membidas, Pak. Nanti kalau perkara ini
lanjut sampai ke pembuktian, nah, Bapak bidas di situ, begitu. Begitu ya,
Pak?

1584.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Cukup, terima kasih (...)
1585.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Sabar, Pak, ya. Kalau Pak Hartoyo ini beliau dari Yogya bilang
suka ... bilang sama saya 0jo kesusu katanya, dia bilang begitu. Jadi ini

anunya ... tapi untuk Pemohon sendiri ... apa namanya ... untuk
Termohon, maksud saya, untuk Termohon sendiri itu memang semua ...
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semua daftar bukti itu masih relevan untuk di ini, kan? Karena kan, ini
dapil yang diajukan Termohon kan Dapil Sulawesi Utara untuk DPR RI
dan Minahasa Utara III, apa memang semua mau diini kan?
1586.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Masih tetap, Yang Mulia.
1587.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Tetap ya?
1588.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Masih tetap (...)
1589.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Bolaang Mongondow dan itu masih tetap (...)
1590.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Betul, betul, Yang Mulia.
1591.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Baik, terima kasih kalau begitu.
1592.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA
Baik, terima kasih, Yang Mulia.
1593.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mohon dilanjutkan Yang Mulia untuk Pemohon Nomor 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terima kasih.

1594.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, kita masih ada waktu sampai pukul 17.30 ya, karena belum
shalat asar ini. Jadi, kita ringkas masing-masing 10 atau 7 menit, lah.

Silakan, Termohon dulu menyampaikan jawaban. Kebetulan tidak ada
Pihak Terkait ini.
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1595.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 67-14-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 untuk permohonan Partai Demokrat dalam eksepsi kami
tidak membacakan, Yang Mulia, mohon dianggap dibacakan. Kemudian
dalam pokok permohonan ada renvoi, Yang Mulia. Pada paragaraf kedua

dari bawah (...)
1596.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Halaman?

1597.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Halaman 3 yang menyebutkan Anggota DPRD Dapil Minahasa

Selatan III. Yang benar kota (...)

1598.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Halaman 3 angka berapa, Mas?

1599.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Angka 2.1.1.

1600.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
2.1.1?

1601.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Ya, 2.1.1.

1602.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, persandingan ini?

1603.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Baik, betul, Yang Mulia.
1604.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang benar seperti apa?
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1605.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jadi di sana menyebut Dapil Minahasa Selatan III, yang betul Kota
... Kota Mamago ... Kota Mobago.

1606.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Kota Mo?
1607.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Mobago ... Kota Mobago.
1608.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Di sini sudah Kota Mobago ini. Oh, Minahasa Selatan III ini?
1609.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Ya betul.
1610.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oh, ini mestinya Kota Mobago?
1611.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Ya, betul, Yang Mulia.
1612.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Lain ini dengan yang tadi ini agak (ucapan tidak terdengar jelas)
honornya beda ini. Sama-sama banyak cuma beda gitu, kan mungkin
persis dari Manado kan? Tiketnya mahal mungkin ini, kan? Ayo, apa lagi
yang renvoi?
1613.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Sudah, Yang Mulia.

1614.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, kalau begitu langsung dalil apa yang intinya saja.
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1615.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Kami bacakan poin-poinnya saja, Yang Mulia. Bahwa perolehan
suara di TPS 1 dan TPS 5 Kelurahan Tumobui, Kecamatan Kota Mobago
Timur yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Mohon
tidak dibacakan, Yang Mulia.
1616.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
1617.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Kemudian untuk angka 2. Bahwa terhadap hasil penghitungan
perolehan suara terkait dengan perselisihan perolehan suara pada TPS 1
dan 5 ini Pemohon tidak mempersoalkan angka perolehan suara, Yang
Mulia.
1618.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
1619.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Untuk selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Kemudian untuk
Dapil Minahasa Selatan III.

1620.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
1621.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Bahwa hasil penghitungan perolehan suara untuk calon kabupaten
... kabupaten ... bahwa hasil penghitungan perolehan suara untuk calon
DPRD dari Partai Demokrat atas nama Eske Kontu di tingkat TPS desa,
kelurahan, dan kecamatan yang benar menurut Termohon adalah
sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1622.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.
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1623.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Kemudian untuk angka 2, ini untuk atas nama Rommy Poli calon
anggota DPRD dari Partai Golkar, yang benar menurut Termohon,
mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
1624.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Terus.
1625.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Kemudian angka 3. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan
suara sebagaimana dalil Pemohon permohonan a quo merupakan dalil
yang tidak berdasarkan fakta dan ketentuan hukum. Yang mana
merupakan faktor hukum bahwa menurut Termohon mengenai
penetapan calon terpilih itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah
Konstitusi, Yang Mulia. Menurut kami seperti itu.
1626.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Baik (...)
1627.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Untuk yang berikutnya mohon dianggap dibacakan.
1628.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Sampai ke halaman berapa?

1629.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Angka 4 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Angka 5, angka
6.

1630.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Angka berapa lagi? Lambat kali.
1631.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Ya, Yang Mulia. Petitum, Yang Mulia, langsung. Mohon dianggap
dibacakan.
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1632.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Petitum dianggap dibacakan? Jangan, dong.

1633.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Dibacakan, Yang Mulia.

1634.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Petitum dibaca, ya.

1635.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Petitum. Dalam eksepsi. Menerima eksepsi Termohon seluruhnya.
Dalam pokok perkara.

1.
2.

3.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.

Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian
keanggotaan DPRD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota di
beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai
berikut. 3 angka 1 ... 3.1. perolehan suara Pemohon caleg di
daerah pemilihan ... dari Daerah Pemilihan Kotamobagu I,
untuk DPRD Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara
adalah:

1) Atas nama Ishak Sugeha dari Partai Demokrat=529, Yang

Mulia.

1636.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1637.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Kemudian.

1638.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk Rommi.

1639.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Untuk angka 3.2. perolehan suara Pemohon Caleg di Kabupaten
Minahasa Selatan III Provinsi Sulawesi Utara adalah:
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Untuk Nomor Urut 1, atas nama Rommy Poli dari Partai
Golkar=2.172, Yang Mulia.

1640.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Baik.
1641.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Kemudian, untuk Nomor Urut 4, Eske ... Eske Kontu, Partai
Demokrat=1.402. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.
1642.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Baik. Terima kasih. Silakan Bawaslu, singkat-singkat saja!
1643.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO
Izin, Yang Mulia. Pihak Terkait.
1644.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Yang mana, Pak?
1645.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO
Minahasa Selatan III.
1646.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ada, ya? Kok, enggak ada di berkasnya, Mas?
1647.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Dari Partai Golkar.

209



1648.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kok enggak ada ya di saya. Sebentar Pak, saya enggak punya
dokumen Bapak ini. Maaf Pak, ya. Silakan! Ada ... ada renvoi?

1649.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Ada, Yang Mulia.
1650.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Halaman berapa?
1651.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO
Halaman 11. Karena dalam .. dalam keterangan kami
mengajukan eksepsi namun dalam halaman 11 langsung dalam pokok
Permohonan di dalam petitumnya. Jadi, kami mohon (...)
1652.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oh, ditambah dalam eksepsi.
1653.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO
Ya, dalam eksepsinya.

1654.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kayaknya sudah yakin mau dikabulkan saja ini supaya enggak
ketinggalan dipasang di petitum ini. Apa isi-isinya?

1655.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Eksepsinya obscuur, Permohonan obscuur, Yang Mulia.
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1656.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ja ... oh, dalam eksepsi menerima Permohonan eksepsi Pemohon,
kan gitu. Obscuur, ya?

1657.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Ya, Yang Mulia.
1658.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hanya itu saja? Eksepsi Anda obscuur saja? Enggak ada yang
lain?

1659.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Cukup obscuur saja, Yang Mulia.
1660.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke. Kalau begitu, dianggap dibacakan untuk eksepsinya.
Pokok Permohonannya Pak, tentang Minahasa Selatan III, seperti apa?
Kelainan dari Prinsipal Anda ini?

1661.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Baik, Yang Mulia. Terta ... pertama alasan kami mengajukan
eksepsi obscuur adalah kepada halaman 10 poin 2 Permohonan
Pemohon menyatakan bahwa perolehan (...)

1662.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Perolehan tadi kan sudah dianggap dibacakan.
1663.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Oh ya, ya, baik, Yang Mulia.
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1664.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pokok Permohonan saja. Jadi, yang berkaitan dengan Prinsipal
Anda seperti apa ini? Untuk Minahasa Selatan III ini.

1665.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Baik, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan rekapitulasi Model DB DPRD
Kabupaten/Kota Minahasa Selatan tentang Sandingan Perolehan
Suaranya, mohon dianggap dibacakan. Terkait dengan adanya
rekomendasi Panwaslu Kecamatan Maesaan Nomor 04/SR dan
seterusnya yang memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS 01 dan
02 Desa Tumanik, Kecamatan Maes ... Kecamatan Maesaan dan
rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Tompaso Baru Nomor 01 dan
seterusnya bertanggal 21 ... 27 April 2019, yang memerintahkan
pemungutan suara ulang di TPS 04 Desa Karorawa, Kecamatan Tompaso

(...)
1666.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Karowa.

1667.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Karowa.
1668.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tamposo Baru ... Tampaso Baru.

1669.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Panitia pemilihan Kecamatan ma ... Maesaan dan panitia
pemilihan Kecamatan Tompaso Baru menerima surat rekomendasi dari
Panwascam Kecamatan Maesaan dan Panwascam Tompaso Baru, tetapi
setelah dikaji oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan ... KPU Kabupaten
Minahasa Selatan telah merespon surat rekomendasi Panwascam
Kecamatan Maesaan dan Kecamatan bawastom ... Tompaso Baru
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dengan melakukan kajian sebagaimana dalam 2 Berita Acara, Berita
Acara Nomor 89 dan 90 tentang substansi itu mohon dianggap
dibacakan, Yang Mulia.
1670.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya. Baik, langsung ke mana ini?
1671.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO
Halaman 10, Yang Mulia.
1672.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Halaman 10, angka berapa?
1673.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO
Angka 7.
1674.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Silakan!
1675.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perolehan suara yang
benar berdasarkan perhitungan dan rekapitulasi secara berjenjang sesuai
Form C-1, Form DAA-1, DA-1 dan DB-1, tabel ini mohon dianggap
dibacakan.

1676.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, bacakan untuk partainya.
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1677.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

L1

1678.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Partai Golkar dapat berapa? Itu Anda kan dari Golkar.

1679.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Partai Golkar=10.725.
1680.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Demokrat?

1681.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Dan Pemohon Demokrat=1.976 suara.
1682.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Baik. Petitum?

1683.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Petitum, dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait.

2. Menyatakan  permohonan-permohonan ...  permohonan
Pemohon obscuur libel.

3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan. Menolak permohonan Pemohon dan
untuk seluruhnya. Atau apabila Mahkamah berpendapat (...)
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1684.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini menyatakan sahnya belum. Menyatakan sah surat keputusan
Termohon.

1685.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Menyatakan sah surat keputusan Termohon sepanjang mengenai
perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten
Minahasa Selatan Daerah Pemilihan Minahasa Selatan III.

1686.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Baik.
1687.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-
adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

1688.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Baik, Terima kasih. Silakan, Bawaslu!
1689.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Terima kasih, Yang Mulia.
1690.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
1691.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Terkait dengan  Perkara  Register  67-14-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, sudah tertulis dalam keterangan tertulis Bawaslu di
halaman 163 sampai 173, pada intinya bahwa terkait dengan
rekomendasi Panwascam, di Kecamatan (ucapan tidak terdengar jelas)
dan (ucapan tidak terdengar jelas), (ucapan tidak terdengar jelas) oleh

KPU, sudah diselesaikan dalam proses pelanggaran admnistrasi, dan
sudah ada putusan bahwa KPU Kabupaten Minahasa Selatan terbukti
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melakukan pelanggaran administrasi dan tindak lanjutnya menunggu
tindak lanjut dari KPU Provinsi berdasarkan amar putusan pelanggaran
administrasi.

Terkait dengan Kotamobagu, Bawaslu Kotamobagu menerima
surat dari Partai Demokrat pada tanggal 27 April 2019 terkait dengan
keberatan hasil Pleno di tingkat Kecamatan Kotamobagu Timur khusus
kelurahan Tumobui TPS 1, 5 dan 6, Bawaslu Tumobui telah melakukan
investigasi terhadap TPS tersebut, namun surat dari Partai Demokrat
Kotamobagu tidak menyertakan KTP pemilih yang dianggap sebagai
pemilih tidak memenuhi syarat.

Dari hasil pengawasan dan investigasi Bawaslu Kotamobagu dan
jajaran Panwascam, tidak ditemukan adanya pemilih TMS di TPS
tersebut. Terima kasih, Yang Mulia.

1692.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada?

1693.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU

Ya. Hasil pengawasan dan investigasi jajaran Bawaslu
Kotamobagu.

1694.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. itu saja?

1695.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU

Ya. Itu saja, Yang Mulia.

1696.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Bawaslu. Itu, Pak Ketua.

1697.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Jadi intinya tidak ditemukan ada yang (...)

1698.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU

Pemilih TMS.
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1699.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Pemilih TMS?

1700.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Ya.

1701.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak memenuhi syarat, ya? pemilih TTM ada enggak, Pak, di
sini? Pemilih TTM itu 200 itu punya, tuh.

Saya mau minta konfirmasi ke Pemohon dulu dengan sehubungan
dengan perbaikan bukti yang kemarin diberikan itu. Karena kan Anda
tidak boleh menambah lagi ini di sini? Anda memasukkan bukti baru,
tetapi memasukkan ke nomor yang lama sudah ada. Ke Nomor P-14.1,
P-14.2, P-14.3 untuk kota dapil Kotamobagu, kemudian ... apa namanya
... padahal itu untuk di ... pada sidang pendahuluan yang bukti dengan
kode itu sudah kami sahkan dan juga P-14.20. P-14.1, P-14.2, P-14.3
sampai dengan P-14.20.

Nah, sekarang pertanyaannya tuh begini, apakah mau ... yang
pertama itu mau diganti dengan bukti yang baru ini? Atau bagaimana?
Pak Yandri?

1702.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Izin, Yang Mulia. Kami tambahkan, kami kasih judul bukti
tambahan, Yang Mulia. Makanya, tambahan 1, tambahan 2, tambahan 3,
gitu, Yang Mulia.

Kalau bukti tambahan, itu ... apa namanya ... kan kodenya ndak
mengambil kode yang lama kan? Kalau yang lama kami ... menye ...
bukti ... daftar bukti ... daftar bukti ... kalau sekarang daftar bukti
tambahan, Yang Mulia.

1703.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Judulnya daftar bukti tambahan. Tapi kodenya sama, pak. Ini
kalau Bapak masang ... anu ... undian itu ... kalau anu dapatnya yang
mana? Yang lama atau yang baru itu? 14.1 dengan ... dengan ini.
Gimana? Karena kan Bapak sekarang nggak boleh lagi nambah alat
bukti. Kami tinggal konfirmasi saja. Nanti, misalnya kalau Bapak me ...
merujuk bukti P-14.1, itu kan gimana caranya nanti merujuknya ke ... ke
anunya?
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1704.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kalau begitu, kami renvoi saja, Yang Mulia. Melanjutkan nomor
bukti yang lama, Yang Mulia.

1705.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Melanjutkan nomor bukti yang lama?

1706.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.
1707.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Jadi, ini jadi ditulis apa nanti ini?

1708.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Jadi kalau yang lama itu sampai P-20, kalau enggak salah, Yang
Mulia.

1709.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya. Jadi, terus dilanjutkan ke?

1710.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

21, 22.
1711.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Itu renvoinya?

1712.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia.
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1713.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ini tidak menambah bukti baru, ya? ini adalah bukti yang
diberikan untuk kesempatan terakhir yang kemarin.

1714.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia.
1715.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Bukan yang sekarang lagi mengajukan.

1716.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya. Yang Mulia.
1717.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mohon dicatat itu sebagai renvoinya. Baik, kalau begitu tidak ada
persoalan lagi.

1718.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Terima kasih, Yang Mulia.
1719.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk jawaban Termohon, untuk alat buktinya kami ...
ini untuk Dapil Kotamobagu I ... Kotamobagu I, T-001 Kotamobagu dan
seterusnya sampai T-007, betul?

1720.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Betul, Yang Mulia.
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1721.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Dapil Kabupaten Minahasa Selatan III T-001
Minahasa Selatan III dan seterusnya sampai T-011?

1722.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA
Betul, Yang Mulia.
1723.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian ... nah, untuk Pihak Terkait Partai Golkar saya ingin
menyampaikan hal yang sama seperti yang kami sampaikan pada sidang
sebelumnya dan pada kesempatan sebelumnya bahwa Pihak Terkait itu
sesuai dengan Pasal 23 itu ada ketentuannya kapan mengajukan
Permohonan dan siapa yang harus mengajukan Permohonan dan kapan
permohonan harus disampaikan. Tapi, tentu kami tetap memberikan
kesempatan seperti tadi untuk didengarkan anunya, ya, sebenarnya kan
tinggal ngikut ke Termohon saja curi anu gitu kan, ya. Cuma kan kalau
kecemasan itu tidak bisa dirasionalkan itu kadang-kadang, gitu, ya.

Ya, itu udah. Dan Anda belum menyerahkan alat bukti, ya? Pihak
Terkait untuk Golkar? Ah, kapan itu ndak ada itu, belum menyerahkan
bukti itu. Bagaimana?

1724.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Mungkin akan kami susulkan, Yang Mulia.
1725.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ha? Itu sudah terketik, tapi ndak terketik, gitu? Ah, gimana
jangan ngikut Pak inilah. Ya, kalau nyusulkan nanti saja. Kan masih ada

... beda dengan permohonan Anda masih punya kesempatan sampai
sore ini.

220



1726.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Oke.
1727.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya. Itu, ya?
1728.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 67-14-
25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 81-03-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO
Terima kasih.
1729.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Kemudian, Bawaslu, ya, kalau Bawaslu, ya, saya ingatkan lagi
mudah-mudahan sudah benar, sudah ada ... apa namanya ... surat
tugasnya sudah ada, gitu, ya? Ah kemudian untuk alat buktinya untuk
Dapil Kotamobagu I dimulai dari Bukti PK-3015.57 sampai dengan 59,
betul? Bawaslu? 57, sampai 59? Yang Kotamobagu I?
1730.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Ya, Yang Mulia.
1731.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Benar? Biasanya agak cepat responsnya, kali ini agak lambat.
Apakah karena sudah sore, ya? Ya, betul? Baik kalau begitu.

KETUK PALU 1X

Kemudian Dapil Kabupaten Minahasa Selatan III itu dari PK-
30.554 sampai dengan 567 Betul, ya?

1732.BAWASLU PROVINSI SULUT: SUPRIYADI PANGELU
Ya.
1733.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.
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KETUK PALU 1X

Baik. Dengan demikian, maka persidangan untuk Sulawesi Tengah
dan Sulawesi Utara dalam rangka ... apa namanya ... mendengar keter
... jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu beserta
pengesahan bukti sudah kita lakukan.

Sekarang kami ingin menyampaikan pengumuman. Untuk sidang
berikutnya, yaitu untuk ... masih ... untuk persidangan pembuktian itu
nanti akan dilak ... diberikan surat panggilan tersendiri. Karena kami
harus melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim terlebih dahulu mana
perkara yang berlanjut, mana yang tidak. Jadi, nanti akan ada surat
panggilan tersendiri untuk permohonan-permohonan ibu dan bapak.

Demikian juga ... termasuk juga dalam surat panggilan itu nanti
dalam surat panggilan resmi akan disampaikan oleh juru panggil nanti itu
akan diberitahukan berapa jumlah saksi yang dimungkinkan yang
bersamaan dengan surat panggilan sidang itu. Kemudian daftar saksi itu
nanti yang harus diserahkan kepada Mahkamah setidaknya harus
memuat nama, nomor identitas, agama, agama untuk keperluan sumpah
nanti dan pokok-pokok keterangan saksi yang akan disampaikan. Tapi
nanti untuk jumlah ... nanti baru akan diketahui setelah surat panggilan
itu.

Kemudian demikian juga ahli, ya, kalau kami sih menyarankan
buat apa lagi Anda me ... bukan tidak penting, ya, kecuali kan ini kan
kalau perselisihannya soal suara kan tidak ... tidak terlalu pentinglah
kalau ahli itu. Kecuali, kami ... kalau Anda ndak percaya kami bisa me ...
apa ... berhitung di sini mungkin hakim konstitusi nilai Matematikanya
kayaknya buruk semua, gitu, ya. Ya, itu mungkin ... kalau
perselisihannya hanya soal ... apa namanya ... hasil itu mungkin tidak
terlalu ini, ya, tapi kalau mau diajukan juga Anda harus menyerahkan
CV-nya, CV ahli itu dan kemudian keterangan harus diajukan paling
lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian dilaksanakan.
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Dan batas terakhir ... batas jam terakhirnya adalah pukul 12.00
WIB, jadi 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian keterangan ahli kalau
diajukan itu sudah kami terima dan jamnya adalah pukul 12.00 WIB. Kilir,
Ibu dan Bapak?

Baik. Dengan demikian, maka sidang selesai dan sidang saya
tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17:36 WIB

Jakarta, 16 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
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